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BUPATI BOMBANA

\ PROVINSI SULAWESI TENGGARA

|

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR /l TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR
2 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI BOMBANA,

Mlenimbang : ‘pahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
|
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
rhenetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk
Treknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
IZ’engelolaan Barang Milik Daerah; |

“Mengingat : 1. IiDasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 'tentang
Isembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
fenggara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
léepublik Indonesia Nomor 4339);

3. U"ndang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

| T;.mbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)
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isebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Uhdang—Undang Nomor 12 Tahun
.%2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
fJndangan (Lembaran = Negara  Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
ll?epublik Indonesia Nomor 6801};
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
l?emerintahan‘ Daerah (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ii\Iegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
‘éelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
I.%Indang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
lseraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta‘ Kerja Menjadi Undang-
lEJndang (Lembaran }Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
I;ndonesia Nomor 6573);
.FL'eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
éengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
’ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
ajtas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Piengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
’I‘iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523); |
.Pleraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan = Pengawasan Penyelenggaraan
P{emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
: Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
.Pieraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
téntang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
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(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
téntang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Iﬁventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

9. P@raturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengeiolaan Barang Milik Daerah.(Berita
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

EERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerint_ahaniiyang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah; Bupati Bombana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaltga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daérah adalah pengelola barang milik daerah.

Pengelola Bar%ang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalail pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

‘dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

\
kewenangan) daerah.
Pejabat Penz?.tausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai
fungsi 'pengfizlolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola

keuangan daerah.

. Pengguna ba{rang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.

Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa
program. }

Anggaran Pe?dapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

Barangmilik% daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Kuasa Pengéuna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Penggiuna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang
ditunjuk olel%l Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

‘Pejabat Pen;eltausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanaka&u fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang. |

Pengurus Ba}ang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus
‘Barang adalgh Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tuga:s mengurus barang.

'Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, mienyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang
milik daerah bada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Bali”ang Pengguna adalg.h Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausaha‘kan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Pembantu Pehgums Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu idalam penyiapan  administrasi maupun teknis

| ,
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.



19.
~membantu i:dalam penyiapan administrasi maupun teknis

20.

21.

22.

23.

24.

25,

- 26.

27.

28.

-5:

Pembantu Pé_angurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang

penatausahaitan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
Pengurus Beilrang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, [ mengeluarkan, menétausahakan dan mempertanggung
jawabkan bairang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pejabat penyimpan dokumen kepemilikan BMD yang selanjutnya
disebut pejajbat penyimpan adalah pejabat yang ditunjuk oleh
pengelola bairang atau pengguria barang/kuasa pengguna barang
untuk. | B

Petugas penyimpan dokumen kepemilikan BMD yang selanjutnya
disebut petugas penyimpan adalah petugas yang ditunjuk oleh

pengelola bejxrang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang

untuk memljantu pejabat penyimpan dalam membantu penyimpanan

dokumen keisemilikan BMD yang berada dalam penguasaannya yaitu
petugas berétatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pengelola
barang ataﬁ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pengguna
barang/ kuasfa pengguna barang.

Dokumen Kepemlhkan BMD adalah dokumen sah yang merupakan

‘bukti kepem111kan atas BMD.

Daftar Dokumen kepemilikan BMD adalah daftar yang memuat data

penyimpanan dokumen kepemilikan BMD yang disusun oleh petugas

‘penyimpan ' dokumen kepemilikan BMD dan ditandatangani
oleh pejabatipenyimpan dokumen kepemilikan BMD pada pengelola

‘barang atau bengguna barang/ kuaSa pengguna barang.

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah

'sebuah dokﬁmen yang berisi informasi tentang pemindahtanganan/

penyerahan gebuah barang dari satu pihak ke pihak lainnya yang

‘bisa dijadikax?1 sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap.

Penilai _adalaih pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan ikompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adailah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat
tertentu. |

Penilai Pemérintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai

Pemerintah ]jaerah.
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Pengelolaan iBarang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi pefjencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan,? pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, | pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penataUsaha:an dan pengawasan dan pengendalian.

Perencanaani Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan l:)arang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yangi}telah lalu dengan kéadaan yang sedang bérjalan sebagai
dasar dalam imelakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Keti)utuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKBMD, ad;alah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penggunaan iadalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang
sesuai dengain tugas dan fungsi PD terkait.

Pemanfaataﬁ adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
digunakan ﬁntuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau
optimalisasi §barang milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemlhkan

Sewa adalah> pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka Waktg tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara

daerah dalafn jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan

setelah jangllza waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada

Kerja Sama | ' Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunqan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu terten;‘tu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau
sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah

‘pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemuchan didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan l{gmbali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya s;etelah berakhirnya jangka waktu.

I
|
|
i
|
|
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vpemanfaatani barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain

39.
adalah kte?sama antara pemerintah dan badan usaha untuk

40.
" PJPK adalah Menteri/Kepala Léinbaga/ Kepala Daerah, atau badan

- usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau

41.
“daerah.
42,

43.
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Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk

| didayagunak;an oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu

yang disepakati. ‘
[ .
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI

kegiatan pényediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan
peraturan pe%rundang— undangan.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat

penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Pemindahtalfxganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik

Penjualan zj;ldalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
kepada piha}«: lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
yang dilakul:{an antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,

~antar pemeﬁntah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan

- pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk

44,

barang, palihg sedikit dengan nilai seimbang.
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemenntah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari

pemermtah; daerah kepada - pihak lain, tanpa memperoleh
| ‘

 penggantian.

45,

Penyertaan ;Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan

- barang mililf daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak

dipisahkan huenjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

~ sebagai mbdal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan

|

' usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yvang dimiliki negara.

46.

Pemus'naha}n adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau

. kegunaan bérang milik daerah.

47.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari

daftar bare&ng dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
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49.
50.

kepemilikan ;atas barang milik daerah.
51. ‘
52.
- 53.

54.

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
) |

55.

- 57.
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berwenang ufntuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kﬁasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik ataé barang yang berada dalam penguasaannya.
Penatausaha%an adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, ém pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dokumen képemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti

Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh
barang milik;daerah.

Daftar bararjlg pengguna adalah daftar yang memuat data barang
milik daerahi; yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
Daftar Baralj'lg Kuasa Pengguna adalah’ daftar yang memuat data
barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa
Pengguna Ba{‘rang.

Rumah Negéra adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat
dan/atau pegawal negeri sipil Pemerlntah Daerah

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan
Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan
Premi oleh P;erusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan
penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,
kerusakan, \ biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jaévab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang pohs karena terjadinya suatu peristiwa

‘yang tidak past1
56.

Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang
terdaftar peic]la lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia
atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.

Nilai Peﬁanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu

objek yang &ipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian

atau kerusakan yang dihitung berdasarkan biaya

memperoleh/ memperbaiki obJek yang dipertanggungkan ke dalam

keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
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Premi ada.lah sejumlah uang 'yang kditetapkan oleh Perusahaan
Asuransi dén disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan

berdasarkan}perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perhturan Bupati ini, meliputi :

a0 T op

BRSO

Tata cara RKBMD;

Tata cara pe;laksanaan penggunaan BMD;
Pemanfaatan BMD; 7

Tata cara pehyimpanan Dokumen kepenilaian;
Tata cara as:uransi BMD;

Penilaian Balrang Milik Daerah;

Tata cara pe:njualan Barang Milik Daerah yang bersifat Khusus;

. Ketentuan glebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

|
pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
Tata cara pélaksanaan pemusnahan BMD;
Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventerisasi dan pelaporan

BMD; |

k. Pengawasan; dan pengendalian atas BMD

B =

B

©

T

Tata cara pélaksanaan penghapusan BMD;

. Pengendalialn Barang Milik Daerah berupa rumah Negara;

Pemberian ihsentif dan /atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai
yang melaksianakan pengelolaan BMD;

Beban pengélolaan;

. Standar Ket?utuhan Barang Milik Daerah; dan

Tata Cara éengenaan Sanksi Kepada Pengguna Barang Yang Tidak
Menyerahkén Barang.

|
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BAB IlI
PERENdANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 3

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
memperhaﬁl%an kebutuhan pelaksanaan tugas dan fuﬁgsi SKPD serta
ketersediaan; barang milik daerah yang ada.

() Ketersediaar:{ barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupak‘én barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang
dan/atau Pengguna Barang.

(3) Perencanaaq barang milik daerah sebagaimang dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang
milik daerajh pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan: RKBMD.

“4) Perencanaarji kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap
tahun setelgh rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

(5) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan : anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
angka dasgr k(baseline) sertab‘ penyusunan rencana kerja dan

anggaran.

(6) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana
Kerja SKPD. |

| (7 Perencanaarjl kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}), kecuali untuk penghapusari, berpedoman pada:
a. standar barang; |
b. standar ILebutuhan; dan/atau
c. standar }flarga.

(8) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah
spesifikasi ibarang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan

pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

|

|

|
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(9) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adélah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhltungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.

(10)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang
milik daerahf dalam perencanaan‘f kebutuhan.

(11)Standar barjang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana
dimaksud p;da ayat (3), ayat (4) dan ayat ditetapkan oleh Bupati.

| S

Pasal 4

(1) Penetapan sLtandar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) hur'ﬁf b mempedomani peraturan perundang—undangan.

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan

setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 5

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD
‘ e

pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar

kebutuhan. |

Pasal 6

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh
Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang
d1p1mp1nnya

(2) Pengguna EBaramg menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana
dimaksud ;j)ada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

(3) Pengelola Bmang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
sebagaimarila dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang
dengan meli;nperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang.

|
i
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(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,
sebagaimanaj{ dimaksud pada ayat (3) antara lain:
laporan ]jaftar Barang Pengguna bulanan;
laporan 9ﬁtar Barang Pengguna semesteran,;
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
laporan Djaftar Barang Pengelola bulanan;
laporan ]?aftar Barang Pengelola semesteran,;

laporan t?aftar Barang Pengelola tahunan;

I

laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
h. laporan [f)aftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibantu' Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola.

(6) Pejabat Pen%ttausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan ;anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

: |
dasar penyusunan RKBMD.
Pasal 7

|
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang% sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD. |

Pasal 8

(1) RKBMD pejmeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan
- oleh Penggu[na Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
a. barang niiilik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan
sementa?a;
: c. barang n;'lilik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan
oleh pih%lk lain; dan/atau
d. barang }mlhk daerah yang sédang menjadi objek pemanfaatan.
(2) RKBMD pe@elihmaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
- pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang
menggunak;an sementara barang milik daerah.
|
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" (3) RKBMD penileliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (i) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk

pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 9
' |
(1) Perencanaaﬁ kebutuhan barang milik daerah meliputi:

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;

b. perencanjaan pemeliharaan barang milik daerah;

C. perencanfaan pemanfaatan barang milik daerah;

d. perencan[aan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

2) Perencanaalg pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat{ (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pengadaan.

(3) Perencanaa1n pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud psada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemeliharaan.

4) Perencanaap pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud p:ada ayat (1) huruf ¢ dituangkan dalam dokumen RKBMD

\ Pemanfaatafn. :

(5) Perencanaa;n pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtainganan. '

(6) Perencanaap penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pjada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD

Penghapusan.
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i Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RKBMD

Pengadi?an Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 10

(1) Kuasa Pen]gguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan
barang mi1h< daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang
dipimpinnyja. »

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan

4 sebagaimarjla dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling

lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 11

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pengadaan| yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada minggu ketiga
bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh

| Kuasa Perigguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan
review ter;hadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pengadaan.% v
(3) Penelaahaq atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Peﬁgguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakarjl untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusuna;n usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit
mempertimlbangkan: , | |
a. kesesua;ian program perencanaan dan standar sebagaimana
dimaksu{d dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); dan
b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.
(4) Hasil peneljaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakang oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD
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Pengadaan i)arang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang
paling sedikit memuat informasi:

a. nama Ku;asa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

program;

kegiatani,

e a0 T

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang
pada Kuasa Pengguna Barang; dan

|

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Pasal 12

(1) Hasil penelgahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disar?npaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik
daerah berhasarkm hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) un‘jcuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat

minggu keempat bulan Mei.

Bagian Keempat

~ Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada
| Pengguna Barang

Pasal 13

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan
barang mili:k daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang
dipimpinnysél. -

(2) Kuasa Pe;ngguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
Pemeliharaazm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna

Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

i
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Pasal 14

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada minggu ketiga
bulan Mei. o

(2) Dalam peﬂelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD
Pemelihara?n yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimalia dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutseﬁakmm Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
Pengurus ]éarmg Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dlutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusunah RKBMD pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai bé.rang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan
barang milik daerah tingkat Pengg‘u‘na Barang yang paling sedikit
memuat informasi:

a. nama Kﬁasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

C. nama bairang vang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

Pasal 15

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditandatangani
Pengguna Earang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun' RKBMD Pemeliharaan barang

milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
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3) Penelaghan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil

Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang pali sedikit

memuat:

- a.
b.

- C.

nama ansa Pengguna Barang;
nama Pefngguna Barang;

program;

d. kegiatan;

f.

data daf‘?ar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang
pada Kujasa Pengguna Barang; dan

rencanai;kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4) Dalam melejzksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud ;%ada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat

Penatausahiaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk

menyiapkar} dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan

kelengkapalf'l usulan paling lambat minggu kedua bulan Juni.

Pasal 18

(1) Hasil Penejlaahan RKBMD Pehgadaan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
|

ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna ]3arang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil

penelaahan:? sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD I?engaciaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikajn oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling

lambat minggu ketiga bulan Juni.
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Bagian Keenam

| _
} Tata Cara Penelaahan RKBMD

Pemelihajraan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 19

i
|
|
|
i
|
!

(1) Penelaahan? atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah
- dilakukan 1§1ntuk melakukan telaahan terhadap data barang milik
daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

) Penelaahan% atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah

_ sebagaimanja dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya
memperhati:kan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat
~ informasi nfengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Penelaahan| atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah
sebagajmalfa dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil
penelaahan% RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang paling
sedikit merriluat:

a. nama Kdasa Pengguna Barang;
b. nama Pepgguna Barang; |
c. nama barang vang dipelihara;
~ d. usulan k;ebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana ‘kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.

(4) Dalam mela}tksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud Qada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahjaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk
menyiapkaﬂ dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapap usu.lén RKBMD Pefneliharaan yang dilaksanakan paling

sedikit minégu kedua bulan Juni.

|
| Pasal 20

(1) Hasil Peneliaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari
Pengguna I%‘:arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
ditandatangani oleh Pengelola Barang. |

(2) Pengguna B!arang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil

penelaahan‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
| v
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(3) RKBMD Pejmeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikang oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling
lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 21

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3) dan Pasfal 20 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah
daerah oleh :Penge'lola Barang. |

(2) RKBMD Péngadzlan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud p?da ayat (1) ditetapkan paling iambat minggu keempat
bulan Juni.

[
|
|
|

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 22

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan };?KBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan Perubahan APBD.
(3) Penyusunanf RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai
- dengan Paéal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

.
penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan

Pejnyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 23

(1) Dalam hal Setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi
darurat, peLgust11an penyediaah anggaran untuk kebutuhan baru
(new initiaf%ive) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline)
dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan

|
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‘barang rmhk daerah  dilakukan berdasarkan mekanisme
penganggaraél sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. } |

(2) Kondisi danilrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.

(3) Hasil pengusiulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hariﬁs dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang belgfsamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan
dan/atau RKBMD tahun berikutnya.

(4) Laporan sel{aagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengelola B:arang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam
penelaahan jiatas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang
bersangkutap pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan

dan/atau AéBD tahun anggaran berikutnya.

|
I

BAB IV
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu

Prinsip Umum |

Pasal 24

(1) Bupati men%ztapkan status penggunaan barang milik daerah.

(2) Bupati dap.;elt mendelegasikan penetapa'n -status penggunaan atas
barang mili;k daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
tanah dan/ étau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola
Barang. '

~ (3) Kondisi tertientu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain
adalah barajng milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan
atau dengarjl nilai tertentu.

(4) Nilai tertenﬁu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

' Bupati. ‘:

(5) Penetapan fstatus penggunaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud a%yat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

|
|
|
|
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PasaI 25

(1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:
a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
b. Pengallhan status penggunaan barang milik daerah;
C. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk

d10peras1‘kan oleh pihak lain.

(2) Penetapan %tatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan

b dioperasikan oleh pihak lain dalarn rangka menjalankan pelayanan

umum sésuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;

b. VKonstrui{si Dalam Pengerjaan (KDP),

c. Barang [ yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan; dan

d. Aset Tet;ap Renovasi (ATR).

|
‘ Pasal 27

(1) Penetapan g(status penggunaan‘ barang milik daerah berupa tanah
dan /atau b;angunan dilakukan apabilar diperlukan untuk kepentingan
penyelengg?.raan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna B:arang yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa
tanah dan /@tau bangunan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) yang
tidak ‘digurilakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang kep;ada Bupati melalui Pengelola Barang.

(3) Dikecualikf%m dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah d:irenca_nakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam

jangka Wak‘tu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

|
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(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam

, penyelenggajraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud péda ayat (2).

(5) Dalam hal fbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaiman?ex dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada

Bupati, Pen;gguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana

pemeliharaafn atas barang milik daerah berkenaan.

Pasal 28

(1) Bupati men:etapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh
Pengguna i3arang karena tidak digunakan untuk kepentingan
penyelengga%raan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa

- Pengguna Bwang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menFtapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bupati memperhatikan:

a. standar Lkebutuhan ba:ang milik daerah untuk menyelenggarakan
dan men;unjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. hasil au(:iit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau

c. laporan, ﬁtdata, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Sumber lair} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang

- dilakukan ;oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari
masyarakaf.

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah
sebagaimanja dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetap%n status penggunaan;
b. pemanfa?atan; atau

- c. peminda{htanganan.
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Bagian Kedua

Penet:apan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Paragraf Kesatu

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati

Pasal 29

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD
dan peroleﬁan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan | permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan |setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan

dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
€)) Permohona;n penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimaxja dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun
berkenaan.%
(4) Bupati merilerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang

milik daerah setiap tahun.

Pasal 30

(1) Pengajuan jpermohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disertai

dokumen.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berlflpa tanah yaitu fotokopi sertifikat.

(3) Dokumen éebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
a. fotokopi; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
b. fotokopi dokumen perolehan.

(4) Dokumen éebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik

daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang
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. sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima
(BAST). '
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik

daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
a. fotokopi éertiﬁkat;
b. fotokopi ?ersetujuan Bangunan Gedung (PBG}; dan

~ c. fotokopi dokumen perolehan.

(6) Dokumen séabagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah beruipa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah
sekurang—kljlrangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima
(BAST). |

(7) Dokumen siebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah selajjn tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen
yaitu: |
a. fotokopi idokumen kepemilikan; dan/atau
b. fotokopi ;dokumen perolehan.

(8) Dokumen sﬁfebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik
daerah yanig dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan
pemindahtailnganan dengan cara penyertaan modal pemerintah
daerah yaitu:

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

b. fotokopi'dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa
tanah; '

c. fotokopil Persetujuan Bangunan Gédung (PBG]), untuk barang
milik daferah berupa bangunan; dan/atau

d. fotokopiidokumen perolehan.

Pasal 31

M Dikecualika;m dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa
tanah belufm memiliki fotokopi sertifikat, dokumen dimaksud dapat
diganti den;gan:

a. akta juarl beli;
b. girik;
c. letter C;

d. surat pernyataan pelepasan hak atas tariah;
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e. surat ketfi'rangan lurah atau képala dcsa, jika ada;
| f. berita aca{ra penerimaan terkait perolehan barang; atau
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
) Dikecualikaril dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
“ayat (3) aﬂabila barang milik daerah berupa bangunan belum
- memiliki PB;G dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat
pernyataan ) dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa
- bangunan tiersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.

3 Dikecualikarfl dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (5) apé.bﬂa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan

- yang dipercf)leh dari APBD belum memiliki sertifikat, PBG, dan
dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari
Pengguna }éarang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan
tersebut digﬁnakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.

@) Dikecualika{n dari ketentuan sebagaiména dimaksud dalam Pasal 30
ayat (7) alzaabila barang milik daerah berupa selain tanah dan

" bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen
kepemilikanf, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat
pemyataanidari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang

- milik daerail selain tanah dan/ atau bangunan tersebut digunakan
untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.

(5) Dikecualika?n dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (8) hulf‘uf b, huruf ¢, dan huruf d belum ada, maka pengajuan
usul permci)honan penerbitan status penggunaan disertai surat
pernyataang dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan
bahwa barafmg tersebut adalah barang milik daerah yang dari awal

_ pengadaanrilya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan
dengan care!t penyertaan modal pemerintah daerah.

(6) Barang milIik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan
tetap harujs menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan

meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.




-27-

Pasal 32

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan
status penégunam barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaiman%t dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Penelitian sébagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapaﬁ dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam: hal hasil penelitian ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta| keterangan atau data tambahan kepada Pengguna

Barang yang mengajukan permohonan penetapan status

penggunaan barang milik daerah; dan/atau
b. melakukén pengecekan lapangan.

(4) Kegiatan Péngelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan |serta barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain

yang sah.

Pasal 33

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1), Buli)ati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

(2) Status pengjgunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dite:tapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal ?Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebaga,lmana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati melalui
Pengelola Barang, menerbltkan surat penolakan kepada Pengguna

Barang disertai alasan.

Paragraf Kedua

Pehetapan Status Penggunaén Barang Milik Daerah oleh
Pengelola Barangr

Pasal 34

(1) Pengelola  Barang menetapkan status penggunaan barang
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh  Bupati

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
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(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang
sebagajmanai dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status
pengguna;an barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD
dan perolfehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengajuap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukartl setelah diterimanYa barang milik daerah berdasarkan
dokumenj penerimaan barang pada tahun anggaran yang
berkenaafn. '

C. Permohopan penetapan status penggunaan barang milik daerah
diajukané secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang pjaling lambat pada akhir tahun berkenaan.

(3) Pengajuan ﬁermohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen
sebagaiman? dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
penelitian sébagaimana ketentuan Pasal 32.

(5 Berdasarkalé hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik
daerah. l |

(6) Dalam hal Penge]ola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna
Barang seb;agaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang

menerbitkaﬁ surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai

alasan. ‘
: Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pasal 35

(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.

(2) Pengalihan |status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif élaﬁ Bupati; dan
b. Permohdnan dari Pengguna Barang lama.
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Pasal 36

(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan
inisiatif daq Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf a diljakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

| Pengguna Blarang.

(2) Pengalihan istatus penggunaan barang milik daerah sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dari Pengguna Barang
kepada Pe’nigguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan

. fungsi dilakilkan berdasarkan persetujuan Bupati.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan Eterhadap barang milik daerah yang berada dalam
penguasaar; Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna
Barang yani; bersangkutan.

(4) Pengalihan Es‘catus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan
barang mililL daerah pengganti.

Pasal 37

1)) Pengalihan: status penggunaan barang milik daerah berdasarkan

- permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud
~ dalam Pasgll 35 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan
permohonar‘i secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.

(2) Pengajuan bermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

- sedikit menjluat: |
a. data biarang milik daerah yang akan dialihkan status
penggun}aannya;
b. calon Pe;ngguna Barang baru; dan
c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan
barang n?qilik daerah.
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, antara lain:
a. kode barfang;
b. kode regjister;
¢. nama barang;
d

. jumlah;
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jenis;
nilai perolehan;

nilai penyusutan;

= a ' R A

. nilai bukuy;

pede
.

lokasi;
Jo luas; dargl
k. tahun perolehan
(4) Pengajuan lpermohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri:
a. fotokopi éiaftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3); dan
-b. surat perfnyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang
baru un?:uk menerima pengalihan barang milik daerah dari

Pengguna{ Barang lama.

Pasal 38
(1) Pengelola B;Lrang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan
- status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
(2) Penelitian sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
(3) Dalam hal ‘hasil penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
~ belum menéukupi, Pengelola Barang dapat:
- a. memintaf keterangan atau idéta tambahan kepada Pengguna
Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status
pengguniaan barang milik daerah; dan

b. memintq konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

i
1
|

Pasal 39

(D Berdasarkah hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Bupati me‘mberikan persetujuan pengalihan status penggunaan

barang m111k daerah.

2 Persetujuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berupa Surat
Persetujuan Bupati.
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(3) Surat perse';cujuansebagaimana 5dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat: i‘

a. data bérang milik daerah yang akan dialihkan status
pengguniaannya; |

b. Peﬁggun‘a Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

“4) Kewajiban iPengguna Barang lama sebagaimana dimaksud
pada ayat (é) huruf ¢ yaitu:

a. melakuan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna
Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST); dan

- b. melakuk;an penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah
dlallhkar} dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan
surat keputusan penghapusan barang.

(5) Dalam hal %Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaiman’a dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati menerbitkan

surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

i .
| Pasal 40

t

(1) Berdasarkajn persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2),;i Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang
milik daera? kepada Pengguna Barang baru.

(2) Serahr terirrlla barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru
sebagajmanja dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
persemjuanf alih status penggunaan barang milik daerah yang
dituahgkan‘dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

3 Berdasarkajn Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud ﬁada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan
penghapusaim kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang
dialihkan S’Latus penggunaannya kepada Pengguna Barang baru
dari daftar parang pada Pengguna Barang.

(4) Usulan perilghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 1 (satﬁ) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

|

(3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
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! Pasal 41
L =
(1) Berita Acarfa Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 anat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang
penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 40 ayélt (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Pengguna E;arang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan
penghapusan ditetapkan.

(2) Pengguna 1Barang dalam penatausahaan barang milik daerah
melakukan "pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara
Serah Terirjna (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik
daerah. i | |

\ Bagian Keempat
Pehggunaan Sementara Barang Milik Daerah

| Pasal 42
(1) Barang miiék daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya
pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna
Barang lajnZnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah
status penégunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih
dahulu meAdapatkm persetujuan Bupati.
) Penggunaalfl sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( }) dapat dilakukan untuk jangka waktu:
a. paling lailma 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang
milik dac;erah berupa tanah dan/atau bangunan;
b. paling léma 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang
milik dacjarah selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu

kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

\ Pasal 43

)] PenggunaaIIl sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang
dengan Penigguna Barang sementara.

(2) Biaya pemeylliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka

waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
|

i

\
\
i
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dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang

; menggunak{[in sementara barang milik daerah bersangkutan.

Pasal 44

(D) Permohonar} penggunaan sementara barang milik daerah diajukan
secara tertulis kepada Bupati.
2) Permohonaﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: 1
a. Data bariang milik daerah yang akan digunakan sementara;
b. Pengguné Barang yang akan ménggunakan sementara barang
milik dae?rah; dan v
c. Penjelasa\m serta pertimbangan penggunaan sementara barang
milik daerah. ,,
3) Permohonarj’l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dokumen: |
a. fotokopi ékeputusan penetapan status penggunaan barang milik
daerah; dan '
b. fotokopi isurat permintaan penggunaan sementara barang milik
daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara

barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Pasal 45

(1) Pengelola ZBarang melakukan p’enelitian atas permohonan
penggunaaﬁ sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(1). |

(2) Penelitian sfebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapaﬁ dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal ihasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
belum menéukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan

permohohan penggunaan sementara barang milik daerah; dan

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang

akan menggunakan sementara barang milik daerah.

|
I
|
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? Pasal 46

) Berdasarkaﬁ hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan sementara
barang milil% daerah.

) Persetujuanj{ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

‘ menefbitkargl surat persetujuan Bupati.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: |
a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;

b. Penggunfa Barang yang menggunakan sementara barang milik
daerah; |

c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang

milik daferah untuk memelihara dan mengamankan barang milik
daerah yjang digunakan sementara;

d. jangka m{raktu penggunaan sementara;

e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan

f. kewajiba{m Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam
perjanjie%n.

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana
dimaksud ;dalam Pasal 44 ayat (1), Bupati menerbitkan surat
penolakan l:<epada Pengguna Bai‘ang disertai alasan.

Pasal 47

(1) Apabila ja:ilgka waktu penggunaan sementara atas barang milik
daerah telaih berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2), maka: : |
a. Penggun:a Barang sementara mengembalikan barang milik daerah

kepada Ii’engguna Barang; atau
b. dilakuka;m pengalihan status penggunaan kepada Pengguna
Barang gfang menggunakan sementara ‘barang milik daerah.

(2) Mekanismez pengalihan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimarila dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 41
berlaku mtjﬂ:atis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status
penggunaale kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) huruf b.

\'
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Pasal 48

(1) Pengguna. Barang Sementara dapat mengajukan permohonan
~ perpanjangan waktu pengguhaan sementara atas barang milik daerah
: sebagairnané dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

2) Perpaﬁjanga}n waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
Pengguna B:arang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
jangka wakt;u penggunaan sementara barang milik daerah berakhir.

(3) Mekanisme! pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan
penetapan ioleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
sampai dengan Pasal 47 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme

~ pengajuan f)ermohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh
Bupati terhédap perpanjangan penggunaan sementara barang milik

|
daerah. ‘

| Bagian Kelima

Penetapan Statﬁs Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan
| Oleh Pihak Lain

Pasal 49

(1) Barang mil}ik dacrah yang telah ditetapkan status penggunaannya
pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh
pihak lain. -

2 Penggunaaﬁ barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimania dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
menjalankap pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutén.

3) Penggunaaril barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimaﬂa dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian
antara Pengguna Barang dengan pimpirian pihak lain.

(4) Biaya pemelliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka

- waktu pen;jggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain ?ibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang
- milik daerah.

|



|
(5) Pihak lain [yang ‘mengoperasikan barang milik daerah dilarang
melakukan pengahhan atas pengoperasian barang milik daerah
tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang
milik daerah; bersangkutan.
(6) Bupati dapa;lt menarik penetapan status barang milik daerah untuk
dioperasikarjl oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan
' menggunak:;n kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah
atau pihak lainnya. |

| Pasal 50

@) Permohonanf penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak ilain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang
bersangkutain kepada Bupati.

(2) Pengajuan piermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:
a. data barahg milik daerah;

b. pihak lam yang akan menggunakan barang milik daerah untuk

dloperas1kan,

c. jangka Waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan
oleh plhak lain;

d. penjyelasa{l serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah
yang dioperasikan oleh pihak lain; dan

e. materi yaﬁg diatur dalam perjanjian.

~ (3) Pengajuan perrnohonan sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dokumen
a. fotokopi lfeputusan penetapan status penggunaan barang milik

daerah; i '

b. fotokopi éurat permintaan pengopérasian dari pihak lain yang
akan mei‘lgoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang; dén |

c. fotokopi !surat pernyataan. dari pihak lain yang akan
mengoper?.sikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hurufc mierupakan pernyataan pihak lain yang memuat:

a. barang m'ilik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja;
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|
i
1

b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah
yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik
daerah; \

c. tidak mc?ngalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan
barang n‘j.ilik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang
milik dae?rah; dan

d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang,
apabila jiangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah

selesai.

| Pasal 51

(1) Pengelola %Barang melakukan penelitian atas permohonan
penggunaan\ barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimané dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

@ Penelitian s&iebagajmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkaparf dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam . hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum menc?kupi, Pengelola Bargng dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohoﬁan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan
oleh pihalf lain;

b. meminta 1k0nﬁrmasi dan Klarifikasi kepada pihak lain yang akan
mengoper;asikan barang mﬂik daerah;

c. mencari irilformasi dari sumber lainnya; dan

d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan

|

analisis biaya dan manfaat.

i
Pasal 52

¢)) Berdasarkaniihasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2), Bup;ati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikanoleh pihak lain.

(2) Penggunaan barang milik daerah ’untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana; dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bhpati.

|
\
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(3) Keputusan éupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. data baréng milik daerah;
b. jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk
- dioperasionalkan pihak lain;
c. pihak laiﬁ yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah;
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;
dan |
e. kewajiban Pengguna Barang.

(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah
sebagaimané dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara
dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan.

(5) Kewajiban Pengguna Barang ’sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurufe meﬁputi:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik
daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

(6) Dalam hal ‘Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Bupati menerbitkan

surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 53

(1) Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain.

(2) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Penandataqganarl perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati.

Pasal 54

Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), paling sedikit memuat:
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c. ketentuar;l lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangaI;.

(2) Perjanjian idiakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang
sebagaimana:{ dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
apabila: | -

a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak
memenuk}i kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau
b. terdapat Ekondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
,sebagaim;ana dituangkan dalam perjanjian.
(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah
- yang didasa]rkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengguna Barang meminta persetujuan Bupati.
| Pasal 58

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk
dioperasikar;1 oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang
mengoperaéikm barang milik daerah mengembalikan barang milik
daerah tersébut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah
Terima (BAéT) .

(2) Pengguna Sarang melaporkan berakhimya penggunaan barang milik
daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 1;<epada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak
ditwdatanéaninya Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan
melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB V PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Prinsip ‘Umum

Pasal 59

(6) Pemanfaata’fn barang milik daerah dilaksanakan oleh:
a. Pengelolé Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daerah jang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
b. Penggunja Barang dengan p‘ersetujuan Pengelola Barang, untuk

barang r;nilik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
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yang maéih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/ ataus bangunan.

) Pemanfaatarll barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

: pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan
kepentingarf umum.

(8) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak

‘ mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemermtaha‘m daerah.

%) Pemanfaatalf'l barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan

persetujuan_i DPRD.

} Pasal 60

(1) Biaya pemeliiharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya

pelaksanaaﬁ yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra
: pemanfaatan.

, (2) Biaya /persiaixpan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan

| penunjukkain mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

(3) Pendelpatani daerah dari pemanfaatan barang milik daerah
merupakan }penemmaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

4 Pendapatanj daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam

- rangka pen&elenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan
fungsi Badain Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah

- yang diseto1;~kan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum
Daerah.

%) Pendapatan‘ daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam
rangka selam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan
Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan

seluruhnya ike rekening Kas Umum Daerah.

| Pasal 61
(1) Barang milik daerah yang mgnjadi objek pemanfaatan dilarang
dijaminkan atau digadaikan.

(2) Barang m111k daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak

|

~ dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.
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. Pasal 62
|

3entuk Pemanfaaéan Barang milik daerah berupa:

a0 o op

|
Sewa;

Pinjam Pékai;

KSP;

BGS atauj. BSG; dan
KSPL. |

Bagian Kedua

Mitra Pemanfaatan

Pasal 63

Mitra Pemanfaatan meliputi:

a.

penyewal: untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
Sewa; i

peminjarh pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk Pinjam Pakai;

mitra KS?P, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
KSP; |

mitra B(g}S /BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk E’%GS /BSG; dan

mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
KSPI.

i Pasal 64

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memiliki

|

tanggung jawab: |

a.

1 o
melakuk;an pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah
sesuai bfiantuk pemanfaatan,
menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan
bentuk Remanfaatan; | ‘
melakuk%;m pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik
daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan
pemanfafatan barang milik daerah;
mengem‘ﬁ)alikan barang milik daerah setelah berakhirnya

pelaksanaan; dan
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e. memenu}fli kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian
pemanfaa_itan barang milik daerah. |

!

| Pasal 65

(1) Objek pema}xfaatm barang milik daerah meliputi:
a. tanah dafn/ atau bangunan; dan |
" b. selain tar;lah dan/atau bangunan. »

(2) Objek peménfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
- dilakukan uintuk sebagian atau keseluiuhannya.

(3) Dalam hal (?bjek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagiafn
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas
tanah dan/ gitau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang
milik daeraljl adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan

~ yang diman‘faatkan.

i Bagian Ketiga

Pemilihan Da;n Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 66
Pemilihan mitra didasal'kan pada prinsip-prinsip:

dilaksanékan secara terbuka;‘
sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

memperéleh manfaat yang optimal bagi daerah;

e S~ B

dilaksanfakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas,

handal dan kompeten;

o

tertib administrasi; dan

f. tertib pe%aporan.
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Pasél k67

(1) Pelaksana zipemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada
Pengelola Biarang atau BGS/ BSG terdiri atas:
; a. Pengelolr%l Barang; dan 7 |
b. Panitia p"emilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna
~ Barang terd:iri atas:
a. Penggunia Barang; dan
b. Panitia p“emilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 68

(1) Pemilihan r?iﬁa dilakukan melalui Tender.
(2) Dalam hal o}bjek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang
| milik daeral'; yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan

melalui Peminjukan Langsung.

Pasal 69

|
(1) Dalam pemiiihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola

Barang/ Penéguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai

berikut: ,

a. menetapk;an rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;

b. menetapkg‘an rencana pelaksariaan pemilihan, yang meliputi:
1. kemarﬁpuan keuangan;
2. spesiﬁllcasi teknis; dan
3. rancan:rgan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkian jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan
dari panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan
panitia peimilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

f. membatal:kan Tender, dalam hal:
1. pelaks:iinaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari

dokumen pemilihan; dan
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2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi,
nepotlsme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti
benar.

menetapkan mitra;

7

h. mengawa{si penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan
mitra; dan |

1. melaporkian hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.

(2) Selain tugas! dan kewenangan sebagai‘mana‘dimaksud’ pada ayat (1),

dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:

a. menetapl%an Tim pendukung; dan/atau

b. melakuke!in tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya

selaku Pehgelo]a Barang/Pengguna Barang.
|

Pasal 70

(1) Panitia pemi}ihan paling sedikit terdiri atas:

a. ketua; ‘

b. sekfetarisi; dan

_ Cc. anggota. ‘ ‘

2) Keanggotaan‘i panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5
(lima) orang,iyang terdiri atas:

a. Unsur darl Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur
dari SKPIb /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
pemanfaa;tan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b. unsur dan Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur
dari SKPD /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang;
dan

c. unsur dan Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur
dari SKPIj /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra
BGS/ BSG

(3) Panitia pemlhhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

a. Unsur dan Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan

KSP baraélg milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG;

dan
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|

unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan
|

KSP baraﬁg milik daerah pada Pengguna Barang.

(4) Aparat Penéawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
|

keanggotaan“j panitia pemilihan.

|
! Pasal 71

M Persyaratangrang harusdipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia

- pemilihan: ,
a. memiliki integritas, yang dinyatakah dengan pakta integritas;
b. memiliki] tanggung jawab 'dan pengetahuan teknis untuk
melaksaﬂakan tugas;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan
barang milik daerah; |
d. mampu rjnengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
~e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

@) Persyaratani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

meliputi:

a.

Berstatu:s pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan
paling rePdah [I/b atau yang 'setara

tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
memilikifkemampuan kerjasecara berkelompok dalam

melaksarjlakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasél 72

(1) Tugas dan I%ewenangan panitia pemilihan meliputi:

a.

menyusun = rencana jadwal proses pemilihan mitra dan
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang
untuk miendapatkan penetapan;

menetaﬁkan dokumen pemilihan;’

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa
nasionaI; dan di website pemefintah daerah masing-masing;
melakuk;an penelitian kualifikasi peserta calon mitra;

mélakul%an evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran
yang mésuk;

menyatakan tender gagal;
i;
|
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g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus
kualiﬁkafsi;

h. melakukén negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal
atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;

i mengusu;lkan calon mitra berdasarkan hasil tender/ seleksi
1angsuné /penunjukan langsung kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang;

j- menylmpan dokumen asli pem1hhan,

k. membuqt laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemiliha}n kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan

1. mengust’,ﬂkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan
materi perjanjlan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang,
dalam hal diperlukan.

(2) Perubahan‘ spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimarila dimaksud pada ayat (1) huruf | dilaksanakan setelah
mendapat Ik)ersetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang
usulan pen;anfaatannya atas persetujuan Bupati.

(3) Perubahan} spesifikasi teknis dan ‘perubahan materi perjanjian
sebagaimar;la dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah
mendapat Jpersetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik
daerah yaling usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola
Barang. ‘

Pasal 73

(1) Pemilihan rmtra yang dilakukan melalul mekanisme tender, calon
mitra Perr%anfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi
persyaratap kualifikasi sebagai berikut:

a. Persyarziitan administratif pa}ing sedikit meliputi:

1. berbéntuk badan hukum;

N

. mem“iliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

w

membuat surat Pakta Intégritas;

>

men;jzampaikan dokumen penawaran beserta dokumen
pendeungnya; dan

3. memjliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyarétan teknis paling sedikit meliputi:

1. cakap menurut hukum;
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2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa
Pemerjintah;
3. memiiiki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan
manajemal dan ; |
4. mem111k1 sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
(2) Pejabat/ pegawa1 pada pemenntah daerah atau pihak yang memiliki
hubungan | keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna
Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan

derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

|

Pasal 74

(1) Pengelola jBarang/ Pengguna Barang menyediakan biaya untuk
persiapan (ian pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD,
yang meliptjlti:

a. honorarijum panitia pemilihan mitra;

b. biaya peingumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;

c. biaya pe:nggandaan dokumen; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra. |

) Honorariunﬁ panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hu1fuf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tender

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum
Pasal 75

‘Tender dllakukan untuk mengaloka51kan hak pemanfaatan barang milik

daerah kepada mltra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan

barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.
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; Pasal 76

Tahapan tender m?liputi:
|
|
peﬂgumtlman;

o P

perilgambilan dokumen pemilihan;
| ‘
pemasukan dokumen penawaran;

e oo

perpbukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi;
perjnanggilan peserta calon mitra;

peléksanaan tender; dan

5o oo

. peﬂgusulan calon mitra.
|
| Paragraf Kedua

Pengumuman

Pasal 77

(1) Panitia penElilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di
media masjsa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar
harian nasici)nal dan website perri_erintah daerah.

(2) Pengumume:m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

 sedikit 2 (duia) Kali.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

- memuat: | o

a. nama da:n alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. identitasébarang milik daerah objek peménfaatan;

c. bentuk pémanfaatan;

d. peruntul%.an objek pemanfaatan; dan

e. jadwal da:n lokasi pengambilan dokum_én pemilihan.




-50-

Paragraf Ketiga

Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 78

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara
langsung kepada panitia peniilihan dan/atau mengunduh dari
website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam
pengumumar.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang

melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 79

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari
website sesuai waktu dan .tempat yang ditentukan dalam
pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang

melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 80

(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di
hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan
dalam dokumen pemilihan.

(2) Pembukaan éiokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangéni oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari
peserta calon mitra yang hadir.
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| Pasal 87
(1) Panitia pemillihan menyatakan tender ulang apabila:
a. Tender d;nyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1); atau | '
b. peserta calon mitra yang meng1kut1 Tender kurang dari 3 (tiga)
peserta. | |
(2) Terhadap ténder yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender
ulang, paniﬁa pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di
| media ‘mass%a nasional dan website pemerintah daerah.
(3) Dalam haly\} tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses
dilanjutkan {dengan mekanisme tender.

\

Paragraf Kedua belas
Seleksi Langsung

| Pasal 88

(1) Dalam hal | setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), peserta calon mitra yang
. mengikuti tender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia
permhhan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya
melakukan selek31 langsung.

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang
mengikuti ténder ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tahapan seléksi langsung terdiri atas:

- a. pembukag.n dokumen penawaran;
b. negos1a51, dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna

Barang. }

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya

proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
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Pasal 89

(1) Negosiasi dtilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan
- konsep materi perjanjian.

(2) Selain hal siebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan
BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian
pemerintah& daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan
pemanfaatap. |

(3) Ketentuan iumum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk
perubahan gyang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan
pembagian E{keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi
tahunan vtuntuk pemanfaatan BGS/BSG  dilarang untuk
dinegosiasikian.

(4) Segala sesuétu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil
negosiasi aituangkan da,laml berita acara negosiasi yang

~ \
‘ ditandatang%\mi oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

| Pasal 90

(1) Panitia penrlilihan melakukan | penelitian terhadap berita acara
negosiasi m‘glalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-
masing pesejrta calon mitra.

(2) Panitia pemiZlihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan
hasil negosiiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.

(3) Usulan sebaigaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar

pertimbangah dan melampirkan dokumen pemilihan.

|
|
|
i

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukkan Langsung
| Pasal 91

(1) Dalam hal jsetelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), peserta calon mitra yang
mengajukan} penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka
panitia’ pem%lihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya

melakukan ﬂenunjukan langsung.
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|
) Penunjukani langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang
mengikuti ténder ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88 berlaku mutatis mutand1s terhadap proses dalam tahapan

penunjukan langsung.

i
|

| Pasal 92

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3),
berlaku mutatis mutandls terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas

barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2).

Bagian Kelima
Sewa
Paragraf Kesatu-
Prinsip Umum
Pasal 93

- (1) Penyewaan barang milik daerah dﬂakukan dengan tujuan:

a. mengoptlmalkan pendayagunaan barang milik daerah yang
belum/ Udak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. memperoléh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang
tugas dan‘ fungsi Pengguna Barang;'dén Jatau

c. mencegah" penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara
tidak sah.

(2) Penyewaan %barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak

'merugikan p?emerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan

tugas dan furilgSi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
|
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Pasal 94

(1) Barang m1hk daerah yang dapat disewa berupa:
a. Tanah dan /atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna
Barang kppada Bupati;
- b. sebagian[ tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang; dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Sewa baranlg milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanajkan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati. ‘ |
(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
: b, dan huruff c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
' persetujuar{ dari Pengelola Barang.
(4) Pihak vlain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan U_saha Milik Daerah;
C. Swasta; éian
| d. Badan h{lkum lainnya.
(5) Swasta sebejlgaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, antara lain:

 a. perorangan;

=

persekuﬁuan perdata;

persekutuan firma;

persekuguan komanditer;

perseroafn terbatas;

lembaga / organisasi internasional/asing;

yayasan; atau
|

5ROt oao

. koperasif.
|
Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 95

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
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(2) Jangka waki:u sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dainat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk: | |

a kerja san&a infrastruktur;
b. kegiatanE dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu
sewa lebi\h dari 5 (lima) tahun; atau
C. dltentukan lain dalam Undang—Undang

(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan
perhitungaril hasil kajian atas Sewa yéng’ dilakukan oleh pihak yang

: berkompeten :

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dapat
dihitung berdasarkan penodes1tas Sewa yang dikelompokkan sebagai
berikut: |
a. per tahu'jn;

- b. per bulan;
c. per hari;‘;dan
d. per jam.é

(5) Jangka wa1j<tu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama

infras&uktt&r sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
| ,

|

| Pasal 96

Lingkup pemanfé.amn barang milik daerah dalam rangka kerja sama
infrastruktur dapat dilaksanakan ‘melalui sewa mempedomani ketentuan
perundang-undangan.
Paragraf Ketiga

Formula Tarif, / Besarén Sewa

, Pasal 97
|
(1) Formula ta;rif /besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh

Bupati: L

a. untuk bérang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
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b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunar; dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang
milik daerah. |

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran
nilai nOmina§1 sewa barang milik daerah yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana
dimaksud da]am Pasal 95 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan
dengan karakterlsnk usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari
5 (lima) tahlfm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf
b dapat me’inpertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing
jenis infrastruktur.

4) Mempertimt:jangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada
ayat = (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya
beli/ kemam_ipuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau

kemauan mbmbayar (willingnessy to pay) masyarakat.

Pasal 98
Formula tarif sewe?z barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:

a. talfif pokok sewa; dan

b. faktor penyesuai sewa.

Pasal g9

(1) Tarif pokok sewa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 98 huruf a
adalah hasﬂ perkalian antara nilai indeks barang milik daerah
dengan Iuas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah
dan/ atau bangunan ; ,

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dibedakan
untuk: ‘

a. barang nldilik daerah berupa tanah;
b. barang milik daerah berupa bangunan;
c. barang imilik daerah berupa Sebagian tanah dan bangunan; dan
d. barang imilik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan /atau

bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan
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huruf ¢ dafaat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa

- prasarana bangunan
(4) Tarif pokok ~sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.

|

Pasal 100

| |
(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah

sebagaimania dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a merupakan
hasil perkaiian dari:
a. faktor variabel sewa tanah;
~ b. luas tangh (Lt); dan
c. nilai tanah (Nt).

(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a beéarannya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Luas tanaﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
berdasarkafn gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
nilai wajar atas tanah.

| Pasal 101

(1) Luas tanaH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dihitung
dalam mete%r persegi.

(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas
tanah sebri;lgaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) adalah
sebesar luais bagian tanah yangvdisewakan.

(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki
dampak térhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah
sebagaimal’la dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dapat ditambahkan
jumlah tertjentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
Nilai tanahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) dihitung
dalam rupi}ah per meter persegi.:

1 Pasal 102

(1) Tarif pokojk sewa untuk barangr milik daerah berupa bangunan
sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b merupakan
hasil perkalian dari: ‘ ’

|
|
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a. faktor va#iabel sewa bangunan;
b. luas bangunan (ib); dan
- ¢. nilai bangunan
(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif

pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana

bangunan. |

i Pasal 103

(1) Faktor vanabel sewa bangunan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (1)' huruf a ditetapkan oleh Bupat1

(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)
huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter
persegi. \

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)

- hurufc merupakdn nilai wajar atas bangunan.

Pasal 104

(1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan,
luas bangunan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 102 ayat (1)
huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang
disewakan.

(2) Dalam hél pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan
memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas
bangunan sebagdlmana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b
dapat ditarr‘lbahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini
terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1)

hurufc dlhl‘tung dalam rupiah per meter persegi.

\ Pasal 105

(1) Tarif pokolg; sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan banguﬁan sebagaimana dimaksud‘ dalam Pasal 99 ayat (2) huruf
c mempakén hasil penjumlahan dari:
a. tarif pokiok sewa tanah; dan |

b. tarif pokiok sewa bangunan.



| -61-
| ‘

2) Penghitunge?n tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 100
dan Pasal 191

(3) Penghitunga%m tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam

Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104.

y Pasal 106

(I) Tarif pokokjf sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa%l 102 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor véﬁabel sewa prasarana bangunan; dan
b. nilai prafsarana bangunan (Hp).

(2) Faktor Varéabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel
sewa bangléman.

(3) Nilai prasalé"ana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakén nilai wajar atas prasarana bangunan.

(4) Nilai prasajrana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 107

(1) Faktor pen&esuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf
b melipuﬁ:é
a. jenis ke;giatan usaha penyewa;
b. bentuk ;kelembagaan penyewa; dan
c. peﬁode%itas sewa.

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dalam pers;entase.

(3) Fathr pe{:nyesuai sewa sebégaimana ~dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

!
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Paragraf Keempat

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 108

Jenis kegiatan uéaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
|

a. kegiatan;; bisnis;

b. kegiatané non bisnis; dan

c. kegiatanf sosial.

|
[ Pasai 109

(1) Kelompok keglatan bisnis sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 108
huruf a dlperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk
mencari keHntungm, antara lain:

a. perdagangan;

b. jasa; dan

C. 'industrii'

(2) Kelompok keglatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas
barang atag jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan,
antara lam |
a. pelaymz%n kepentingan umum yang memungut biaya dalam

jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil
maupun@ immateril; ‘

b. penyeleﬁggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang
d1per1ukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna
Barang; Flan

d. kegiatan' lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
huruf ¢ dif)eruntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan
atas barané/ jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari
keuntungaz?, antara lain:

|
|

1
|
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|
|
1

a. pelayanai}n kepentingan umum yang tidak memungut biaya
dan/ atat} tidak terdapat potensi keuntungan;

kegiatan sosial;

kegiatan ikeagamaan;

kegiatan kemanusiaan,

o a0 T

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
dan

f. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria sosial.

Paragraf Kelima
Perjanjian Sewa
Pasal 110

(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa
yang ditandatangani oleh penyewa dan:
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; dan
b. Pengelolé Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguné Barang.
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat:
a. dasar perjanjian;
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian,;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk
peﬂodesiﬁas sewa;
e. tanggung‘ jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jahgka waktu sewa;
f. peruntukén sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

p = A4

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta

masukan dén Penilai.
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tidak memiiiki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk
membayar s':ecara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.

(7) Surat perinyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditandatangiani oleh penyewa yang paling sedikit memuat keterangan
mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab

- untuk mem’ﬁ)ayar lunas secara bertahap.

I
|
|

L Paragraf Ketujuh

i Perpanjangan Jangka Waktu Sewa
| Pasal 113
(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan

];Jersetl,l_]uam.E ‘

a. Bupati, ﬁ’ntuk barang milik daerah l yang berada pada Pengelola
Barang; dan

“b. Pengelolai Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Penggunaz Barang.

(2) Penyewa dapiat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
sewa kepadai:

a. Bupati, uﬁtuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola| Barang, untuk bai‘ang milik daerah pada Pengguna
Barang.

(3) Pengajuan ypermohonan perpanjangan jangka waktu sewa
sebagaimana{ dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:

a. untuk _]angka waktu sewa lebih dan 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjangan harus dlsampalkan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum b‘erakhlrnya jangka waktu sewa;

'b. untuk jdngka waktu sewa per tahun, permohonan harus
dlsampalkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu sewa;

c. untuk J%ngka waktu sewa per bulan, permohonan harus
disampaik:an paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya
jangka waktu sewa;

d. untuk perfodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus

disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

[
|
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4) Permohonatrl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan
sewa pertarr‘;a kali. :

(5) Tata cara gpengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
; dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan
~ sewa baru. | |

(6) Penetépan y jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana

dimaksud  dalam Pasal 95 ayat (5) dilakukan dengan
memperﬁm{oangkm: '
a. karakter;istik jenis infrastruktur;
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
- c. ketentuein untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam
peraturah perundang-undangan; dan

|

d. pertimbangan lain dari Bupati.

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

Pasal 114

Sewa berakhir ap~abila:
|

a. Berakhirfnya jangka waktu sewa;

b. Berlakurgya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti
dengan ;pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola
Barang; : |

c. Bupati aitau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam
rangka ;%engawasan dan pengendalian; dan

- d. Ketentuaim lain sesuai peraturan perundang-undangan.

|
l

’ Pasal 115

(1) Penyewa “i/ajib menyerahkan barang milik daerah pada saat

| berakhimyayl sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara

optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

i

|
|
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2) Penyefahanf barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangk’an dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola Barang,/ Pengguna Barang harus melakukan pengecekan

~ barang mlhk daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya

Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan
kondisi barang milik daerah bersangkutan.

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

- dimaksud Qada ayat (3) dllakukan setelah semua kewajiban penyewa

dipenuhi. |

| Paragraf Kesembilan
Tata :Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang
| Pasal 116

(1) Calon Penfrewa mengajukan surat permohonan disertai dengan
dokumen pendukung
(2) Surat permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), memuat:
a. data calon penyewa;
b. latar belakang permohonan;
c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
d. peruntuljcan Sewa.
(3) Dokumen faendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari: % o
a. Pemyatéan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan
pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon
penyewa berbentuk hukum/ badan usaha;
b. Pernyatajan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memelihhra barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang
berlaku Eselama jangka waktu sewa; dan

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
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Pasal 117

(1) Data calon f)enyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 16 ayat (2)

huruf a terdiiri dari:

a. fotokopi IZ(TP;

b. FotokopiENPWP;

c. fotokopi SIUP; dan
d. data laininya.

(2) Dalam hal %calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa
hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 116
ayat (3) hurgf c terdiri dari:

a. foto atauE gambar barang milik daerah, berupa:
1. gambr%lr lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan
yang %Lkan disewa; dan
2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
b. alamat oipjek yang akan disewakan; dan/atau
c. perkiraar‘} luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

|
i
|
i

[ Pasal 118

(1) Pengelola Barang melakukan peneht1an terhadap surat permohonan
~ dan dokumen pendukung sebagaumana dimaksud dalam Pasal 116
untuk mengu_u atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari
calon penye\{fva.

(2) Dalam mela}kukan penelitian terhadap barang yang akan disewa
sebagaimania dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf ¢, Pengelola
Barang dap?t meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang
menyerahkafn barang milik daeréh berupa tanah dan/atau bangunan

- yang diajukém untuk disewakan.

(3) Pengelola Bara.ng menugaskan Pemlau Pemerintah atau Penilai Publik
untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar
barang mﬂﬂic daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
disewakan.

(4) Penilai pubﬁk sebagaimana diméksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Bupati.
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z

(5) Hasil penila?ian berupa nilai waj:ar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 99 adalah perhitungan besaran Sewa.

(6) Hasil penile%ian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimania dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(7 Selumh biéya yang timbul'dalam rangka penilaian dibebankan pada
APBD. |

(8) Dalam hal i:erdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam
waktu yanig bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa
dengan di(iiasarkan pada per_timbangan aspek pengamanan dan
pemeliharaian barang milik daerah serta usulan sewa yang paling
menguntunfgkan pemerintah daerah.

9 BerdaSarkafn hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola B’iarang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik

daerah kep?da Bupati untuk mendapat persetujuan.

1 Pasal 119

| ,

(1) Bupati mf%mberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang
digjukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian
kelayakan i)enyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat

9).
(2) Apabila Blilpati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati

i
|

menerbitkafn surat penolakan kepada pihak yang mengajukan
permintaan'; sewa dengan disertai alasan.

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan
surat® persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau biangunan.

(4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau lfJangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} paling
sedikit merriluat: |
a. data bariang milik daerah yang akan disewakan;

b. data pen:yewa;
C. dafa sev&;la, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan

2. jangkia waktu.




;; ’

(5) Besaran se\izva yang dicantumkan dalam surat persetyjuan sewa
barang m111k daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan
nilai hasil pciarhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Dalam hal ;terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon
penyewa da;n nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan

!
dalam sura{ persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa

dari calon penyewa.
|

! Paragraf Kesepuluh
, | : ~
Tata Qara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

: Pasal 120
!

Pengguna Barangidapat membentuk T1m dalam rangka pemanfaatan sewa

untuk mempersiapkan usulan sewa.
' |

\ Pasal 121

(1) Pengajuan [permohonan seWa oleh calon penyewa sebagaimana
dimaksud qalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku mutatis mutandis
terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada
Penggﬁna Btarang.

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permohonah sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). \ |

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah

- berupa seéagiw tanah dan/atau bangunan atau selain tanah
dan/atau bczfmgunan yang akan disewakan.

(4) Penilaian sqbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. Penilai ?emerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh
Bupati, %untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bahguna‘%n; dan

b. Tim yan%; ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai
yang dit%tapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa

selain ta‘;nah dan/atau bangunan.

i

t



P
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) Berdasarkarfx hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian
sebagaiman;a dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang
: mengajukar;l usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada

Pengelola Be:lrang untuk mendapat persetujuan.
! ;

|

(1) Usulan peri'nohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

Pasal‘ 122

ayat (5) dlselrtal

a. data barang milik daerah yang dlusulkan,

b. usulan J;ngka waktu sewa;

c. usulan jnilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;
d. sufat pe?nyataan dari Pengguna Barang; dan

e. surat pefnyataan dari calon penyeWa.

(2) Dalam hal! usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan
permohona!i'x dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola

- Barang tidgk perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (\1) huruf e.
|

) Pasal 123

(1) Surat perngrataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 asrat (1) huruf d, menyatakan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akén disewakan tidak sedang digunakan
dalam rrimgka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja;
dan ’ | |

b. penyewa!an barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja.

2) Surat,pemyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 ayat (}) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia
untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti
ketentuan }ang berlaku selama jangka waktu sewa.

|
\
|
| Pasal 124
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(1) Pengelola Barang melakukan penehtlan atas kelayakan penyewaan
yang dlusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 ayat (5)-

(2) Dalam melékukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola lf3arang dapat meminta Kketerangan kepada Pengguna
Barang yané mengajukan sewa.

(3) Pengelola i3arang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila
Pengelola Bfa.rang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:

a. lués trilnah dan/atau bangunan yang disewakan tidak
mencerrininkan kondisi peruntukan sewa; atau

b. estimasi{ perhitungan tarif ‘dasar sewa dengan menggunakan
formula i;sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

(4) Hasil peniléian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana

- dimaksud Apada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa
sebagaimarila dimaksud dalam Pasal 99 ’dalam penghitungan besaran

sewa.:

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik

daerah berilpa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang

melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh
Pengguna Barang,

(6) PelakSanaafn penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan élengan berpedoman pada Standar penilaian dan ketentuan
peraturan ];!)erundang—undangan

(7) Hasil pemlalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan
oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagalmarila dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilajian dibebankan pada
APBD.

Pasal 125

| |
(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan

sewa yang ;diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1213 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan kajian
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kelayakan penyewaan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat
(7).

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa
kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian

kelayakan penyewaan.

Pasal 126

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
diajukan Péngguxla Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang
mengajukaﬁ permintaan sewa dengan disertai alasan.

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang
diajukan Péngguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan
barang milik daerah.

(3) Surat persétujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat: |
a. data barang milik daerah yang akan disewakan;

b. data penyewa;
c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak
disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu
disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b. |

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan
nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila usﬁlan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa
dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan
sebagaiman%. dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang
dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik
daerah berﬁpa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar

usulan beséran sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.
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(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat
berakhirnya jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan
kahar (forc;e majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf Keduabelas
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah
Pasal 129

(1) Perubahan = bentuk barang milik daerah dilakukan dengan
persetujuan:
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; dan
b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguné Barang.
(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada
ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.
(3) Dalam halj perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian
yang ditarhbahkan menjadi barang: milik daerah dan disertakan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya

jangka waktu sewa.

Paragraf Ketigabelas
Ganti Rugi
Pasal 130

Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan

ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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g. persyarafi:an lain yang dianggap perlu.
(3) Salinan pefjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna
: |

Barang. |

\ Paragraf Ketujuh

Tata Cara Pelaksfanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola

| Barang

Pasal 139

(1) Calon 'pemi?jam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada
Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam

~ pakai Sebagiaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penelitian %étas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (é) meliputi:
a. Kepastia:n belum digunakan atautidak adanya penggunaan barang

milik daérah; ‘

b. tujuan p“enggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka V\jaktu pinjam pakai.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
dasar :'pertimbangan Bupati dalam memberikan

persetujuani /penolakan atas permohonan pinjam pakai.
|
| Pasal 140
(1) Berdasarkafix hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 139
~ayat (3), Péngelola Barang méngajukan permohonan persetujuan
| pinjam pakaﬁ kepada Bupati. |
2) Permohonaﬁl persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
a. pertimba_;ngan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai;
- ¢. tujuan p%:nggunaan objek pinjam pakai;
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan
- e. jangka Wiaktu pinjam pakai. -
(3) Apabila obj?k pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau

~ sebagian tar:lah dan/atau banguhan, rincian data objek pinjam pakai

|
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| sebagaimané dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan

~ lokasi tanahi[ dan/atau bangunan.
(4) Apabila objék pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan,
rincian daté objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufd, te&nasu]q nama dan jumlah barang milik daerah.

Pasal 141

(1) Pemberian ;}persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan
- pinjam paka1 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang mlllk daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau
tidak secilang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang;
dan

~ b. barang imilik daerah yang dimohon akan digunakan untuk
menunja{ng pelaksanaan pényelenggaraan pemerintah
puéét/ pe}amerintahan daerah 1ainnya.
(2) Apabila B{lpati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
(3) Surat persetujuanBupatl sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit memuat

a. 1dent1tas peminjam pakai,

b. data objek pinjam pakai;

c. jangka “Eraktu pinjam pakai; dan

d. kewajibq‘n peminjam pakai.

(4) Apabila Buipati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati
menerbltkan surat penolakan pmJam pakai kepada calon peminjam

pakai dengan disertai alasan.

Pasal 142

(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam
~ perjanjian |pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan
Peminjam pakai.

(2) Perjanjian |sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti

dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada
 peminjam paka1 vang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).
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Pasal 143
i :

(1) Selama jaingka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib
' memeliha_rai dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya
yang dibeba}nkan pada Peminjaxh pakai.

(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau
memp"erparJljang pinjam pakai. | |

(3) Dalam hall pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai
mengajukan permohonan perpanjangaﬁ jangka waktu pinjam pakai
kepada Penfgelola Barang. |

(4) Pengelola $mmg menyampaikan pengajuan permohonan
persetujuaﬁ perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebagaimarila dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. surat pejrsetuj uan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pémyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai
- masih d@gunakan untuk meriunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
c. surat pternyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan
pinjam i)akal tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelerilggaraan pemerintahan daerah.
|
‘ Pasal 144

(1) Dalam hal @’peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum
masa pinjafn pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan
kepada Pengelola Barang. N |

(2) Peminjam ;ipakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana
dimaksud gada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST). :

(3) Pengelola }iBarang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaiman:a dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
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Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelaks"anaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna

Barang
l Pasal 145

(1) Calon pemir‘?jam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada

Pengguna Barang.

(2) Pengguna B?arang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai

: sebagaimania dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui

- Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam
pakai denga}n melampirkan: -

a. surat pelimohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;

b. surat peitmyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan
pinjam f)akai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelen?ggaraan pemerintahan daerah; dan

c. data objék pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk
barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjarh pakai dari Pengguna Barang paling
sedikit meniuat:
S a. perﬁmbdngan yang mendasari permohonan pinjam pakai;

b. identitas peminjam pakai; |

c. tujuan pf:nggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas
dan lokaisi tanah dan/atau bangunan; dan

e. jangka w"aktu pinjam pakai.

|
|

| Pasal 146
(1) Pengelola Elarang melakukan ' penelitian atas permohonan
, persetujuani pinjam pakai daﬁ Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepastiaﬁ belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang
 milik dae{rah; |
: b. tujuan p%enggunaan objek pinjam pakai; dan

c. jangka waktu pinjam pakai.



|

1. Hasil penel%tian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
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Bupati sébagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan

‘ permohonah persetujuan pinjam pakai oleh Bupati.

_ Pasal 147
(1) Pemberian | persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan

|

pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang ;rnilik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau
tidak diéunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;

b. barang ;milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk
menunja:mg pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandafanganinya perjanjian pinjam pakai.

(2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana
dimaksud ‘:dalam Pasal 145 ayat (2), Bupati menerbitkan surat
persetujuan pinjam pakai yang paling sedikit memuat:

a. identitaé peminjam pakai;

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai;

c. jangka v&:/aktu pinjam pakai; dan

d. kewajibafm peminjam pakai.

|

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai
sebagaimaréla dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai

alasannya. |

|
|

} Pasa1 148

1)) Pelaksanaain pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada
Pengguna }%arang dituangkan dalam petjanjian pinjam pakai antara
Pengelola B"arang dengan peminjam pakai.

(2) Perjanjian !pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklan:iuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna
Barang kef;ada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST). |

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib
memelihara{ dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana

|

|
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dimaksud p‘%da ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada
peminjém pa&;ai. ‘ '

(4) Sebelum janéka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahtslkan kepada Pengggna Barang akan mengakhiri atau
: memperpanjéng pinjam pakai.

| (5) Dalam hal f pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai
mengajukan§ permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
kepada Penéguna Barang.

(6) Pengguna | Barang menyampaikan  pengajuan  permohonan
persetujuan, perpanjangan pinjain pakai kepada Bupati melalui

Pengelola Barang.

(7) Pengajuan permohonan persetiljuan perpanjangan pinjam pakai
sebagaimanja dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a. surat per;setujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;

" b. surat pefnyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai
masih di'gunakan untuk menﬁnjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintjah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat pémyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan
pinjam }f')akai tidak menggahggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenjggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai

dilaksan:akan oleh Pengguna Barang.

i
|
J

Pasal 149

(1) Dalam hal Epeminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum
masa pinjar;n pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan
kepada Penjgguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana

dimaksud If)ada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST). |

(3) Pengguna Bmang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimarria dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui

Pengelola B:arang.

I
|
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Bagian Ketujuh

KSP

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal: 150

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptfmalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
dan/ atau

b. menmgkatkan penerimaan pendapatan daerah

Pasal 151

(1) KSP atas b;arang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia
atau tidak éukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
operas'ional,g pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan
terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP Editetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik
daerah yan% bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

(3) Barang miliik daerah yang befsifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2:) memiliki karakteristik: -

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan
ketentua§n peraturan perundéng—undangan;

~ b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti

bandara; udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan
bendungan/waduk; _ |

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan
perjanjiafn hubungan bilateral antar negara; atau

d. barang le;in yang ditetapkan Bupati.

4 Penunjukang langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang
bersifat khusus sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik
Negara/ Dei'Lerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama
jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor
pembagian kieuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pz;da ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah,
harus memperhatikan perbandihgan nilai barang milik daerah yang
dijadikan oﬁjek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah

- daerah deng?n nilai investasi mitra dalam KSP.

:
|
T
|

Pasal 152

(1) Selama jaﬁgka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkarEl atau menggadaikah barang milik daerah yang menjadi
objek KSP. | ;

(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Ba‘itrang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan
pada APBD. \ |

(3) Biaya persiaban KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP
dan biaya pe?aksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

(4) Cicilan pokdk dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP,
dibebankan jpada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam
pembagian keuntungan.

(5) Pengawasan iatas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:

a. Pengelolai Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang;,dian ‘
b. Pengguna} Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna

Barang.

Paragraf Kedua

Pihak Pelaksana KSP
| Pasal 153

(1) Pihak yang diapat melaksanakan KSP adalah:
a. Pengelola ‘Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada pada Pengélola Barang; atau
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk

barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
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(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP
Pasal 154

(1) Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain ténah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola

Barang /Pengguna Barang.
(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk

sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Hasil KSP
Pasal 155

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan
fasilitas yarig diadakan oleh mitra KSP.

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:?
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan,;
c. aset tetaia lainnya; dan
d. aset lainnya.

(3) Hasil KSP éebaga.imana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
pelaksanaari KSP.
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Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP

Pasal 158

(1) Jangka Waktiu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangrilni dan dapat diperpanjang.

(2) Dalam hal KTSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan
infrastruktu'r, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun
sejak petjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 159

(1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara
mengajukan: permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu
KSP paling léambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

(2) Perpanjanga%n jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. sepanjanjg tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelen;ggaraan pemerintahan daerah; dan
b. selama pelaksanaan KSP 'terdahu‘lu, mitra KSP mematuhi

peraturah dan perjanjian KSP.

Paragraf Keenam

Perjanjian KSP

Pasal 160

) Pelaksanaalf; KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati
- atau Pengélola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan
keputusan li)elaksanaan KSP oleh Bupati.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
mitra KSP d;.n:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; z\itau

b. Pengelolé Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengguné. Barang.
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(3) Perjanjian $ebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

i

i

k.

@ oo A0 TP

dasar perﬁ anjian;

identitas ?para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek KSP

hasil KSP berupa barang, _]lka ada;

peruntuk’ran KSP;

jangka wfaktu KSP;

besaran | kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta

mekamsme pembayarannya;

. hak dan kewajlban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
sanksi; dan

penyelesalan perselisihan.

(4) Perjanjian KSP sebagaimana d1maksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

(5 Penandatan\ganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP

menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama

kepada Penigelola Barang/ Pengguna Barang.

| ,
(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana

' dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada

|

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian
KSP. |

|

Paragraf Ketujuh

Kointribusi Tetap dan PembagiénKeuntungan

|
i

| Pasal 161

(1) Mitra KSP V\irajib menyetorkan:

a. kontribu{si tetap; dan

b. pembagian keuntungan KSP.

(2) Penyetoran | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
tahun selama jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

pembagian keuntungan KSP sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meirupakan penerimaan daerah.




|
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(4) Besaran kontrlbu si tetap dan pembaglan keuntungan hasil KSP
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Dalam KSP Jbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat
berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu

- kesatuan peirencanaan.

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang
berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5)

~ bukan merljpakan objek KSP.

Pasal 162

(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi t{etap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud élalam Pasal 161 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh

' persen) dal'ri total penerimaaﬁ kontribusi tetap dan pembagian
keuntungar% selama masa KSP. |

(2) Bangunan Yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan

7 pembagian ikeuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang
milik daerah. ,

(3) Besaran kojntribusi tetap dan persentaée pembagian keuntungan KSP
barang mililk daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim
yang dii)entuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau
memp'ertimi)angkan hasil penilaian.

(4) Besaran kontribusi tetap dan pérsentaSe pembagian keuntungan KSP
barang miiik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan
ditetapkan darl hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola

Barang, bex%dasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasa1 163

( 1) Perhltungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan

b. nilai waj‘ar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
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(2) Besaran pefsentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hul%uf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Nilai wajar l barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana
dimaksud péda ayat (1) huruf b berdasarkan:

~ a. hasil peqilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkein oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;

b. hasil periilaian oleh Tim yang ditétapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkz;an Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik
daerah sc%lain tanah dan/atau bangunan.

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

| Pasal 164

(1) Besaran perfentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dé.lam Pasal 163 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun,
yang dihituﬂg berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan
memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

(2) Besaran pe“ningkatan persenfgase kontribusi tetap sebagaimana
dimaksud pr—Tlda ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

|
|
!

Pasal 165

0 Perhitungan} pembagian keuntungan dilakukan dengan
mempertimbfangkan:
a. nilai investasi pemerintah daerah;
b. nilai inves}:asi nmitra KSP; dan
c. risiko yani'g ditanggung mitra KSP.
(2) Perhitungan ‘ pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada

|

ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim

|

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.



i -94-

\
1

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah
- yang menjad1 objek KSP.

(4) Besaran n11a1 investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dtldasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

Pasal 166 - -

|

(1) Besaran perﬁnbagian keuntungan dapatj ditinjau kembali oleh Bupati
dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih
rendah dap estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam
perjanjian. |
(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan

dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 167

(1) KSP atas| barang milik daerah  dapat dilakukan untuk

mengoperasionalkan barang milik daerah.

(2) KSP operaéional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah
yang d1opera51kan oleh pihak lain.

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasmnalkan barang milik daerah,
bagian keuptungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh
Bupati berﬁasarl:m persentase tertentu dari besaran keuntungan
yang diperoieh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

|
| Pasal 168
(1) Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan
infrastrukt&r berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah,
kontribusi fetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada
pemerintah | daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh
puluh persén) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 ayat (5).
(2) Penetapan kontrlbus1 tetap dan pembaglan keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan
Usaha Milikl} Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.
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(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagalman? d1maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

: Paragraf Kedelapan
|

Pembayafan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

i

| Pasal 169

) Pembayaraﬁ kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum
Daerah olet'; mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelulm penandatanganan perjanjian KSP.

(2) Pembayarar% kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke
rekening Kés Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan
tanggal yan‘g ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun
sampai den:gan berakhirnya perjanjian KSP.

3 Pernbayarar%l kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2)é

| dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 170
(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya
harus diset?r ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan
sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan
dilakukan s"etiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
(2) Pembayaralfl pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.

' Paragraf Kesembilan
\ Berakhirnya KSP

) Pasal 171

(1) KSP berakhlr dalam hal:
a. berakhlrnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam
perjanjlan,
b. pengakhlran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau
Pengelola Barang;

c. berakhlr\nya perjanjian KSP; dan
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d. ketentua)‘n lain sesuai peraturan perundang- undangan.
) Pengakhiraﬂ KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP:
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut; “ ‘ :
b. tidak méimbayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun
berturut-%turut sesuai perjanjian KSP; atau
c. tidak me‘;menuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh: | ; |
a. Bupati, &ntuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; ezttau
b. Pengelola’1 Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguné}. Barang.
4) Pengakhiraﬂi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara tertuliis.

Pasal 172

(1) Paling lamb'flt 2 (dua) tahun sébelum jangka waktu KSP berakhir,
mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

- (2) Bei‘dasarkani{ laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

atau Pengeilola Barang meminta auditor independen/aparat

pengawasan{ intern pemerintah untuk < melakukan audit atas

pelaksanaané KSP.

(3) Auditor ir{dependen /aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimanaé dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit
kepada Bupe%ﬁ, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan

; hasil audit sc%bagajmana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.

(5) Mitra KSP n{enindaldmljuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dajn melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang,

dan/atau Pengguna Barang.
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, Pasal 173

(1) Serah terir;na objek KSP dilgkukan paling lambat pada saat

| berakhirnyé jangka waktu KSP.

2 Serah.terirr;a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Dalam hali Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit
setelah dilatkukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Mitra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

(4) Pengguna I:Barang/ Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP
dan penye1j~ahan bbjek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bulfaati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

)

|

» Pasal 174
| g

1) Pengakhirah perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1)
huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama
kepada mitira KSP. |

(2) Apabila mfitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana
dimaksud i)ada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau
Pengelola Earang menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila mi'tra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender s:ejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang
merupakan teguran terakhir. ‘

(4) Apabila mii:ra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud Fpada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sjejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP.

(5) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau
Pengelola IiBarang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari seteléh menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana
dimaksud éada ayat (4). |
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) Paragraf Kesepuluh

| .
Tata Cara Pela‘;ksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada

\ Pengelola Barang

‘ Pasal 175

Tahapan pelaksalilaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang r!neliputi:

a. inisiatif a!tau permohonan;

b. penelitia1;'1 administrasi;

c. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitunéan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa
kontribuéi tetap dan persentase pembagian keuntungan;
pemilihan mitra;

penerbitz;}n keputusan;

penanda’icanganan perjanjian; dan

. pelaksm%m.

5ot 0

Pasal 176

KSP atas barang E'milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat

dilakukan berdasérkan:
!
a. inisiatif Qupati; atau

' b. permohonan dari pihak lain.
| Pasal 178

(1) Inisiatif Buf)ati terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, dituangkan dalam bentuk
rekornendas{i KSP barang milik daerah.

(2) Inisiatif Buf)ati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari rencana kebutuhan yang dlsampalkan oleh Pengguna Barang/

Kuasa Pengguna Barang.

|
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Pasal 178

M Permohona£ dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176
| huruf b, diulsulkan kepada Bupati.
) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP; |

~ ¢. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
(3) Permohonap sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan:
a. data ba;fang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan
~ KSP; ‘
b. data penﬁohon KSP;
c. proposal[ rencana usaha KSP; dan
d. informasli lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
(4) Informasi iainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
antara lain:
a. Rencanai Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
) Kelengkapain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diberi[akukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan
barang mili}c daerah.
|
Pasal 179
(1) Pengelola E:’.arang melakukan penelitian administrasi atas dokumen
barang mili}{ daerah yang akan dilakukan KSP.
(2) Dokumen stagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bukti kejpemﬂikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan

c. dokumen penatausahaan bafang milik daerah.

|

Pasal 180

Apabila hasil per}lelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
179, barang rmhk’ daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:

i

|
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a. memben’éuk Tim KSP; dan

b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan
pemleuan barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna
mengetahul nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

|
|

Pasal 181

(1) Dalam hal *;barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana
dimaksud délam Pasal 180, maka Bupati membentuk Tim KSP.
(2) Tim KSP bel%tugas:

a. menyiapli{an rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
ditenderl%an apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan
dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;

b. menghituﬁng besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan
dan/ atauz mempertimbangkan hasil penilaian;

C. menyiapl%an perjanjian KSP;}

d. menyiaplj:an Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari
Pengelola Barang kepada mltra KSP; dan

e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

3) Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Tim KSP dapat meng1kutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang

berkompeten

Pasal 182

(1) Dalam rangilm menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat
menugaskarf penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk
melakukan:

a. analisis Eaenggunaan atas barangk milik daerah yang akan
dilakukané KSP; atau
b. analisis k%,layakan bisnis atas proposal KSP.

(2) Hasil penilaijcm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b dan

laporan analiisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupa;ti sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.
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Pasal 183

) Berdasarkaxil laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
182 ayat (1') dan/atau mempeftimbangkan laporan penilaian nilai
wajar baranLg milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi

~ tetap dan pe%rsentase pembagian keuntungan.

2 Penghitungéln besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan} oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
163 sampai édengan Pasal 168. 7

(3) Dalam hali usulan besaran -kontribusi tetap dan persentase
pembagian I§eunt11ngan yang diajukan oleh’ pihak lain lebih besar dari
hasil perhittungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
besaran konitribusi, tetap dan persentase pembagian keuntungan yang
ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran
kontribusi )ltetap dan persentase pembagian keuntungan yang
diajukan oleh pihak lain.

(4) Besaran ko%ntribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
sebagaimane:i dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah

dalam pelak%anaan pemilihan mitra KSP.

|
|
1
|

| Pasal 184
g A
Qdemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan berdasarkan

|
|

<etentuan.
Pasal 185

(1) Bupati menefbitkan keputusan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan ﬁelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
o paling sediki.[t memuat:

a. objek KSP;

b. peruntuke%m KSP;

c. penerimaén daerah dari KSP;

-d. identitas mitra KSP; dan

e jangka wa‘yktu KSP.

Pasal 186

|

(H Berdasarkan| keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
Pasal 185,'_p'f1ra pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat
|
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(1) menandatangam Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu)
tahun terhltung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan
pelaksanaan KSP dltetapkan tidak ditindaklanjuti dengan
penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP

’ sebagalmana dimaksud dalam Pasal 185 dinyatakan tidak berlaku.

3) Penandatanganan perjanjian sebagalmana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran

kontribusi t?tap tahun pertama.

! Pasal 187

| :

(1) Mitra KSP hjarus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian KjSP.

(2) Apabila KSI;3 dilakukan bukan‘ dalam rangka mengoperasionalkan
barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai
dilaksanakal:n, mitra KSP wajib:

a. menyeral?kan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang
| merupaklan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian
keuntunglr;an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (5);

b. dapat la?ngsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun
sesuai deingan perjanjian KSP}

|
’

Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada

Pengguna Barang

Pasal 188

Tahapan peiaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada

Pengguna Barang meliputi:
|
a. permohorflan;
~b. penelitial%l administrasi;
C. pembentljlkan Tim dan penilaién;
d. perhitungjgan besaran kontribusi dan persentase

pembagie;m keuntungan;

|
|
|
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persetujuan;
R
pemilihan mitra;

penerbité}n keputusan,;

oot o

. penanda?:anganan perjanjian; dan

|l
.

pelaksanaan.

\ Pasal 189

(D) Permohonaljl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a
diajukan ol%h Pengguna Barang- untuk memperoleh persetujuan dari
Pengelola Barang.

(2) Perrnohonalil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: ‘

a. latar belejlkang permohonan;

b. rencana i)eruntukan KSP;

c. jangka w%:lktu KSP; dan

d. usulan b%:saran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohonaﬂ sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan:
a. data calo%n mitra KSP;

b. proposal {rencana usaha KSP;

c. data baraing milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan

d. surat perinyataan dari Pengguna Barang.

(4) Surat perny:iataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hurlif d menegaskan bahwa:

a. Barang rrjlﬂik daerah yang al;an menjadi objek KSP tidak sedang
digunaka:n dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
dan ‘

b. Pelaksana}an KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

(5) Dalam hal iPengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP
“melalui mekianisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasatl 151 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari
Pengguna Br;lrang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):i disertai data calon mitra KSP.

(6) Data calon rrilitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. nama, |

b. alamat;
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c. Nomor Poikok Wajib Pajak (NPWP);
d. bentuk L&;elembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin
Usaha/ T:;Lnda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP

yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

§
|

| Pasal 190
| ,

€)) Persetujuanzi’ atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189 i’:xyat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan
laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan
memperﬁml:l;angkan hasil penilaian.

(2) Apabila Pe}lgelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP
| tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna
Barang disexi‘tai dengan alasan. ‘

(3) Pemberian ‘;persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan LEoleh Pengelola Bérang dengan menerbitkan surat
persetujuani

(4) Surat Persetfujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat: ‘ |
a. objek KSIZ’;

b. pemntuﬁan KSP;

c. nilai bare{ng milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran
nilai inve?tasi pemerintah;

d. minimal besaran kontribusi tetap;

e. minimal ﬁersentase pembagian keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Buﬁati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

- (6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

- ayat (lk) menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1
(satu) tahun& terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan
KSP. |

(7) Surat perse;tujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak
berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan
tidak diﬁndgﬂanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.
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|

|
(8) Penmdatmémw perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6},
dilakukan isetelah mitra KSP. menunjukkan bukti pembayaran
: | | ,
kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 191
Ketentuan pelakstanaan KSP barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang 1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan
Pasal 187 m‘utatisi mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik

daerah yang :berad?a pada Pengguna Barang.

[ |
’ Paragraf Keduabelas

Perpanjanga.n J a?gka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan
! Pengguna Barang

“ Pasal 192

1) Permohonanj; perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik
daerah yangE berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP
kepada Bup}ati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya
jangka Waktlil KSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

‘a. proposal ﬁerpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan ;

c. bukti peﬁyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
- dalam 5 (ﬁma) tahun terakhir. . ,

(3) Bupati menelliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
-serta mengevalua31 kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang
telah berlangsung ‘ |

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupat1 menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,
Bupati: |

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang
milik daetjah yang akan dijadikan objek‘ KSP, besaran kontribusi

tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP.
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(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara

lain:

a. menyiaplfan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitl&ng besaran kontribﬁsi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan
mempert:imbangkan hasil Penilaian; dan

. C. melaksarilakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

| Pasal 193

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu

pelakSanaar;l KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3),

| Bupati melfalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau

| pihak yang‘ berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan
perpanjangz%m pelaksanaan KSP.

(2) Penilai atali pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) m’enyampajkan laporan analisis kelayakan perpanjangan

~ yang rnerufaakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Pengelola Bérang. v

(3) Tim KSP {isebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5)

menyampailfan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
- melalui Pengelola Barang.

(4) Apabila lapioran hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud ipada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjanga;.n jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati
menerbitkarjl surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan kiepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(5) Apabila lap;oran hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud fpada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan
surat perseitujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan
kepada mitr’a KSP. '

(6) Berdasarkan surat persetujuaﬁ perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaiman:a dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangé'n jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis

yang diperlu‘kan.
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(7) Perpanjang%n jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
| (6) berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati
- dengan mittj"a KSP dilakukan.
| Pasal 194
|
M Permohonali'l perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik
~ daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP
kepada Pen%guna Barang. '
) Permohonaé'l sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:
a. proposal; perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
C. bukti p:ényetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 195

(1) Pengguna | Barang melakukan penelitian administrasi atas
permohona;n perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh
mitra KSP s;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1).

) Berdasarkain hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (:1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
perpanjangfan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

(3) Permohonafn perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (:2), dilampirkan:

a. proposali perpanjangan KSP;

b. data daﬂ kondisi objek KSP; dan

c. bukti péanyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
dalam Sii(lima) tahun terakhif.

(4) Apabila befrdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Péngelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka
waktu KSP] maka Pengelola Barang:

a. membeqtuk Tim KSP; dan

b. menugaékan Penilai.
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Pasal 196

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) huruf a
bertugas an’fcara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitﬁng besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan
memperﬁmbmgkm hasil penilaian;

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola
Barang.

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan peléksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada
mitra KSP ciisertai dengan alasan.

(4) Apabila ha\j%il pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuaﬁ perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada
mitra KSP.

(5) Berdasarkah persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangén jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis
yang diperlukan.

Pasal 197

(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) huruf b
bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang
akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola

Barang.
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pelayana%n umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi; dan

b. tidék teréedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
pen’yedia;an bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangunan ‘dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil
pelaksanaari‘l BGS/BSG harus ldilengkapi dengan Izin Mendirikan
Bangunan (IiMB) atas nama pemerintah daerah.

(3) Biaya persiépan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna {3arang sampai deﬂgan penunjukan mitra BGS/BSG
dibebankan pada APBD.

(4) Biaya persiaixpan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra

| BGS/BSG élan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra
- yang bersangkutan.
(5) Penen'maan% hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan
- daerah yang wajib disetorkan 'seluruhnya ke rekening Kas Umum
Daerah. }l ' ,

(6) BGS/BSG biarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanaka:n oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati. |
|

| Pasal 201

(1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari
pelaksanaaril BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka
penyelengga;raan tugas dan fungsi SKPD terkait.

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra
setelah beraikhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau

setelah selesiainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 202

(1) Mitra BGS iatau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka

waktu pengc;perasian: |

a. wajib me'mbayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun sesuai besaran yang teiah ditetapkan,

b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan

c. dilarang ?enjammkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
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1. tanah ’yang menjadi objek BGS /BSG;
2. hasil iBGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
3. hasil L;%SG.
(2) Mitra BGS ibarang milik daerah harus menyerahkan objek BGS
kepada Bufaati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah

dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Paragraf Kedua

Pihak Pelaksana

Pasal 203

(1) Pihak yang éiapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
(2) Pihak yang éiapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:
a. Badan U}L:aha Milik Negara;
b. Badan Ufsaha Milik Daerah;
c. Swasta I%ecuali perorangan; dan/atau
d. Badan H‘Eukurn lainnya.
1
(3). Dalam hal|mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
membenttil; konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan
hukum Indionesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama
mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 204

(1) Objek BGS/BSG meliputi:
 a. barang {mih'k daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola
Barang; }atau : ,
b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna
Barang.f :
(2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status
penggunaajnnya berada pada Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud | pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang
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bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu
diserahkan 1;<epada Bupati.

(3) BGS/BSG s:ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pengelola Bérang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai
tugas dan flimgsinya. ‘ |

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG,
sebagaiman;a dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap
persiapan p‘lembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan
penyerahan hasil BGS/BSG.

Paragraf Keempat

Hasil BGS/BSG

Pasal 205

(1) Gedung, baingunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh
mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS /BSG.
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antiara lain:
a. peralatan dan mesin;
'~ b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetaip lainnya; dan
d. aset lainfnya.
(3) Gedung, baingunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 'mtenjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada
| pemerintah; daerah sesuai dengan perjanjian atau pada saat

berakhirnyé perjanjian.

|

Pasal 206

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan
perubahan idan /atau penambahan hasil BGS/BSG.

(2) Perubahan } dan/atau penambahan hasﬂ BGS/BSG sebagaimana
dimaksud } pada ayat (1) ‘dapat dilakukan sesuai dengan
penyelengge;lraan tugas dan fungsi pemeﬁntah daerah dan/atau
untuk prog#am-program nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—f undangan.

|
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(3) Perubahan |dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud péda ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian
BGS/BSG.

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
3): | |

a. tidak me{lebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun;

dan
b. menghitting kembali besaran kontribusi yang ditetapkan
berdasariian hasil perhitungah Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh

persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima

Bentuk BGS/BSG

Pasal 207
3GS/BSG barang @ilik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
|

a. BGS/ BSé barang milik daerah atas tanah yaﬂg berada pada
Pengelola% Barang; dan ‘

b. BGS/BSG barang milik daerah atasb tanah yang berada pada
Perlggun.s}r Barang.

Paragraf Keenam
Pémilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

’ Pasal 208
|
(1) Pemilihan m:itra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.
(2) Tender sebaigaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
-mekanisme ;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan
91. |
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Pasal 200

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
208 ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf Ketﬁj uh
Jangka Waktu BGS/BSG
Pasal 210

(1) Jangka Waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

(2) Jangka WaI%tu BGS/BSG sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku un;tuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan

perpanjangan.

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/BSG
Pasal 211

(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.

(2) Perjanjian | BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.

(3) Perjanjian \sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek BGS/BSG;

hasil BGIIS /BSG;

peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

g o T

=R

. besaran %hasﬂ BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas

dan fungSi Pengelola Barang/Pengguna Barang;

i o
.

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
ketentua;n mengenai berakhirnya BGS/BSG;

sanksi;

e e

penyelesaian perselisihan; dan



!
|
|
|
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m. persyarat::;m lain yang dianggap perlu.

(4) Perjanjian PGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

&) Penandatang’anan perjanjian B:GS /BSG dilakukan setelah mitra
BGS/BSG Tmenyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi
tahunan pér@ma kepada pemerintah daerah.

(6) Bukti setor i‘pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana
dimaksud p;ada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada
Lampiran y;"mg menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian
BGS/BSG. |

Paragraf Kesembilan

Kontribusi Tahufnan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk

Tugas Dan Fungs}i Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya

Pasal 212

| (1) Mitra wajib| membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke

Rekening Kas Umum Daerah sebagai‘ penerimaan daerah dari
pelaksanaar'l BGS/BSG.

(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| : ;
dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 213

(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran
persentase | kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik
daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.

(2) Besaran pel’:~senta,se kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.

(3) Nilai wajar ;)Mang milik daerah'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan iberdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau
Penilai Publ;ik yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil
penilaian sJebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang
milik daera{h menggunakan nilé.i wajar hasil penilaian sebagaimana
dimaksud I%ada ayat (3).

|

I
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Pasal 214

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat
setiap tahﬁn dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 213 ayat (2).

2) Peningkatal} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkah kontribusi tahunan tahun pertama dengan
memperhatikan tingkat inflasi.

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaaﬁ BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh
calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang
dilakukan éleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang
ditetapkan 'dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang
dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran
kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

Pasal 215

(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum
Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas
Umum Déerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian.

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian
dibayarkani paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian
berakhir.

4) Pembayara@ kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2j dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 216

(1) Dalam jangka waktu pengoperasianBGS/BSG, paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh
Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintaﬁan.
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Pasal 218

(1) Pengakhiran | perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b,

dilaksanakan dengan tahapan:

a.

Bupati nfqenerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS/BSG;

dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam
jangka wfaktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tzertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis
keduas;

dalam hafl mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua
dalam jarligka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran t?rtulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga
yang mergpakan teguran terakhir; dan

dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga
dalam jar];igka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran fertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran
BGS/ BSG

(2) Setelah menenma surat pengakhlran BGS/BSG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) han mitra BGS/BSG Wa_]lb menyerahkan objek BGS/BSG
kepada Bupat1

(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan ?udit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra
BGS/BSG. |

(4) Audit sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) ditujukan untuk

memenksa

a.

C.

kesesualan jurnlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan
dlserahkgn dengan perjanjian BGS/BSG;

. kesesuaiém bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang

akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan
laporan foelaksanaan BGS/BSG.

(5) Aparat penéawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada
Bupa‘u dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.
(6) Mitra BGS /BSG  menindaklanjuti seluruh hasil audit yang

dlsampa.lkap oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan

melaporkanfnya kepada Bupati.

i
'
|
|

|
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(7) Serah terlma objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat
berakhlrnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita
Acara Serah} Terima (BAST).

(8) Mitra ;tetap; berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal
terdapat hai.sil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra

-~ setelah dila);cukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
mo _

9) Pengakhiraﬁ sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang
dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Kesebelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola

Barang

Pasal 219

Tahapan pelaksafnaan BGS/BSG atas barahg milik daerah yang berada

pada Pengelola Bailrang, meliputi:

a. inisiatif atau permohonan;

b. penelitie%n administrasi;

0

pemben‘:cukan Tim dan Penilaian,;

d. pefhitur%gan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi
tahunaﬁ dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan;

pemilihafln mitra;

penerbit;an keputusan;

penandétanganan perjanjian; dan

5@ 0

. pelaksarf1aan.
Pasal 220

BGS/BSG atas b;';u‘ang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang

-dapat dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permohonan dari pihak lain.
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Pasal 221

- (1) Inisiatif Buﬁati atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana
dimaksud délam Pasal 220 huruf a, dituangkan dalam bentuk
rekomendasH BGS/BSG barang milik daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat berasal

dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

Pasal 222

(1) Permohonarf dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220
huruf b, dlusulkan kepada Bupati yang memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana Remntukan BGS/BSG;
c. jangka W%ktu BGS/BSG; dan
d. usulan besaran kontribusi tahunan.
(2) Permohonan sebagaimana diniaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan: \ ‘
a. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan
BGS/ BSG
b. data pemohon BGS/BSG;
c. proposal }rencana usaha BGS / BSG;
d. informasi; lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain
informasi mengenai:
1. Rencaha Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

2. bukti kepemilikanatau dokumen yang dipersamakan.

i
|
|
i

Pasal 223

(1) Besaran koﬂltribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan léngsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung
oleh Tim BéS /BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai
wajar barang milik daerah dan analisis dari Penilai.

(2) Penghitunga{n hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas

dan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

|
|
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(3) Apabila dii)erlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat
menugaskal%l Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG
yang diguna;kan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besaran ko?tribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.

(5) Besaran ko?ﬁbusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung u;ntuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Bupati.

|
|

Pasal 224
‘1
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan
fasilitasnya tsesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian
BGS/BSG.
’ 1
(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan
|

‘gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

a. mitra me%flyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

'b. mitra daipat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang
dibangun ]ysesuai dengan perjanjian BGS; dan

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.

(3) Hasil BSG sel:bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan

barang milik }daerah.

\ Pasal 225

~etentuan mengeniai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana

“imaksud dalam P\asal 176 sampai dengan Pasal 187 mutatis mutandis

verlaku untuk pela}(sana.an BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

|
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Paragraf Keduabelas'

Taté Cara Pelaks.;maan BGS/BSG Ataé. Barang Milik Daerah Berupa Tanah
l Yang Berada Pada Pengguna Barang
| Pasal 226

(1) Barang mﬂ1i< daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna
Barang dap.:\%t dilakukan BGS/BSG berdasarkan:

a. inisiatif l%engguna Barang; atau |
b, permoho;’rlan dari pihak lain.

(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik

| daerah sebatlgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan
dalam ben’éuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang
ditujukan kei:pada Bupati.

3) Permohonan} dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan
BGS/BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara
lain: %

latar bela#ang permohonan;

rencana peruntukan BGS/BSG;
jangka w:llaktu BGS/BSG;

usulan be:saran kontribusi tahunan; dan

oo TP

e. usulan p’;ersentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung

untuk tuéas dan fungsi pemerintahan.
i |

|
|

| Pasal 227

|

(1) Pengguna B[ rang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG
terhadap per?rnohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226 ayat (3) lfepada Bupati, yang memuat:

‘a. latar belakang permohonan;
| b. rencana peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG;
d. usuian beisaran kontribusi tahunan; dan
e. usulan pFrsentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung

untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

|
|
i
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dlsertal |
a. Data barang milik daerah yang dla_]ukan untuk dilakukan
BGS/ BSG
b. data pemohon BGS /BSG;
c. proposal BGS /BSG;
d. data barang milik daerah yang ‘akan dilakukan BGS/BSG; dan
e. Informasi/ lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.
(3) Data barang ’mlhk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d, rnenegask?n bahwa:

|
|
i

a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang
dlgunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok
SKPD/ umt kerja; dan

b. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan

| mengganégu pelaksanaan tugés dan fungsi SKPD.

(4) Informasi fainnya yang berkaitan dengan wusulan BGS/BSG
| sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi
mengenai: ‘5 |

- a. Rencana ;Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

b. bukt keéemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang
bukan berciasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka
permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data
pemohon BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (5), Pengelola ‘Barang melakukan penelitian
administras;i atas barang milik daerah yang akan dilakukan

- BGS/BSG. |
- (7) Pengelola Ij3arang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud p?ada ayat (6) kepada Bupati.

| |
| Pasal 228

: | ,
(1 Berdasarkap hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasa# 227 ayat (7), Bupati dapat‘ memberikan persetujuan atau
penolakan ';cerhadap permohonan BGS/BSG.
|

i
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(2)' Apabila Bu;gaﬁ tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati
menerbitkanf surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna
Bararig denéan disertai alasan.

(3) Apabila Bljlpati menyetujui  permohonan BGS/BSG, Bupati
menerbitkan surat persetujuan.

(4) Surat perse%tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat

~persetujuan; Bupati dan  kewajiban Pengguna Barang untuk
menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek
' BGS/BSG kepada Bupati.

(5) Penyerahan| objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (4%), dituangkan dalam{Berita Acara Serah Terima (BAST).

|
| Pasal 229

|

(1) Penentuan lrincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
- dibangun d{i atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan
pertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna
Barang.

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 176 sampai dengan Pasal 187 berlaku mutatis mutandis
terhadap pelaksanaan BGS/ BSG barang milik daerah atas tanah

~ yang beradfa pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati.

|
Bagian Késembilan |
| KSPI
4 Paragraf Kesatu
Prinsip Umufn
Pasél 230
KSPI atas barang1 milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:

a. dalam grangka kepentingan umum dan/atau penyediaan

|

infrastrlgktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
|
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b. tidak ters?dia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaajn infrastruktur; dan
c. terrnasuk!dalamdaftar prioritas program penyediaan infrastruktur

yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 231

(1) Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilarang r:nenjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
barang m;ilik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan

c. dapat diljaebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang
ditehtukatfn pada saat perjanjian dimulai (clawback].

(2) Mitra KSPIéharus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI
kepada per?nerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu
KSPI sesua{ perjanjian. ‘

(3) Barang ha$ﬂ KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
barang mil?k daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah
sesuai denéan perjanjian. | |

(4) Penetapan | mitra KSPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program
senyediaan infrasif:ruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 huruf c

sesuai dengan ket;entuan perundang- undangan.
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Paragraf Kedua

N :
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

} Pasal 233

(1) Pihak yang d{apat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengelola;

|

Pengelola jBarang; atau

Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada

b. Penggunai Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

(2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah
dan badan u;s.aha. :

(3) Badan usah;; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan
usaha yang l%erbentuk:
a. Perseroaﬁ Terbatas;
b. Badan Us'aha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Koperasi. |

Paragraf Ketiga

PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah
! Pasal 234

(1) PdJPK KSPI fatas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk

| dan/atau diTcetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja
sama pemer{ntah daerah dengan badan usaha.

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan

perundang-undangan

Paragraf Keempat

Objek KSPI

Pasal 235
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(1) Objek KSPI meliputi:
‘a. barang mi[lik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. baréng mi;lik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. sebagian t[anahdan /atau bangunan yang masih digunakan;
atau '

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kelima

Jangka Waktu KSPI

Pasal 236

) Jangka Wak?u KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima
puluh) taﬁun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
dlperpanjang '

(2) Jangka wakt}u KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Jangka Waktu KSPI atas barang m111k daerah dan perpanjangan
sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) dltuangkan dalam perjanjian
KSPI atas b%rang milik daerah.

i

|

‘ Pasal 237

1) Perpanjangain jangka waktu KSPI atas barang milik daerah
sebagaiman.'%t dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) hanya dapat
dilakukan aiaabila terjadi government force majeure, seperti dampak
‘kebijakan Epemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis

, ekonoml, pOhtlk sosial, dan keamanan.

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah
sebagalmang dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling

lama 6 (enafn) bulan setelah government force majeure terjadi.
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Paragraf Keenam

Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

f Pasal 238
) ’ Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:
a. barang hfasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang
dibahgunéoleh mitra KSPI; dan
'b. pembagian atas kelebihan keiuntungan yang diperoleh dari yang
ditentukah pada saat perjanjian dimulai (clawback].
(2) Pembagian a:tas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huriuf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang

“harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 239

(1) Formulasi ciian/ atau besaran ‘pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) d#tetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
, mempertimbiangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh
Bupati.
3) Perhitungani pembagian  kelebihan  keuntungan  (clawback)
: sebagaimans%l dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimb;angkan antara lain:
a. nilai inve[stasi pemerintah dae}rah;
b. nilai investasi mitra KSPI;
- c. risiko yalflg ditanggung mitra KSPI; dan
d

. kar'akterifstik infrastruktur.
|
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Paragraf Ketujuh

Infrastruktur Has11 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka

‘ Penyediaan Infrastrukur
!

|
(D) Infrastruktuf yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik

“daerah berulyaa'

Pasal 240

a. bangunan konstruksi 1nfrastruktur beserta sarana dan prasarana,;
b. pengembangan 1nfrastruktur berupa penambahan dan/atau
penlngka!:an terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
infrastruktur; can/atau
c. hasil pel?yediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningka?;an terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
infrastruf{tur lainnya. |
(2) Mitra KSPI l’nenyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan
KSPI atas bérang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(3) Penyerahan‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

mitra KSPI qtas barang milik daerah kepada PJPK.

‘ Pasal 241

J

- (1) PJPK menyérahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra
KSPI atas barang milik daerah sebagmmana dimaksud dalam Pasal
240 ayat ( 3)}kepada Bupati.

(2) Barang hasjll KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur
beserta fasﬂltasnva menjadi barang milik daerah sejak diserahkan

kepada pemermtah daerah.
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Paragraf Kedelapan

Tata Cara Pelak’sanasm KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola

: Barang
|

‘ Pasal 242

Tahapan pelaksaﬁaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang fneliputi:

a.
b

o

|
permohopan;
penelitiaﬁ administrasi;

| .
pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhituném besaran penérimaan daerah dari KSPI  berupa

pembagian kelebihan keuntungan (clawback);

penerbita‘in keputusan;

penyerahan barang milik daerah dari Bupati kepada Penanggung
Jawab plf'oyek KSPI;

pemiliha£ mitra;

: penanda’fcanganan perjanjian;

pelaksan;aan;

pengamaTnan dan pemeliharaan,;

pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika
ada; dan

pengakhiran.

Pasal 243

| : ‘
(1) KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang

dapat dilal%ukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang

yang disambaikan secara tertulis kepada Bupati.

~ (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

. memuat data dan informasi mengenai:

a.
b.

C.

identitasfl PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya,;
latar beléa.kang permohonan; ‘

barang rinilik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara
lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;

rencana, peruntukan KSPI;
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!
|

jangka waktu KSPI; dan

estimasi b[esaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

Pasal 244

(1) Permohonan| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2)

dilengkapi dokumen pendukung berupa:

a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI;

b.

c.

surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan
surat - kelayakan penyediaan infrastruktur dari
Kerrienten;an /Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan

} :
peraturan perundang-undangan.

(2) Surat pernya;taan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit memﬁat:

a.
b.

C.

data dan informasi mengenai PJPK KSPI;
dasar per{unj ukan/penetapan;
barang milik daerah yang direncanakan untuk

|
dijadikan sebaga1 objek KSPI;

. kesedlaan dan kesanggupan untuk menJadl PJPK KSPI; dan

kesedlaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan

peraturaﬁ perundang-undangan.

Pasal 245

(1) Bupati melékukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI

yang dlajukan oleh PJPK.

(2) Apabila berdasarkan hasil penehtlan administrasi sebagaimana

dimaksud pgda ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah
dapat dilaku:kan KSPI, Bupati:

a.
b.

membentilk Tim KSPI; dan

menugasl%an Penilai untuk melakukan penilaian barang milik
daerah yiang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar
atas bara;lg milik daerah bersangkutan.
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; Pasal 246

(1) Tim KSPI s?bagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat huruf a
berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:
a. Pengelola Barang,
b. Perwakﬂan dari SKPD terkait; dan
C. Perwakﬂa’n dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik
~ daerah. ’ |
(2) Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakuka{n kajian atas baréng milik daerah yang diusulkan
menjadi ojbjek KSPI;
b. melakukaP kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) huruf b; dan
c. melaksan;kan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.
(3) Segala biayag yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI
 dibebankan pada APBD. |
(4) Tim KSPI dai:at meminta rnasul;an képada Penilai atau pihak yang

|

berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.
| ‘

| |

{ Pasal 247

|

(1) Perhitungan 'besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 239. |

(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerlntah dalam pembagian
kelebihan keuntungan (clawback) ~dengan mempertimbangkan
perhitungan T1m KSPI sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dalam
surat persetujuan KSPL ' |

(3) Besaran bag;1an pemerintah daerah ’dalam pembagian kelebihan
keuntungani (clawback) yang ditetapkan Bupati sebagaimana

dimaksud paaa ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

|
| .
‘ Pasal 248
(1) Bupati menerbltkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI

dianggap layak dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas
Tim KSPI.
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(2) Keputusan KiSPI sebagaimana di‘rnaksﬁd pada ayat (1) paling sedikit
memuat: \
a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
c. besaran gembagian kelebihan keuntungan (clawback)’;
d. jangka wa‘ktu KSPI atas barang milik daerah; dan
e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.
(3) Salinan Keputuscln KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dlsampalkan kepada Pengelola Barang.
(4) Apabilla p?rmohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati

’ memberitahIZJkan kepada pemohon disertai alasannya.

{ Pasal 249

(1) Bupati menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan
sebagaiman% dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).

(2) Penyerahan ' objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan \ dalam Berita Acara - Serah Terima (BAST) yang
d1tandatangan1 oleh Bupati dan PJPK penyediaan infrastruktur atas
barang milik daerah. |

(3) Penyerahan % objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur
sebagaimanei dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas
barang mili};{ daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan

barang mlhlg daerah.

|

% Pasal 250

(1) PJPK penyeciliaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan
mitra KSPI i)erdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai
dengan ketqntuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja
sama pemeriintah dalam penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan nflitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur
atas barang’émﬂik daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan

setelah tanggal ditetapkan.
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Pasal 251

(1) PdPK Penyeﬁiaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI
‘dengan mltra KSPI yang dltetapkan dari hasil tender.

| (2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua)

tahun terhltung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

| Pasal 252

(1) Berdasarkanf perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
ayat (1), PJli:’K Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik
daerah yang: menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.

(2) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara
Serah Temma (BAST) yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan

~ Infrastruktufr dan mitra KSPI.

(3) Penyerahanii barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
sebagaiman? dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka

: pemanfaatap barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan

kepemilikani barang milik daerah.
|

P
[
'
|

Pasal 253

(1) PJPK Peinyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penmdataﬁgmm perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251 éyat (1) dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra
KSPI sebagafu'mana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) kepada Bupati
dengan meilampirkan salinan ‘peljanjian KSPI dan salinan Berita
Acara Sera}fl Terima (BAST).

(2) Dalam half jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
251 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

3 Dikecualika:in dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sepanjang I:ewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh
mitra KSPf, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3
(tiga) tahurjl terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang
milik daerah.
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Pasal 254

€))] Perjanjian K$PI atas barang milik daerah paling sedikit memuat:

i
a. dasar perjanjian;

=

identitas bara pihak;

barang m%lik daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
peruntukan pemanfaatan;

hak dan kewajiban;

jangka waiktu pemanfaatan;

besaran p;enerimaan serta mekanisme pembayaran;

5@ e a0

. ketentuan; mengenai berakhirnya pemanfaatan;
i. sanksi; dan
j- penyelesa}an perselisihan.

(2) Pexjanjian KéPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)idituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

| Pasal 255

(1) Mitra KSPI aitas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan

dan pemeliheiraan atas: ‘ ‘

a. barang miilik daerah yang menjadi objek KSPI; dan

b. barang l'ilasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan
peﬁanjiaﬁ.

(2) 'Pengamanan?sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditujukan untuk
mencegah te;tjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik
daerah yang imenjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.

3) Pemeliharaaril sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menjaga kon;disi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi
objek KSPI d?n hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan

7 berhasil guna. |

(4) Perbaikan ba?rang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus sudajh selesai dilaksanakan paling lambat pada saat
berakhirnya 1 angka waktu KSPI.

(5) Seluruh biaEya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pa%ia ayat (1) menjadi beban mitra KSPI.

| ‘
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[
I
1
|

Pasal 256
| ‘
(1): Mitra KSPI idilarang mendayagunakan barang milik daerah yang
menjadi objeIF KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian.
|
(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik

‘daerah objek]] KSPI.

Pasal 257

(1) Bagian pem(%,rintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah
paling lamba‘ic 31 maret.

(2) Bagian peme%rintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) yr;mg terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu
perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum
Daerah palingr lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka
waktu pexjanjian.

(3) Bagian pemeirintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) sepagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra
KSPI sepanjéng terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang

diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 258
SPI atas barang r@ilik daerah berakhir dalam hal:

a. berakhimﬁfa jangka waktu KSPI atas barang milik daerah;

b. pengakhirian perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara
sepihak ol%:h Bupati; atau

C. ketentuan% lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1
|
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i Pasal 259

(1) Pengakh1ran| secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal \1258 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas
barang milik) daerah:

a. tidak membayar pembagian keleblhan keuntungan dari KSPI atas
barang m1hk daerah yang dltentukan pada saat perjanjian dimulai
(clawback), atau |

b. tidak me{menuhl kewajiban éelain dari sebagaimana dimaksud
pada hurljlf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

) Pengakhirani KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dllakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola

Barang dan/; atau Pengguna Barang secara tertulis.

|

| Pasal 260

) Pengakhlran perjanjlan KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259, d1awa11 dengan penerbitan teguran
tertulis pertalma kepada mitra KSPI oleh Bupati.

(2) Apabila miFa KSPI tidak melaksanakan teguran pertama
.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga

| puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati
menerbitkan':teguran tertulis kedua.

(3)" Apabila mitré KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
'dimaksud paida ayat (2} dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran
tertulis keﬁg?. yang merupakan teguran terakhir.

(4)VApabila mitré KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
‘dimaksud paida ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran ter’]tulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat
| pengakhiran FKSPI.

(5) Surat tegura1:'1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) serta suILat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dltembuskan kepada PJPK.

(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati dengan
tembusan PJ PK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka
‘! : .

|
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waktu pahng lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat

pengakhiran pemanpan KSPI.

Pasal 261

(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2
(dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern
pemerintah éatas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah
berdasarkanipermmtaan PJPK.

(3) Auditor inﬁepen den/aparat pengawaSan intern  pemerintah
sebagaumana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit
kepada PJ PK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.

4) PJPK menyampmkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada mitré KSPI.

(5) Mitra KSPI rrilenindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan :fnelaporkannya kepada PJPK.

|
| Pasal 262

(1) Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek
KSPI pada séaat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik
‘dan layak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya

(2) Dalam hal terdapat 1nfrastruktur hasil KSPI atas barang milik daerah,
mitra KSPI Wa_]lb menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan
objek KSPI S\;bagalmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyerahan ésebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan (Zialam Berita Acara Sérah Terima (BAST).

Pasal 263
| .
Dalam hal masih iterdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti
|

nleh mitra KSPI sietelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud
lalam Pasal 262; Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya

sampai dengan selesai.
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Pasal 264

(1) PdJPK melapclﬁrkan kepada Bupati:
~a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam  Pasal
258; |

~ b. hasil audjit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (3); dan
c. hasil auc{it yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam

| Pasal 26(?. ‘

(2) PJPK menyérahkan kepada Bupati:

a. objek KSi’I sebagaimana diméksud dalam Pasal 262 ayat (1); dan

' b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (2).

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 265

(1) Pengelola Barang melakukan pénatausahaan atas pelaksanaan KSPI
atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
(2) Pengguna Ej&arang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI

- atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 266

(1) Mitra KSPI| melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan
daerah atajs KSPI kepada Bupati sesuai dengan perjanjian dengan
dilampiri bl%kﬁ penyetoran pendapatan daerah.

(2) Bukti penXetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan
KSPIL.
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Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda
Pasal 267

(1) Dalam  hal |mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau
melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas

pembagian keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

257, mitra I’{SPI atas barang milik daerah wajib membayar denda
sebageumana diatur dalam naskah perjanjian.
2) Pembayaran dendd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 268

- (1) Dalam hal li)arang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak
dipelihara d%:ngan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra
KSPI mempf;:rbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang
, dipexjanjikanl

(2) Perbaikan selgﬁagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai
dilaksanakanj paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas

barang milik Slaerall.

Pasal 269

(1) Dalam hal b{arang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang

 selama pelaksjanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra
KSPI, mitra \%zajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang
yang sama até.u barang yang sejenis dan setara.

(2) Penggantian I;Jarang milik daerah sebagaimaha dimaksud pada ayat
(1) harus sujdah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat
berakhirnya KiSPI.

; Pasal 270
\
(1) Dalam hal pjerbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269 tidak dapat
 dilakukan, mitra KSPI membéyar biaya perbaikan dan/atau
penggantian tiersebut secara tunai.
(2) Penentuan bjésaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oléh PJPK.
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\ Pasal 271

Pembayaran biaya?l sebagaimana dimkaksud dalam Pasal 270 ayat (1)
dilakukan dengan anra menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling
ama 1 (satu) bL'llan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana
‘limaksud dalam Pasal 270 ayat (2).

|

Pasal 272
|

|
Mitra dikenakan saTnksi administratif berupa surat teguran dalam hal:

a. belum rﬁelakukan perbaikan dan/atau penggantian
sebagaima:nar dimaksud dalam Pasal 270 dan Pasal 271 pada saat
berakhirn;}a KSPI; atau

b. belum me%lyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

dan/atau basil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.

‘\ Pasal 273

(1) Dalam hal ;%erbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang
milik daeraf} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 belum
dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran
sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal 27 2, mitra dikenakan sanksi
administratif })erupa surat peringatan.

(2) Dalam hal pierbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang
milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak
diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mitra dikenaikan sanksi administratif berupa denda sebagaimana

diatur dalam paskah perjanjian.

Pasal 274

alam hal denda sjebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) tidak

tilunasi mitra KSl%’I, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan

neraturan perunda?g~undangan.
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Paragraf Kesebelas

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang

Pasal 275

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 242 sampai dengan

Pasal 274 berlaku mutatis mutandis térhadap tata cara pelaksanaan KSPI

pada Pengguna Barang.

Pasal 276

Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah

yang berada pada

Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari

Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI

tidak sedang digL;makan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan

fungsi Pengguna Barang.

BAB VI

DOKUMEN KEPEMILIKAN BMD

Bagian Kesatu

Pokuxnen Pendukung Bukti Kepemilikan

Pasal 277

(1) Dokumen 1[<epemilikan BMD meliputi dokumen bukti kepemilikan

atau dokumen yang setara.

(2) Dokumen bukt1 kepemilikan sebagalmana bukti yang dimaksud pada

ayat (1) berupa :
- a. sertiﬁkat{ untuk BMD berupa tanah; dan
b. bukti kef)emilikan lain untuk BMD selain tanah, yang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilengkapi

dengan bukti kepemilikan.

(3) Dokumen

yang setara dengan dokumen bukti kepemilikan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah

antara lain :
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girik;
letter c;
akta jual beli;

akta peleltoasan hak; dan

Berita Aca:ira Serah Terima.
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| Pasal 278
(1) Dokumen pfendukung kepemilikan BMD disimpan menjadi satu
berkas dengr;m dokumen kepemilikan BMD.
(2) Dokumen pendukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliiouti:
a. Untuk BﬂdD belanja APBD, antara lain:
1. dokurr}en pelaksanaan anggaran berupa kontrak, pencairan
dana, ;BAST, dan dokumen Rencana Anggaran Biaya;
2. Persetiujuan Bangunan Gedung;
3. gambaitr yang dihasilkan setelah proses pekerjaan konstruksi
selesai (as built drawing) beserta dokumen pendukungnya.
4. Bukti ;kepemilikan. , -
b. Untuk BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara
lain: ‘
1. Dokulfnen asal perolehan BMD;
2. Perset[ujuan Bangunan Gedung;
3. Gamb%lr yang dihasilkan setelah proses pekerjaan konstruksi
selesai (as built drawing) beserta dokumen pendukungnya.
4. Bukti kepemilikan. ,
(3) Dokumen gendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berbentuk eﬁsli atau foto kopi.
|
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Bagian Kedua

Dokumen Pengelolaan BMD

Pasal 279

(1) Dokumen pengelolaan BMD atas BMD yang memiliki bukti
kepemilikan, disimpan menjadi satu berkas dengan dokumen
kepemilikan BMD.

(2) Dokumen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Keputusain dan/atau surat persetujuan pengunaan BMD;
b. Surat persetujuan pemanfaatan BMD;
c. Surat pelfsefujuan pemindahtanganan BMD;
- d. Surat pel%setujuan pemusnahén BMD;
e. Surat persetujuan penghapusan BMD;
(3) Dalam hal% dokumen kepemilikan BMD sudah tidak dikuasai
pengelola barang atau pengguna barang/ kuasa pengguna barang,
| dokumen pengelola BMD disimpan' 'sesuai dengan ketentuan

peraturan pérundang- undangan di bidang kearsipan.

Bagian 'Ketiga :

Keweniangan dan Tanggung Jawab Pengelola Barang

‘ Pasal 280

(1) Sekretaris ﬁaer& selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan
tanggung jaiwab melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
berupa tanajlh, peralatan dan/atau bangunan atau dokumen lainnya
yang menur%jukkan bukti kepemilikan.

(2) Dalam melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
sebagairnan;a dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang:

a. menunjtik pejabat penyimpan dan petugas penyimpan pada
pengelola barang;
b. menguaéakan penunjukan petugas penyimpan pada pengelola

barang;
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c. melakuk%n alih media dan validasi hasil alih media atas dokumen
kepemilil%an BMD yang berada dalam penguasaannya;
d. meminjalznkan dokumen kepemilikan BMD yang berada dalam
penguasaglannya
e. menggandakan dokumen kepermhkan BMD yang Dberada
dalampenguasaannya
f. memlntaé dokumen pendukung bukti kepemilikan BMD yang
berada pzi}da pengelola barang tetapi diperlukan dalam pengelolaan
BMD kep%lda pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
8. _melakuka%}n pembinaan kepada pengguna barang/kuasa pengguna
barang mengenai penyimpan dokumen kepemilikan BMD.
(3) Sekretaris Diaerah dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung
Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat struktural
di lingkungaii'l Pemerintah Daerah yaitu Bidang Aset Daerah.

Bagian Keempat
Kewenatngan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang

I

|

Pasal 281

(1) «’Pimpinan SKiPD selaku pengguna baréng memiliki kewenangan dan
tanggung jaﬁab melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Dalam melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
sebagalrnana[ dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD selaku
pengguna balijang:

a. Menunjuk’( pejabat penyimpan dan petugas penyimpan pada
pengguna :t>aran g/kuasa pengguna barang;

b. meminjam;kan dokumen kepeinilikan' BMD yang berada dalam
penguasaannya,

’c. menggand;’ikan dokumen kepemilikan BMD yang berada dalam
penguasaainnya;

d. melakukar; alih media dan validasi hasil alih media atas dokumen
kepemilikalin BMD yang berada dalam penguasaannya.

(3) Kewenangan 1dan tanggung jawab Pimpinan SKPD selaku pengguna
barang sebagajmana dimaksud ‘pada ayat (1) secara fungsional
: g | ‘

|
|
|
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dilaksanaka? oleh pejabat sturuktural/fungsional yang membidangi
pengelolaan BMD pada SKPD bersangkutan. '

Bagian Kelima

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penyimpan

Pasal 282

(1) Pejabat penyimpan memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a. menerima dokumen kepemilikan BMD:

b. melakukan peminjaman dokumen kepemilikan BMD;

C. mengoordinasikan upaya pengambilan dokumen kepemilikan BMD
yang dipi}ljam jika telah melewati jangka waktu peminjaman;
melakukan penggandaan dokumen kepemilikan BMD;
melegalisasi hasil penggandaan dokumen kepemilikan BMD;
mengurus penggantian dokumen kepemilikan BMD;

mengembalikan dokumen kepemilikan BMD;

RO 0 o

. melakukén alih media dan validasi hasil alih media atas dokumen
kepemilikan BMD dan;

(2) Dalam melgksanexkan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pejabat penyimpan dibantu oleh petugas

penyimpan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penyimpan Dokumen Kepemilikan BMD
Pasal 283

(1) Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dilaksanakan oleh :
a. Pengelola barang untuk  kepemilikan BMD berupa
kendaraan,tanah dan/atau bangunan; dan
b. Penggunja barang/kuasa pengguna barang untuk dokumen
kepemilii{an BMD selain kendaraan, tanah dan/atau bangunan.
(2) Dalam melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sebagai berikut :
a. Pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang

menunjuk pejabat penyimpan dan petugas penyimpan;
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Bagian Kedelapan

I?enyerahan Dokumen Kepemilikan BMD

i
b

Pasal 286

(1) Penyunpana’n dokumen kepemlhkan BMD diawali dengan penyerahan
kepada peJabat penyimpan.

- (2) Penyerahan ‘»sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 6 (enaf.m) bulan setelah dokumen kepemilikan BMD dikuasai

oleh pengeljola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna

barang.

Pasal 287 |

- (1) Pengguna b;arang menyerahkan dokumen kepemilikan BMD berupa
tanah, kencflaraan dan/atau bangunan kepada pejabat penyimpan
pada pengeli{ola barang.

(2) Dalam hal gdokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada pada kuasa pengguna barang, kuasa pengguna
barang menyerahkan dokumen kepemlhkan BMD kepada pengguna

~ barang untpk selanjutnya dlsampalkan kepada pejabat penyimpan

pada pengellola barang.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 288

PenérimaanDokulmen Kepemilikan BMD dituangkan dalam BAST dokumen
kepemilikan BMD yang dibuat oleh Pejabat Penyimpan.

Pasal 289

(1) BAST Dokumen Kepemlhkan BMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 288 memudt
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‘a. tanggal dafm tempat serah terima Dokumen Kepemilikan BMD;
b. identitas Ii)ihak yang menyerahkan Dokumen Kepemilikan BMD;
c. identitas l Pejabat Penyimpan yang menerima Dokumen
Kepemlhkan BMD;
d. jumlah Dokumen Kepermhkan BMD yang diserahkan;
e. rincian D[okumen Kepemilikan BMD yang diserahkan; dan
f. sifat otent1tas dokumen, ya1tu asli, duplikat atau fotocopy.
(2) BAST Dokumen Kepemlhkan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d1tandatangan1 oleh :
a. pihak yaqg menyerahkan Dokumen Kepemilikan BMD;
‘, b. pejabat I%enyimpan yang menerima Dokumen Kepemilikan BMD;
c. 1 (satuy) ofrang saksi dari masing—maising pihak.
 (4) BAST Dokur{nen Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disimpar{ oleh masing-masing pihak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 290

(1) Petugas Pe'inyimpan mencatat Dokumen Kepemilikan BMD yang
sudah dlterlma oleh Pejabat Peny1mpan ke dalam Daftar Dokumen
Kepermhkan BMD. ’

(2) Daftar Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  terdiri r atas nomor urut, kode lokasi, kode BMD, bukti

, kepemlhkan dan dokumen pendukung bukti kepemilikan.
- (3) Kode loka31 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kode
‘ kepemlhkar}, kode propinsi, kode kabupaten klaten, pengguna
barang, kocfle kuasa pengguna barang dan kode sub kuasa pengguna
barang. ‘ | |

(4) Kode BMD!E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kode

akun, kode% kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek,

kode sub ri:ncian objek dan kode sub-sub rincian objek.
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Pasal 29 1

Dalam hal terjar%i perubahan kepemilikan BMD, Petugas Penyimpan
mencatat pembahfln tersebut ke dalam daftar Dokumen Kepemilikan BMD.

Sagian Keempat

|
|

i Pasal 292

(1) Petugas penylmpdn melakukan pemberkasan dokumen kepemilikan
- BMD dengan cara menempatkan Dokumen kepemilikan BMD ke
dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis
sehingga me;njadi 1(satu) berkas. |

(2) Dokumen :kepemilikan BMD disimpan selama BMD dikuasai
pengelola bafrang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang.

(3) Dalam hal PT:MD dihapuskan karena:

a. pemuanhan, atau

b. sebab-sebab lain, Dokumen kepemilikan BMD disimpan sesuai
derigan gketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipalf'l.

(4) Sebab lain ?sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan
sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab }penghapusan sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang penghapusan BMD.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Dokumen Kepemilikan BMD

;
]
i
|

Pasal 293

Pengamanan dok;umen kepemilikan BMD dilakukan untuk menjaga fisik
dan informasi yiang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari

kemungkinan kerjusakan, kehancuran, atu kehilangan.
Pasal 294

(1) Petugas pe;nyimpan melakukan pegamanan dokumen kepemilikan
BMD dengan cara preventif dan kuratif.

2 Pengatnanafn dokumen kepemilikan BMD dengan cara preventif
sebagaimanfa dimaksud pada ayat (1) dilaklikan dengan:

a. pengendialian hama,;

i
11
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1
b. reproduk?i dokumen;

c. penyimpahan pada tempat yang aman dari pencurian dokumen,
kebakaran; dan |
d. perencanéan menghadapi bencana.
3 Pengamanaq dokumen Kkepemilikan BMD dengan cara kuratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbaikan
dengan memperhatikan keutuhan informasi yang terkandung dalam

dokumen kepemilikan BMD.

i
I
|
i

Bagian Keduabelas

Pjeminj aman Dokumen Kepemilikan BMD
|

Pasal 295

Peminjaman doku;rnen kepemilikan BMD dapat dilakukan dengan cara:

a. meminja?kan fisik dokumen kepemililkan BMD kepada peminjam;
atau
|

b. memperlihatkan informasi yang terkandung dalam

dokumenf kepemilikan BMD kepada peminjam.

[ Pasal 296
(1) Dokumen kepemilikan BMD dapat dipinjamkan untuk tujuan:
a. pengeloleflan BMD; ' |
b. perpajak?n;
c. pemeriks{’aan oleh aparat pgngawasan internal pemerintah atau
auditor; -
d. penyelidi:kan atau penyidikah oleh aparat yang berwenang;
dan/ atal‘il ;
e. proses ?cma di pengadilan oleh pengelola barang dan/atau
penggunfa barang/kuasa pengguna barang.
(2) Peminjama1f1 dokumen kepemiiikan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat ) (1) dapat dilakukan oleh pejabat penyimpan setelah
mendapat persetujuan dari pengelola barang/ pengguna

\
barang/kuasa pengguna barang.



-152-

Pasal 297

(1) Peminjam di}aran;g:

a.

o

m oo a0

a.

mengubabh isi dan bentuk;
memberitahukan kepada pihak yang tidak berhak;

o o] .
meminjamkan kembali;

mengagunkan;

memindahtangankan;

mehjadikan sebagai objek perikatan; atau

melakukan hal selain tuj‘uan dari peminjaman, dokumen
kepemﬂﬂ;(an BMD.

(2) Peminjam b;ertangung jawab penuh untuk:

menjaga,f mengamankan, dan memelihara dokumen kepemilikan

BMD yarflg dipinjam; dan

. menanggung segala akibat hukum yang terjadi dari penggunaan

dokumerfi kepemilikan BMD yang dipinjam.

(3) Peminjam Wajib mengembalikah dokumen kepemilikan BMD pada

saat berakhirnya jangka waktu peminjaman.

(1) Peminjam

sebagai be

Pasal 298

an dokumen kepemilikan BMD dilakukan dengan tahapan

|

rikut:

a. Peminjartnan ‘dokumen  kepemilikan BMD dengan cara

meminja;mkan fisik dokumen:

1. Calori peminjam mengajukan permohonan peminjaman secara

:

tertulis kepada pengelola barang/pengguna barang/kuasa

pengguna barang bersangkutan;

2. ‘Peng(:elola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang

meneliti permohonan tersebut:

3. Dalar%n hal permohonan disetujui maka:

aj Untuk BMD pada ‘pengelola barang yang dokumen

keremilikannya disimpan di pengelola barang:

1)

2)

Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penyimpan
untuk meminjamkan Dokumen Kepemilikan BMD
tersebut; dan |

pejabat penyimpan menerbitkan bukti peminjaman yang

ditandatangani oleh pejabat penyimpan dan peminjam,;
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b) UntEuk BMD pada ﬁengguna barang yang dokumen
kepiemilikannya disimpan di pengguna barang/kuasa
perfgguna barang:

1) Pi’engguna barang/kuasa pengguna barang
|
r!nemerintahkan ‘pejabat penyimpan untuk meminjam
cilokumen kepemilikan BMD tersebut; dan

2) ]?:’ejabat penyimpan menerbitkan bukti peminjaman yang
t\élah ditandatangani oleh pejabat penyimpan dan
peminjam;

c) Unéuk BMD pada pengguna barang yang dokumen
kep!iemilikannya disimpan di pengelola barang;:

1) l%engguna barang menyampaikan permohonan kepada
pengelola barang untuk meminjamkan dokumen
liepemilikan BMD tersebut;

2) getelall permohonan tersebut disetujui pengelola barang
rinemerintahkan pejabat penyimpan untuk menyerahkan
c}lokumen kepemilikan BMD tersebut kepada pengguna
t?arang yang dituangkan dalam bukti peminjaman; dan

3) setelah pengguna barang menerima barang dokumen

‘ll{epemilikan BMD  tersebut, pengguna  barang
r?neminjamkan dokumen kepemillikkan BMD tersebut
Repada peminjam dengan menerbitkan bukti peminjaman
yang ditandatangani oleh pengguna barang/ pejabat yang
dltunjuk dan peminjam.

~ b. Penlinjamgn dokumen kepemilikan BMD dengan cara

memperliﬂatkml informasi:

1. Calon pemmjam mengajukan permohonan peminjaman secara
tertuhs] kepada pengelola barang/pengguna barang/kuasa
pengguna barang;

2. Pengelola barang/pengguna barang/ kuasa pengguna barang
meneh“u permohonan tersebut;

3. Dalam %lhal permohonan dapat disetujui:

a} untlrlk BMD pada pengelola barang yang dokumen
kepémilikannya disimpan di pengelola barang, pengelola
barzimg memerintahkan  pejabat penyimpan  untuk
mer’pperlihafkan informasi yang terdapat pada dokumen

kepémilikan BMD tersebUt;



I
|
|

b) unﬁ:uk BMD pada Pengguna Barang yang dokumen
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kepemilikannya disimpan di Pengguna Barang/Kuasa

Per;gguna Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Bajf‘ang memerintahkan  Pejabat Penyimpan  untuk

me@perliha&m informasi yang terdapat pada Dokumen

Kef)emilikan BMD tersebut;
c¢) untuk BMD pada Pengguna Barang yang dokumen

kefaemilikannya disimpan di pengelola barang;

1) |pengguna barang menyampaikan permohonan kepada
pengelola barang agara informasi yang terdapat pada
dokumen kepemilikan BMD tersebut dapat diperlihatkan
| kepada calon peminjam;

2) .setelah permohonan tersebut disetujui, pengelola barang
'memerintahkan pejabat penyimpan untuk

memperlihatkan informasi yang terdapat pada dokumen

kepemilikan BMD tersebut kepada peminjam.
(2) Bukti pemir;jama‘n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. tanggal éeminjaman;
b. tujuan p;eminjaman;
c. jangka waktu peminjaman; dan
d. identitas.f peminjam;

Pasal 299
|
(1) Jangka waktu peminjaman secara fisik dokumen kepemilikan BMD

dapat dibeﬁkm paling lama 90. (sembilan puluh) hari kalender sejak
dokumen k(fepemilikan BMD diserahkan kepada peminjam.
(2) Jangka wajktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diper‘panj ang:

a. dengan ’ mempertimbangkan tujuan peminjaman dan kondisi
geograﬁ%g dan

b. setelah ) mendapatkan persétujuan dari Pengelola Barang/
Penggur%a Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang memberikan

persetujuan peminjaman.

Pasal 300 -
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Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu peminjaman dan

peminjam belum l mengembalikan dokumen kepemilikan BMD, pejabat

penyimpan mengoiordinasikan upaya pengembalian dokumen kepemililkan
|

3MD.

i
|

Bagian Ketigabelas
Penggandaan dokumen
\ Pasal 301

(1) Dokumen kepemlhkan BMD dapat digandakan untuk tujuan:
‘a. pengelolaan BMD;
b. perpajakaln;
'c. pemeriksaian oleh apparat pengawsan internal pemerintah atau
auditor; ,
d. penyehdlkan atau penyldlkan oleh aparat yang berwenang;
~ dan / atau\
‘e. proses beracara di pengadilan oleh pengelola barang
dan/ pengguna barang/kuasa pengguna barang.
2 Penggandaan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (tl) dapat dilakukan oleh pejabat penyimpan setelah
mendapat p(;ersetujuan pengelolé barang/pengguna barang/kuasa

pengguna ba{ang.
| Pasal 302
?)enggandaan dokufnen kepemilikan BMD dilakukan dengan menempuh
-ahapan berikut: ’
|
a. Pemohon glpenggandaan mengajukan permohonan penggandaan
secara teritulis kepada pengeldla barang/pengguna barang/kuasa
pengguna }barang bersangkutan;
b. Pengelola Parang/ atau pengguna barang/kuasa pengguna barang
meneliti permohonan tersebut;
c. Dalam hali permohonan dapat disetujui:

1. untuk i BMD pada pengelola barang yang dokumen
kepemiiikannya disimpan di pengelola barang, pengelola barang
memeritntahkan pejabat penyimpan untuk menggandakan
dokumé::n kepemilikan BMD bersangkutan dan memberikan

hasil pénggandaan tersebut 'kepada pemohon penggandaan;
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2. untukg BMD pada pengguna barang yang dokumen
kepemilikannya disimpan di pengguna barang/kuasa pengguna
barang, pengguna barang/kuasa  pengguna barang
memeﬁintahkan pejabat penyimpan untuk menggandakan
dokurﬁen kepemilikan BMD bersangkutan dan memberikan
hasil pjenggandaan tersebut kepada pemohon penggandaan;

3. untuk% BMD pada pengguna barang yang dokumen
kepemilikannya disimpan di pengelola barang:

a) pen}gguna barang menyampaikan permohonan pemohon
pen}‘ggandaan tersebut kepada pengelola barang, disertai
denigan pertimbangan dari pengguna barang atas
pem?‘nohonan penggandaan tersebut;

b) dals";m hal permohonan tersebut dapat dipenuhi, pengelola
baréng memerintahkan  pejabat penyimpan untuk
menggandakan dokumen kepemilikan BMD bersangkutan
dar% memberikan hasil penggandaan tersebut kepada

perrixohon penggandaan.

| Pasal 303
Untuk keperluan{ penyimpanan dokumen kepemilikan BMD petugas
penyimpan dapat; menggandakan dokumen kepemilikan BMD atas
mersetujuan p'ejabatt penvimpan. k

| Pasal 304

(1) Dalam hal c?okumen kepemilikan BMD digandakan untuk tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1), pejabat penyimpan
'menerbitkan& bukti penggandaan yang ditandatangani oleh pejabat
penyimpan dan pihak yang menerima hasil penggandaan.

(2) Segala akib"at hukum yang terjadi dari penggunaan hasil
penggandaaﬁ dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat ‘(1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima

penggandaan:‘.
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E Bagian Keempatbelas

P;enggztnﬁan Dokumen Kepemilikan BMD
! B

| ' Pasal 305

(1) Penggantianl atas dokumen kepemilikan BMD wajib dilakukan dalam
hal dokumen kepemilikan BMD hilang atau mengalami kerusakan
yang mengaltdbatkan hilangnya informasi pada dokumen kepemilikan
BMD.

() Penguljusan\} penggantian atas dokumen kepemilikan BMD
sebagaimanait dimaksud pada :ayat_ (1) dilakukan oleh pejabat
penyimpan cia.n /atau petugas penyimpan.

(3)‘ Dalam meilakukan pengurusah penggantian atas dokumen
kepemilikan, BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat
penyimpan ci}an /atau petugas penyimpan dapat berkoordinasi dengan
pengeldla biarang dan/atau pengguna barang/kuasa pengguna
barang. !

(4) Biaya penggs%mtian atas dokumen kepemilikan BMD dibebankan pada
pihak yang karena kesalahan atau kelalainnya yang mengakibatkan
kehilangan attau kerusakan dokumen kepemilikan BMD.

(5) Dalam hal| tidak terdapat “ykesalahan atau kelalaian yang
mengakibatkian kehilangan atau kerusakan dokumen kepemilikan
BMD, biaya Iiaenggantian dibebankan pada APBD.

t
i

; Bagian Kelimabelas
| :

Ijengecekan Dokumen Kepemilikan BMD

| Pasal 306
(1) Petugas pen;impan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan
BMD sekuraz%g—kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pengecekan c}okumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakﬁkan dengan cara:
a. mencocokkan antara daftar dokumen kepemilikan BMD dengan
fisik keper"mnkan BMD; dan
b. meneliti kc;elengkapan dokumen kepemilikan BMD.

|

t

|
l
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Bagian Keenambelas

Pengembalian Dokumen Kepemilikan BMD

Pasal 307

(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dilakukan berdasarkan:
a. permohonan tertulis dari pengguna barang kepada pengelola
barang atau pejabat yang ditunjuk; dan/ atau
b. perintah pengelola barang.
(2) Pengembalia{n dokumen kepemilikan BMD dilakukan oleh pejabat
penyimpan kepada:
a. pengelola barang pejabat yang ditunjuk, untuk BMD yang berada
pada pengelola barang; atau
b. pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk, untuk BMD yang
berada pada pengguna barang.
(3) Permohonan tertulis dari pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
a. Persetujuan:
1. pemindahtanganan; atau ,
2. alih status penggunaan, untuk BMD selain tanah dan/atau
bangunan atau
b. Peralihan kepemilikan kepada pihak selain pengguna barang
sebagai akibat dari:
1. adanyé putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukmj:n tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya; atau

2. ketenf;uan peraturan perundang-undangan.

Pasal 308

(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dituangkan dalam berita
acara pengémbalian dokumen kepemilikan BMD yang ditandatangani
oleh:

a. pejabat ipenyimpan yang menyerahkan dokumen kepemilikan
BMD; dan
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Pasal 311

(1) Alih media sébagimana dimaksud dalam Pasal 309 dilaksanakan oleh
petugas pen}%impan yang dituangkan dalam berita acara alih media.

(2) Berita acaraix alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. waktu peliaksanaan;

b. tempat pelaksanaan;

C. pelaksanaélan alih media; dan |

d. jenis dan jumlah dokumen kepemilikan BMD yang di alih
mediakan?.

i

Bagian Kedelapanbelas
Prasarana dap Sarana Penyimpanén Dokumen Kepemilikan BMD
Pasal 312

(1) Dokumen kebemilikan BMD disimpan di:
a. suatu ged;ung khusus;
b. ruang teréentu dalam suatu gedung; dan/atau
c. brankas. (
(2) Penyimpanan brankas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
hanya dﬂaktilkan dalam hal kuantitas dokumen kepemilikan BMD

tidak memerlukan gedung khusus atau ruang tertentu.

Pasal 313

(1) Gedung pengfimpanan dokumen kepemilikan BMD berada di lokasi
yang jauh dar1 sesuatu yang dapat membahayakan atau menggangu
keamanan dékumen kepemilkan BMD.

(2) Lokasi gedunig penyimpanan dokumen kepemilkan BMD dapat berada
di lingkungan kantor maupun di Iluar lingkungan kantor pengelola
barang atau Fpengguna barang/kuasa pengguna barang.

 (3) Dalam hal geidung penyimpanan dokumen kepemilkan BMD berada di

luar lingkuingan kantor pengelola | barang atau pengguna

barang/ kuasia pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

perlu mempeirtimbangkan:

a. mudah dijangkau;
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b. menghinciari lingkungan jang memiliki kandungan polusi udara
tinggi; dap
c. menghind‘ari lokasi rawan kebakaran dan banjir.

(4) Dalam hal dokumen kepemilikan BMD disimpan di dalam brankas,
kbrankas dilzetakkan di dalam ruang yang tidak berpotensi
membahayakan atau mengganggu keamanan informasi dan fisik
dokumen kepemilikan BMD.

i
|
'

Pasal 314

(1) Konstruksi g(;dung penyimpanan dokumen ‘kepemilikan BMD dibuat
tahan gempai:tahan cuaca, dan tidak mudah terbakar;

(2) Gedung dan/ ?‘uangan penyimpanan dokumeﬁ kepemilikan BMD
terbuat dari bahan bangunan yang tahan api, tahan terhadap rayap
dan binatangkperusak lainnya.

(3) Gedung dan/;atau rungan penyinjpanan dokumen kepemilikan BMD
dilengkapi dengan:

a. pengatur éuhu udara;

b. pengatur kelembapan udara;

C. penghalang masuknya sinar matahan secara langsung kedalam
ruangan; ’

d. alat pencegah dan pénanggulangan bahaya api/kebakaran, antara
lain alanl;n kebakaran, tabung pemadam, pendeteksi asap,
sprinkler (i)enyemprot air otomatis), dan hydrant; dan

e. alat pence%gah kehilangan dokumen kepemilikan BMD, seperti
kamera pengawas, alat pendeteksi pencurian.

(4) Ruangan unfiuk penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dibuat

terpisah dengan ruangan untuk pengolah data atau ruang kerja
petugas penyi;mpan‘
|
Pasal 315

srankas penyimpanian dokumen kepemilikan BMD memiliki kriteria:
|
a. terbuat da_r‘i material yang tahan cuaca, tidak mudah terbakar dan
tahan api; ] '
b. tidak berpotens.1 merusak dokumen kepemilikan BMD; dan
c. d11engkap1 dengan alat/sistem pengcegah kehilangan dokumen
kepemlhkan BMD, seperti kunci manual, kunci dengan

kombinasi angka, atau kunci digital.

:

|
|
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Bagian Kesembilanbelas

| |
Peralatian Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD
|

g Pasal 316

(1) Peralatan £Iang dibutuhkan = untuk penyimpanan dokumen
kepemilikan i BMD di gedung khusus dan/atau ruangan tertentu
sekurang- klilrangnya terdiri atas:

a. Lemari atétu rak penyimpanan; dan
b. Alat pengciﬂah data.

(2) Peralatan setj;agaimana dimaksud pada ayat}(l) memenuhi kriteria:

a. terbuat dari material yang kuat dan tidak berpotensi merusak
dokumenjkepemﬂikan BMD; dan ‘

b. memberi jkemudahan untuky mengakses dokumen kepemilikan
BMD. ‘ :

- (3) Alat pengolalh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi tetapi tidak terbatas pada komputer, alat pemindai (scanner),
dan printer. ’ |

(4) Dalam hal hiperlukan, penyimpanan dokumen kepemilikan BMD
-digedung kh[usus dan/atau ruangan tertentu dapat pula dilakukan

dengan menégunakan brankas.

Bagian Keduapuluh
Biaya

Pasal 317
| _
Biaya penyimpanan dokumen kepemilikan BMD serta penggandaan

nrasarana dan sarana penyimpan wajib dibebankan pada APBD Kabupaten
3ombana, termasuk honorarium Periyimpan Dokumen pada Pengelola

Barang dan Pengglfma Barang serta Bidang Aset setiap tahunnya.

’
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| ‘ Bagian Keduapuluhsatu

Sanksi Administratif

|

| Pasal 318

Setiap kerugian daéerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian
atas penyimpananj: dokumen kepemilikan BMD diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undaﬁgan dengan syarat semua ketentuan
npada pasal 317 } telah dipenuhi oleh Pemerintah daerah Kabupaten
3ombana. |

Pasal 319

(1) Pegawai Apfaratur Sipil Negara yang 'karena kesalahannya atau
kelalaiannyz;. mengakibatkan kehilangan atau kerusakan dokumen
kepemilikan‘{ BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1),
dikenai hu:kuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—ﬁndangan di bidang hukuman disiplin aparatur daerah.

(2) Pengenaan hukuman disiplin sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengjesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 318. |

i
1

Bagian Keduapuluhdua

! Ketentuanvy Lain-Lain

Pasal 320

Retensi dan pen{yusutan dokumen pendukung bukti kepemilikan BMD,
g

dokumen pengelolaan BMD, dokumen hasil penggadaan, dan hasil alih

media dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kearsip{an.
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Bagian Keduapuluhtiga

Ketentuan Peralihan

Pasal 321

Pada saat Peratura:n Bupati ini mulai berlaku:

|
a. Pengelola barang tetap menylmpan dokumen kepemilikan BMD

berupa kendaraan tanah dan/atau bangunan yang sudah
dlserahka}n penyimpanannya oleh pengguna barang/kuasa
pengguna barang kepada pengelola barang dalah hal ini
mendelegfasikan ke Bidang Aset;

b. Pengelolaf barang segera mengembalikan dokumen kepemilikan
BMD sel:jain kendaraan, tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkaim kepada penyimpanannya oleh pengguna barang/kuasa

pengguna barang kepada pengelola barang.

Pasal 322

Pengguna baran;g menyerahkan dokumen kepemilikan BMD berupa
~ r

kendaraan, tanah dan/atau bangunan yang masih berada dalam

penguasaannya kepada pengelola barang paling lama 1 (satu) tahun setelah

Peraturan Bupat1 ]Ill berlaku.
BAB VII
ASURANSI BARANG MILIK DAERAH

Bagian Pertama
|

f Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 323

| |
)] Pengelola ﬁmwg Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.

(2) Pengelola }garang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab
melakukani koordinasi pengasuransian barang milik daerah.

|
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Pasal 324

(1) Pejabat Peq'atausahaan Barang Pengelola adalah Kepala Badan
Keuangan D;aerah,

(2) Pejabat Penajtausahaan Barang Pengelola memiliki kewenangan dan
tanggung javivab :
a. menetapl{:an rencana pengasuransian BMD; dan
b. menyamﬁaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola

Barang. |

Pasal 325

(1) Pengurus Br%u*ang Pengelola adalah Kepala Bidang Aset Daerah BKD
Kabupaten }:30mbana

(2) Pengurus Bejtrang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab untul{; :
a. menyusup rencana pengasuransian BMD;
b. membua‘;t perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan

c. menyusujn laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

Bagian Kedua
Umum

Pasal 326

(1) BMD yang dapat d1asurans1kan adalah BMD berupa:
a. gedung dan bangunan;
b. alat angkutan darat/apung/udara bermotor;
c. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(2) BMD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan
kriteria : T
a. Mempun;yai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila
rusak atjau hilang. '
b. menunjaimg kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerinicah daerah.
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| Bagian Ketiga

; Perencanaan _

Pasal 327

|
(1) Pengurus ba.rang, pengelola menyusun rencana
pengasurans*an BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
(2) Rencana Pengasurans1an BMD sekurang-kurangnya memuat :

a. Data BMD’ sesuai Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna
Barang. | |

b. Jenis resiko yang akan dipertanggungkan; dan

c. Jangka Waktu pengasuransian BMD.

(3) Rencana sebagmmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
| Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola untuk dilakukan penelitian
atas rencana pengasurans1an BMD yang disampaikan oleh Pengurus

Barang Pengelola

(4) Penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:

a. kebenaran data rencana pengangsuransian BMD yang sekurang-
kurangnyai mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang di semua
Pengguna Barang;

b. kesesuaiaril resiko yang akan dipertanggungkan pada rencana
pengasurafnsian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada;

dan

c. kesesuiang BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan
sebagaim@a dimaksud dalam Pasal 326.

(5) Berdasarkan ;penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat
Penatausaha?n Barang Pengelola menetapkan rencana
pengasuransi}an BMD.

(6) Berdasarkan iPenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
Bidang Aset ‘Daerah menyusun anggaran untuk pembayaran premi
dan biaya 1a1'1"1—1ain terkait pengasuransiankBMD.

(7) Penyusunan 1 anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mempeﬁmb?ngkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan
sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. ‘
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|
(8) Anggaran 'pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar
Pelaksanaanr Anggaran (DPA) BKD.

Bagian Keempat

Tata Cara Asuransi

\ Pasal 328

(1) Pengadaan ansa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.

2 Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

,dilaksanaka}n sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa

Pemerintah.

Pasal 329

(1) Pengasuran[s*,ian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pengurus

| barang pengelola dengan pimpinan perusahaan asuransi.
!

(2) Perjanjian sébagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya

memuat : |

- a.

o

5o e oo

[orey
.

.

data BMb yang diasuransikan;
|
para pihgﬁlk yang melakukan perjanjian;
hak dan ikewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;

! .
. jenis resilko yang dipertanggungkan,;

Nilai Per’;canggungan;
besaran Premi;

jangka. wiaktu pertanggungan asuransi;

. mekanisme pembayaran premi;

mekanis'lme penyelesaian klaim;

. pengakh’iran perjanjian pengasuransian BMD; dan

penyeles;aian perselisihan.

\ Pasal 330

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329

ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

APBD.
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Pasal 331

(1) BMD pada v[Satuan Kerja yang | diasufansikan segera mengajukan
permohonan klaim melalui BKD :kepada perusahaan asuransi dalam
hal terjadi rjesiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian
sebagaimanag} dimaksud dalam Pasal 328.

(2) Pengajuan ﬁermohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan s:esuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian

sebagaiman% dimaksud dalam Pasal 328 ayat (2.

Pasal 332

M Penyelesaiaﬁ klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa

a. perbaikar};
. b. pengganﬁan dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan;
dan/ atau
c. uang tuna1 setidak-tidaknya dengan Jumlah yang setara dengan
nilai BMD yang dlpertanggungkan
) Penyelesauaq klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang
dapat berup?a :
a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang
diperjanj 1kan, dan/atau
b. uang tunjaj setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan
nilai BM[? yang dipertanggungkan.
3) Penggantiarfl atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian
pemakaiang barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang
melakukan‘ kelalaian tersebut dalam menggantl kerugian

daerah/ Negara sesuai dengan peraturan perundangan— undangan.

l‘

|
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Bagian Kelima

Penatausahaan

Pasal 333

(1) Dalam hal éperusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD
yang rusa.k?E maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan
melakukan IE)encatatan atas nilai perbaikan dimaksud.

(2) Pencatatan %ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketjentuan peraturan - perundang-undangan di bidang

akuntansi pémerintahan.

l
\ Pasal 334

(1) Dalam halg perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam
bentuk barfang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna
Barang BjMD yang diasuransikan mengajukan permohonan
penghapusfan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.

2) Penghapusfan BMD sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai den’gan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang
pengelolaaf; BMD. |

(3) Pengguna gBarang melakukan penatausahaan terhadap barang
pengganti gfang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.

4) Penatausal:laan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang
penatausalllaan BMD.

’ Pasal 335

(1) Dalam haléperusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang
rusak ataljl hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan
Asuransi I;nenyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten; Bombana sebagai penerimaan lain-lain.

2) Penyetorar';l uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar satQan kerja bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran

dalam ran;gka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru
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atas BMD y;ang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara
revisi angga;ran.
Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 336

(1) Kepala BKIP menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan selbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
b. jenis res{ko BMD yang dipertanggungkan;
c. jangka vs{[aktu pengasuransian BMD;
d. identitasj Perusahaan Asuransi;
e. jumlah I;’rerni yang dibayarkan,
f. Nilai Per;tanggungan; dan

g. data per%gajuan klaim dan penyelesaian klaim.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

| Pasal 337

Semua biaya yaﬁg timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati

ini dibebankan p%ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedelapan
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 338

(1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh
Bupati dalém bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
2) Pengawasajn atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh

Inspektorai: Kabupaten Bombana sesuai dengan kewenangannya.
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BAB VIII
PENILAIAN

‘ Pasal 339

(1)" Penilaian ba;rang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan
neraca pemeirintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Penilaian ba%rang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan% untuk:

a. pemanfaaitan dalam bentuk pinjam pé_xkai; dan
b. pemindahitanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan 1§1i1ai barang milik daerah dalam rangka penyusunan
neraca pemzerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada
Standar Aku'intansi Pemerintahan (SAP).

(4) Biaya yang c;liperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah
dibebankan pada APBD.

t
1

Pasal 340

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
“dalam rangk%a pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pefmen'ntah; atau
b. Penilai Pu;blik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Penilai selam Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik
Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
-pemerintah. | |

(3) Penilaian ba%ang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakau‘:} untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan
ketentuan pératuran perundang- undangan.

(4) Nilai wajar sebagalmana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari

hasil pemlalan menjadi tanggung jawab Penilai.
;

: Pasal 341

(1) Penilaian ba}‘ang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
dalam rangké[l pemanfaatan seperti penjualan sisa bongkarang gedung

dan bangunan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang

E
‘
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- ditetapkan <))leh Bupati, dan dapét melibatkan Penilai yang ditetapkan
" Bupati. | '

(2) Tim sebagai;mana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir
harga yang lgnsumya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.

(3) Penilai sebégaimana dimaksud pada ayat (1} adalah Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik.

(4) Penilaian barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
- apabila dﬂalkukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik
-dilaksanakaﬁ untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan
- ketentuan pf\:raturan perundang- undangan.

(5) Apabila peni}laian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
oleh Pengufus Barang Pengelola atau Pengguna Barang tanpa
mehbatkan Pemla; hasil penilaian barang milik daerah merupakan
nilai taksuan dan tetap dapat digunakan sebagai nilai dalam rangka
pemanfaatam1 atau pemindahtanganan dengan mempertimbangkan
efisiensi penégunazxn anggaran.

(6) Hasil penilai?n barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dltetapkan oleh Bupati.

|
|

| Pasal 342

t
y

(1) Dalam kondiéi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali
dalam rangk.'%l koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah
ditetapkan daiam neraca pemerintah daerah.

(2) Penilaian kembah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

| proses revalua31 dalam rangka pelaporan keuangan sesuai dengan
Standar Akurl1tan31 Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya
dilaksanakan isesuai dengan standar penilaian.

(3) Keputusan mengenal penilaian kembali atas nilai barang milik daerah
dllaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara

nasional.

(4) Ketentuan pemeﬁntah yang berlaku secara nasional, sebagaimana
dimaksud pa%ia ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah uﬁtuk seluruh entitas pemerintah daerah.
b

|
|
t
\
|
\
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BAB IX
TATA jCARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 343

(1) Barang milik daerah yang bersifat khusus, adalah barang-barang

yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, antara lain yaitu:

a.

Rumah Qegwa. golongan III yang dijual kepada penghuninya
yang sah.

Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

Bupati;

Wakil Fupati;

Mantan Bupati;

Mantan Wakil Bupati;

Pimpinan DPRD; atau

Mantan Pimpinan DPRD

A ol o

(2) Barang milik daerah bersifat khusus antara lain yaitu :
|

a.

tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk

kepentingan umum;

. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya

digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum
dalam DQkumen Pelaksanaan Anggarah (DPA);

selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan
kahar (fofce majeure);

bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual
kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun

kembali = maupun tidak akan dibangun Kembali dengan
pertimbahgan tertentu atau

selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu
juta rupiah) per unit.

negara golongan I dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara
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golongan IIIi kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai

dengan data! dan dokumen: |

a. surat perinyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan
III yang n‘\lenyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk
dijual tidak dalam keadaan sengketa;

b. keputusap penetapan status rumah negara golongan III;

C. persetuju;ea.n pengalihan dan penetapan status penggunaan
barang m;ilik daerah;

d. Surat [jin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;

e. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan
bangunan rumah negara golongan III; dan

f. surat pexz'nyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara
golongan 1III dari Pengguna Barang rumah negara golongan III.

(2) Pe‘nggurna Bérang rumah negara golongan III bertanggung jawab
penuh | atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen
sebagaimana% dimaksud pada ayat (1).

| Pasal 347

(1) Rumah negalra yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara
golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan
tidak dalam keadaan sengketa.

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1),
diperhitungk?n berdasarkan pehetapan status atau pengalihan
status oleh B:upati.

(3) Rumah negaira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
hanya dapat) dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan
-penghuni melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan
permohonanl penigalihan apabila yang bersangkutan telah
-mempuhyai imasa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai
pegawai nege;ri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal ‘s%uami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin
Penghunian )(SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III,
maka pengaﬁhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dlbenkan kepada salah satu dari suami dan istri yang
bersangkutan dan belum pernah membeh atau memperoleh fasilitas

|
|



|
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rumah danZatau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan
| perundang—ﬁ\ndangan.

(6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh
“rumah daﬂ/ atau tanah dari- pemerintah, tidak dapat lagi
mengajukan, permohonan pengalihan hak atas rumah negara
golongan III.

(7) Pengalihan Ilqak rumah negara golongan Il kepada penghuninya
ditetapkan ol‘eh Bupati/

I

|

Pasal 348

(1) Penghuni ruimah negara golongan III yang dapat mengajukan
permohonan‘fg pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus
memenuhi sy;arat—syarat sebagai berikut:

a. Pegawai n!egeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
1. memplinyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun; 3} ‘
2. memiliIFi Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
3. belum i;pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/ atr‘?lu tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perund%a.ng-u ndangan yang berlaku.
b. Pensiunari’ pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkuitan;
1. menerima pensiun dari Negara;
2. memﬂil\;i Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
3. belum ;pemah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/ atz:}u tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Janda/ duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangku{tan: ‘
1. masih iberhak menerima tunjangan pensiun dari Negara,
yang: |
a) alma{rhum suaminya/isterinya sekurang- kurangnya
merqpunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
b) masé kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah
denéan jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi

jandé/ duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
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tahhn

2. mem111k1 Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
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3. belumI pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/ atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. |

d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan
sebagai p;ahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berl(!aku:

1. masih'berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

|

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/ a;tau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

e. Pejabat rfegara, janda/duda pejabat negara:
1. fnasih‘ berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memil{iki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan
perun;dang—undangan yang berlaku.

(2) Apabila pefnghuni rumah negara golongan III sebagaimana
dimaksud &)ada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan
permohonarfl pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat
diajukan oleh anak sah dari penghuni yéng bersangkutan.

(3) Apabila péegawai negeri  sipil pemerintah daerah yang
bersangkut%ln /penghuni  yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud p';ada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah,
maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah.

(4) Atas permo;[honan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna
Barang merilgajukan usulan penjualan }rumah negara golongan III
Kepada BuI!)ati. |

(5) Bupati mélakukan penelitian  dan pengkajian sebagai bahan
| pertimbang?l'm persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan
penghuni r}umah negara golongan IIl sebagaimana dimaksud pada
ayat (4). ‘
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Pasal 349

(1) Bupati - melalui Pengelola Barang ménugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas rumah negara golongan Il yang akan
dialihkan da£ hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam melékukan penelitian  dan pengkajian sebagaimana
“dimaksud dalam Pasal 348 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan
'disampaikani kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan

‘persetujuan penjualan rumah negara golongan III.

(4) Bupati menyetujul dan menetapkan pengalihan hak rumah negara
golongan 111 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1)1: dan ayat (3).

(5) Persetujuan éebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
| menerbltkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan
surat keputusan

(6) Pelaksanaan[ penjualan barang milik daerah berupa rumah negara

- golongan I1I dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada
Bupati dengan melampirkan sélinan keputusan pengalihan hak
rumah negafra dan penetapan harga rumah negara golongan III

o setelah penefbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) Bupati

; membe’ritahlf.tkan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan

I dis:ertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni

" rumah nega:;‘a golongan III.

|

i
|
|
b
1

Pasal 350

(1) Berdasarkal}l persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498

~ayat () Bhpati menetapkan -harga rumah beserta tanahnya
berdasarkan hasil penilaian.

(2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dltetapkan sebesar 50 % (hma puluh persen) dari nilai wajar.
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Pasal 351

(1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa
beli.
(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara
golongan III. :

(3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan

secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.

(4) Apabila rurAah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang
sebagaimané. dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat
dilakukan secara tunai.

(5) Pembayaran’ angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima
puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar

- penuh pada& saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang
 sisanya dianfgsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 {dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan

" peraturan perundang-undangan.

Pasal 352

(1) Penghuni - yang telah membayar lunashargarumah negara

- golongan III beserta tanahnya, memperoleh:
~ a. penyerahan hak milik rumah; dan
b. pelepasan hak atas tanah.

(2) Penghuni )}ang telah memperoleh penyerahan hak milik dan

pelepasan flak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
~ wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan p[eraturan perundang- undangan yang berlaku.

(3) Pelepasan ﬂak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah
serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan
dengan kepliltusan Bupati. |

(4) Bupati men_grerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah
dan pelepafsan hak atas tanah kepada penghuni yang telah
membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai

~ perjanjian sewa beli sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 351 ayat
(2). | |
Penghuni yéng telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak

milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud
|

|
7
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pada -ayat| (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk
memperoleh! sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Surat keputﬁsan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak
atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar
Barang M111k Daerah.

f Bagian Kedua
Tata Cara Penjuaian Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara,

Mantan Pejabat Nciegara Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pimpinan
| ' DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD

Pasal ;353

) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
a. telah beru31a paling singkat 4:(empat) tahun:
1. terh1t1'mg mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau
2. terhitt{mg mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
peroleihan selain tersebut pada angka 1.
b. sudah udak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2) Syarat kendfaxraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang -kepacila pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5
(lima) tahun&

- a. terhitung mulai tanggal; bulan, tahun perolehannya, untuk
peroleharfx dalam kondisi baru; atau
b. terhitungﬁr mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
| perolehar'l selain tersebut pada huruf a.

(3) Kendaraan tPerorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang
kepada leplnan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan
Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitlfmg mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk

peroléhan dalam kondisi baru; atau




| -181-

| —

2. terhituing mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perole}ilan selain tersebut pada ahgka 1.
b. sudah tidiak diperlukan bagi penyelenggaran tugas Pemerintah
daerah. |

(4) Kendaraan I?erorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang
kepada maréltan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan
Perorangan ]ii)inas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan
Dinas dimak%ud: ,

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitu[ng mulai tanggal, bﬁlan, tahun perolehannya, untuk
peroleﬁan dalam kondisi baru; atau
2. terhituing mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk
perolel'ilan selain sebagaimana dimaksud pada angka l; dan
b. sudah tldak diperlukan lagi = penyelenggaraan tugas
pemerintaﬁan daerah.

(5) Kendaraan l?erorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang
paling banya}k I {satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan
Pimpinan DP‘RD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

(6) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama
1 (satu) tahlim sejak berakhirnyé masa jabatan Pimpinan DPRD

yang bersangkutan.
|

i Pasal 354
(1) Syarat Pejab%:lt Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) ta]hun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai
tanggal dif:etapkan menjadi Pejabat Negara;

b. tidak sede{mg atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman i’lukulnan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Secara bertuli'ut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

‘adalah secarfa berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi

yang sama aﬁau pada instansi yang berbeda.
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|
f: Pasal 355
) Pejabat Negéra mengajukan permohonan penjualan kendaraan

' perorangan dlnas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat
Negara. ‘ '

(2) Tahun tera1£<hir periode jabatah Pejabat Negara sebagaimana
dimaksud paha ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan
Pejabat Negarlra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan. | ‘

(3) Kendaraan p(ierorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling
banyak 1 (sa‘rtu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara,
untuk tiap pe;njualan yang dilakukan.

|

;f

} Pasal 356

: (1) Mantan Pejaﬁat Negara yang dapét membeli kendaraan perorangan

dinas tanpa Aaelalui lelang memenuhi persyaratan:

a. telah merPilild masa kerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) ta‘hun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai
tanggal d{itetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan
berakhirnya masa jabatan;

b. belum pejmah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui leiang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai
Pejabat Nejgara; :

c. tidak sedéng atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
dan [ B
d. tidak dlberhentlkan dengan tidak hormat dari jabatannya.

(2) Secara berturut—turut sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah secarg berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi
yang sama atiau pada instansi yang berbeda.

|
|
| Pasal 357

t

(1) Kendaraan ﬁerorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang
kepada man'tan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit
kendaraan b?gi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap

penjualan ya;ng dilakukan.

\
\
\
|
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(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan
kendaraan perorangan dinas pahng lama 1 (satu) tahun sejak

berakh1rnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

?

Pasal 358

(1)’ Pegawai ASI\‘i yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalur'i lelang memenuhi persyaratan:
‘a. telah merpiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15
(lima lfaelas) tahun atau lebih secara
b. berturut—{éurut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai
pegawai nfegeri sipil;
c. telah mer{duduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat
5 (lima} tahun dan
d. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman ;hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(2) Masa jébata%n paling sedikit 5 {lima} tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah masa jabatan baik dalam instansi yang
sama atau ]_i')ada instansi yang berbeda sébagai Jabatan Pimpinan
Tinggi Mady%l.
| Pasal 359

(1) Pimpinan DEPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas
tanpa melah}li lelang harus memenuhi persyaratan:

a. telah mt%miliki masa Kkerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) t:ahun atau lebih secara berturut turut, terhitung mulai
tanggal d:itetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan

b. tidak se([iang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman‘ hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

c. sudah tl'dak diperlukan bagi penyelenggaran tugas Pemerintah
daerah.

(2) Permohonan penjualan Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode
Jabatan lepman DPRD. |

(3) Kendaraanl Perorangan Dinas yang dljual tanpa melalui lelang
paling banxak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan

DPRD, untlélk setiap penjualan yang dilakukan.

|
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Pasal 360

lantan Pimpinan bPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas

ranpa melalui lelanig harus memenuhi persyaratan:

a. telah mexjnﬂiki masa kerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) tai‘hun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai
tanggal diitetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan
berakhirniya masa jabatan; ‘

b. belum pe’irnah membeli Kendaraan perorangan Dinas tanpa
melalui Iélang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai
lepman DPRD

c. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,;

dan | |

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

|
|

; Pasal 361

~engguna Barang imenentukan harga jual kendaraan perorangan dinas
rang dijual kepaaa Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai
1SN/Pimpinan DPISD/ mantan DPRD yang dilakukan tanpa melalui lelang

siengan ketentuan :jsebagai berikut:

a. kendaraatjl dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7
(tujuh) taflun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen)
dari nilai wajar kendaraan,;

b. kendaraan dengan umur lebih dan 7 (tujuh) tahun, harga
jualnya %dMah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar

kendaraani.

i

Pasal 362

|

embayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan

nerorangan dinas tanpa lelang dﬂakukan dengan

a. pembayara}m sekaligus, bagi Pejabat Negara/ mantan Pejabat
Negara / Eimpinan DPRD / mantan Pimpinan DPRD;

b. pembayarailn secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi
pegawai AéN.
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Pasal 363

i
|

Pembayaran sebaéaimana dimaksud dalam Pasal 362 dilakukan melalui

nenyetoran ke rekeining Kas Umum Daerah:

a. paling lanlla 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya

surat peréetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan

b. sesuai r[pekanisme yang diatur dalam perjanjian antara

Pengguna? Barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran

angsuran.

Pasal 364

Apabila pembayairan atas penjualan kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dima;ksud dalam Pasal 364 belum lunas dibayar maka:

a.

~kendaraari1 tersebut masih berstatus sebagai barang milik

daerah;

. kendaraar;l tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;

biaya pert;)aikan /pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat
Negara/ mantan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/mantan
Pimpinan DPRD atau Pegawai ASN; dan

. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan,

disewakaril, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

|

Pasal 365

(1) Pejabat Negzlira, mantan Pejabat, Pimpinan DPRD dan mantan

Pimpinan D:PRD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud da}lam Pasal 362 huruf a, Pasal 363 huruf a, dan Pasal

364, dicabut :haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

(2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 362 huruf b, Pasal 363 huruf b, dan Pasal

364 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas

tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat
dikembalikan{. | '

(3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat

Negara/ mantan Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan
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DPRD sebagéimana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN
sebagaiman% dimaksud pada ay.at (2), digunakan kembali untuk

pelaksanaan tugas.

| |
\
| Pasal 366

(1) Biaya yangé telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas‘ yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan, r{nenjadi tanggungan Pejabat Negara ,Pimpinan DPRD
atau Pegawiai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas
tersebut dal’n harus dibayar : sebagai ‘tambahan harga jual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361.

(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan sébagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain

pemeliharaah rutin atas kendaraan perorangan dinas.

| Pasal 367

(1) Pejabat Negi’ara, Pimpinan DPRD atau Pegawai ASN yang pernah
membeli ker&daraan perorangan }dinas, dapat membeli lagi 1 (satu)
unit kendaﬁaan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah
jangka waktt‘g 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

(2) Pembelian kjiembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud qada ayat (1) dapat dilakukan dan Pimpinan DPRD
sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat

Negara secara berkelanjutan.

i Pasal 368
(1) Penjualan kiendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, diawali dengan
pengajuan p’ermohonan penjualan oleh:
a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat
Negara; |
b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;

C. Pimpinan‘i DPRD, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat
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Negara,;
Mantan Pimpinan DPRD, paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;

|

Pegawai ASN.

(2) Pengajuan 1[:)ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

|

: dlsampalkan oleh:

a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;

oo o

e.

|
Mantan Pejabat Negara kepada Bupati;

Pimpinan% DPRD kepada Pengguna Barahg;
: | .

Mantan Piimpina DPRD kepada Bupati; dan

Pegawai ASN kepada Pengguna Barang.

(3) Surat Perm(;honan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

antara lain: |

- a.

b.

J

data pnbadl berupa nama, Jabatan, alamat dan tempat/tanggal
lahir; dan

alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.
i

F

Pasal 369

(1) Surat PermoPonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (3)

dilampiri dokumen pendukung.

(2) Dokumen peindukung sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) bagi

Pejabat Negéra /mantan pejabat negara, antara lain:

- a.

fotokopi &surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara
atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat

Negara; |

. fotokopi kartu identitas;

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau
pernah membeh kendaraan perorangan dinas tanpa lelang
setelah Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian
pertama bag1 Pejabat Negara;

dalam hgl Pejabat Negara . mengajukan pembelian kembali
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi
surat kegutusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembeliaug pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana

|
dimaksud pada huruf c;
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surat peli'nyataan yang menyatakan belum pernah membeli
kendaraa‘in perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat
yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat
Negara; dan -

surat pemyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak
pernah dltuntut tindak pidana dengan ancaman hukuman

pidana p?njara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

pegawai ASN, antara lain:

a. fotokopi t,surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris

Daerah P':rovinsi; ,

fotokopi ;surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil; |

fotokopi kartu identitas; ,

surat pernyataan yang menyétakan belum pernah membeli atau
pernah }nembeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang
setelah Jangka waktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan
surat pernyatdan yang menyatakan tidak sedang atau tidak
pernah dltuntut tindak pldana dengan ancaman hukuman

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 370

(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 368 ‘ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan

permohonani penjualan, antara lain:

a. data adrmmstram kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasa}l dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan

dinas tanpa melalui lelang.

(2) Dalam hal; persiapan permohonan penjualan sebagaimana

dimaksud piada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui

: Pengelbla B:arang mengajukan usulan pénjualan kepada Bupati

| selaku pemiegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
disertai: |

a.
b.

. C.

fotokopi };%uku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

surat pérmohonan dan dokumen pendukung sebagaimana
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I —
|
| o
dimaksud dalam Pasal 369 ayat (2) dan ayat (3);

d. rincian b%aya yvang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli
dalém jar}lgka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualar}; dan

‘e. surat pei'nyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada
kendaraain pengganti. _

(3) Bupati melafkukan penelitian atas usulan permohonan penjualan

sebagaimané dimaksud pada ayat (2).

4) Dalam‘melaltiukan penelitian sebagain‘iana dimaksud pada ayat (3),

Bupati membentuk Tim untuk:

a. melakukajm penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohoﬁan penjualan barang milik daerah;

b melakuka;m penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik
| kendaraa}‘n perorangan dinas yang akan dijual dengan data
administfiatif.

(5) Hasil peneliﬁm sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan

dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan

kepada Bupé.ti melalui Pengelola Barang. .

(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
- melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan
dijual. |

(7) Hasil penilaiian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan

sebagai das%r penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

|

, Pasal 371

(1) Pengelola Bérang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
berdasarkamj§ hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud
“dalam Pasal% 370 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas

' kewenanganhya. |
(2) Apabila pers:etujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melebihi bajtas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan

penjualan te]rlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas
~yang akan idijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian
sebagaimané. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit
\
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memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;
b. nilai perolehan;

|

c. nilai buku;
d. harga Jual kendaraan perorangan dinas; dan
~e. rincian b1aya vang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk
perbalkan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1)
untuk Pegabat Negara, Pimpinan DPRD dan pegawai ASN.

(4) Dalam halL Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan
secara tertuhs kepada pemohon melalui Penggelola Barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebaga1mana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan
dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengguna Barang menylapkan perjanjian penjualan kendaraan
perorangan’;dmas yang ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN.

(7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit
memuat: -

a. identitas pegawai ASN;

b. data kendaraan perorangan dinas;

c. bentuk ﬁ)embayaran dah jangka waktu; dan
d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 372

(1) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD melakukan pembayaran ke Kas

Umum Daérah, terdiri dari:

a. pembelign kendaran perorangan dinas sesuai harga jual
kendarafan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36%1; dan

b. biaya yjang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka waktu 1 (satu} tahun sebelum adanya persetujuan

penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1).
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(2) Mantan Pejabat Negara/mantan Pimpinan DPRD melakukan
pembayaranf ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361.

(3) Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri
dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual
kendaraa}1 perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 361; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikafl kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam
jangka Waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1).

(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang
dibuktikan jdengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(5) Pengelola  Barang/Pengguna Barang mengajukan  usulan
penghapusém barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan
dan pengéndalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan
kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing—maéing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Kendaraan | perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan
dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 353 serta tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan
penjualan éecara lelang.

Pasal 373

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal
perencanaan penigadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti
perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan

digunaﬁan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri
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Pasal 376

(1) Dalam ranéka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan
penilaian. [
(2) Dikecualika;n dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

| |
untuk pemi{ndahtanganan dalam bentuk hibah dan penjualan barang
sisa bongkaran dengan mempertimbangkan efisiensi.
| .
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

mendapatk;n nilai wajar.
|

Bagian} Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan
: Pasal 377

(1) Pemmdaht§nganan barang milik daerah yang dilakukan setelah

mendapat persetujuan DPRD untuk:

a. tanah d%ln/ atau bangunan; atau ,

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
RpS.OOd.OO0.000,- (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtelmganan barang mﬂik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
memerlukaln persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah qdak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah d:isediakan dalam dokumen penganggaran;
c. dipemn}:ukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan;
d. dipemn;tukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasa:‘i pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan
yang teljah memiliki kekuatah hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentué.n perundang- undangan, yang jika status kepemilikannya
diperta};lankan tidak layak secara ekonomis.
|
|

}
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Pasal 378

| R |
(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata

ruang wilajirah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 377 Iayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah

dan/atau I)angunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan

dan/atau fung31 kawasan mlayah

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota

sebagalmana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian

yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan

tersebut

Bangunan yang
pengganti sudah

dimaksud dalam

PasaI 379 :

‘harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan

disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana

Pasal 377 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang

dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut

dlrobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang

sama (rekonstruks1) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan

dalam dokumen penganggaran.

Pasal 380

Tanah dan/atau bangunan dlperuntukkan bagi pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
377 ayat (2) huru‘f c, adalah:

a. tanah dan/ atau bangunan yang merupakan Kkategori rumah

negara/¢ daerah golongan III

b. tanah yang merupakan tanah kavhng yang menurut perencanaan

awalnya! untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil

pemerin';cah daerah yang bersangkutan.

Pasal 381

(1) Tanah dan / atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan

umum seb;agaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2} huruf d,

adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan
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yang menyaingkut kepentingan bangsa dan negara, Masyarakat luas,

- rakyat baﬁyak/ bersama, dan/atau kepentingan pembangunan,

termasuk qiantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup

hubungan bersahabatan antara negara/daerah dengan negara lain

atau masya}rakat /lembaga internasional.

(2) Kategori bid;ang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain sebagai berikut:

a.

TR M 0 o

ko
.

jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan,
jalan tolj dan rel kereta api;

saluran \ air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
waduk, %bendungan dan bal?gunan pengairan lainnya, termasuk

saluran irigasi;

. rumah siakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

pelabuh«;e\n, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
|
tempat ilbadah;

sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

. pasar umum;

fasilitas ;pemakaman umum;

fasilitas | keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjlr lahar dan 1a1n—laun bencana;

sarana (%an prasarana pos dan telekomunikasi;

sarana (‘1an prasarana olahraga untuk umum;

. stasiun i)enyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya

untuk lc%mbaga penyiaran publik;

. kantor f)emerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikﬁtan Bangsa—Bangsa dan lembaga internasional di bawah

|

naungan Perserikatan Bangsa—Bangsa,

. fasﬂltas’ Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Repubhk Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
rumah susun sederhana;

tempat pembuangan sampah untuk umum;

r. cagar al%a.m dan cagar budaya,;

< g &0

promosij budaya nasional;

pertamanan untuk umum;

|

. panti sosial;

lembagai pemasyarakatan; dan
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w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik
termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat terpisahkan.
Pasal 382

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 383

(1) Pemindahténganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiéh) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar
menukar dén penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
nilai peroléhan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Usul untulF memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan per tiap usulan.
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Pasal 386

(1) Dalam ranéka penjualan baréng milik daerah dilakukan penilaian
untuk men(jiapatkan nilai wajar.

(2) Dikecudik%n dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah baéi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang
diperlukan 3untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai
jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang
ditetapkan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara

lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) dilakukan
dengan merinperhitungkan faktor penyesuaian.

(4) Nilai Sebag(f';v.imana dimaksud pada ayaf (4) merupakan limit/batasan
terendah yaémg disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan
nilai limit. | :

(5) Nilai limit/gbatasan terendah sebagairhana dimaksud pada ayat (5)
adalah hargga minimal barang yang akan dilelang.

(6) Nilai limitj sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Bupati selaku penjual. |

Pasal 387

(1) Barang miiik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak

| laku dijuali pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak
1(satu) kali.

(2) Pada vpelakjsanaan lelang ulang'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilak;ukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah
sebagaimaléla dimaksud pada ayat (i) tidak laku dijual, Pengelola
Barang ménindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar
menukar, jhibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4) Pengelola ]i3arang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan

Bupati. -
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Pasal 388

(1) Barang mil%k daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak lakuj dijual pada lelang pertama dilakukan lelang ulang
sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Pelaksanaa{n lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan I?enilaian ulang. |

(3) Dalam hal ;setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat l(l) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti
dengan pf,injualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau

: penyertaan!modal.

(4) Pengelola B%arang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayaté (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan lsetelah mendapat ‘persetrujuan Bupati untuk masing-
masing keglatan bersangkutan. .

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat

dilaksanakén, maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 389 .

(1) Hasil penjualan barang milik daerah Wa_]lb disetorkan seluruhnya ke
rekenmg Kas Umum Daerah.
(2) Dalam hal ‘barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum

Daerah maka:

a. Pendapefitan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam
rangka Iipenyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas
dan fun;gsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan
daerah T yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan
Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam
rangka }selam penyelenggara}an tugas dan fungsi Badan Layanan
Umum paera_h merupakan penerimaan daerah yang disetorkan

seluruhjnya ke rekening Kas Umum Daerah.



-200-

Paragraf Kedua

Objek Penjualan

Pasal 390

(1) Objek penjualan adalah bararig milik daerah yang berada pada
Pengelola B;arang /Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dg‘n/atau bangunan;

b. selain ta?nah dan/atau banguan.

(2) Penjualan Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
persyaratar;l sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. me'menuihi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih
menguni:ungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual,
karena Liaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar
dari pad[a manfaat yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.

(3) Syarat tekﬁis sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a antara

lain: f
a. lokasi té}nah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata

ruang wilayah;

b. lokasi cEian/ atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
penyeler;lggaraan tugas pemerintahan daerah;

c. tanah kfavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri
pemeriniltah daerah yang bersangkutan;

d. banguna(tn berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. barang r;nilik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan
peneMpé.n status penggunaan atau p'emanfaatan.

(4) Penjualan }barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
persyaratarix sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenu;hi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih

mengun;tungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik
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daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang
lebih bes;xr daripada manfaat yang diperoleh; dan
C. memenu}jli persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat fpermasalahan hukum.
(5) Persyaratan?% teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
antara 1ain:§ :
a. barang r{uhk daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena
rusak, da{n tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b. barang rhilik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi
akibat mé)demisasi;
c. barang rfnilik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan
- karena ;Emengalami perubahan‘ “dalam  spesifikasi  akibat
pengguna}an, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya;
atau k |
d. barang r%nilik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan
karena i;mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran
disebabkian penggunaan ataﬁ susut dalam penyimpanan atau

penganglf{utan.
Pasal 391

Penjualan barangi milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
pegawai negeri pémerintah daerah yang bersangkutan dilakukan dengan
persyaratan: }

a. pengajuaill permohonan penjualan disertai dengan bukti
perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan
digunakaﬂin untuk pembangunan perumahan pegawai negeri
pemerinte;lh daerah yang bersangkutan; dan

b. penjualar? dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai
negeri siﬁil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan
oleh Bupéti.

|
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Pasal 392
(1) Penjualan t;)arang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas

operasional zdapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan,
- yakni berusiia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2) Usia 7'(tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. t’erhi‘tungj mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai
dokumeni kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
dokumen[ kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
(3) Dalam hal 1t)arang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak
berat dengah sisa kondisi fisik setinggi- tingginya 30 % (tiga puluh
persen), mé.ka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan
sebelum beriusia 7 (tujuh) tahun.
(4) Penjualan k;endaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(5) berdasarkanz surat keterangan tertulis dari instansi yang
berkompeteﬁ
|
Paragraf Ketiga

|
\

Tata Cara Pe%ljualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
Pasal 393

elaksanaan penjl;lalan barang milik daerah yang berada pada Pengelola

3arang dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif B;upati; atau

b. Permohonan pihak lain.

|

Pasal 394

(1) Penjualan ba{[rang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan
membuat peli“encanaan penjualan yang meliputi antara lain:
a. data barang milik daerah;
:b. pertimbangan penjualan; dan
C. pertimbar;gan dari aspek teknis, ékonomis, dan yuridis oleh

Pengelola iBarang.

f>
i
i
|
|

i
i
|

'
|
|
I
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(2) Pengelola ‘Bl‘arang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati
disertai pere:ncanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1& :
| Pasal 395
(1) Bupati melziakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 394 ayat (2).
(2) Dalam mela:kukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
(3) Penelitian se%bagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penelitiaﬁ data administratif;

b. penelitiar;ll fisik.

| Pasal 396

(1) Penelitian acilministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat
(3) huruf a ciilakul<an untuk meneliti:

a. status dén bukti kepemilikah, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang,
untuk dazta barang milik daerah berupé. tanah;

b. tahun pe%olehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan,
nilai bukiu, dan data identitas barang, untuk data barang milik
daerah bérupa bangunan; dan

c. tahun peirolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data
identitas jbarang, untuk data barang milik daerah berupa selain
tanah dar}l /atau bangunan.

(2) Penelitian ﬁ%ik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (3)
huruf b dil%kukan dengan cara men¢ocokkan fisik barang milik
daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana
dimaksud pa;da ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan,xj)leh Tim dalam Berita Acara Pe_helitian untuk selanjutnya
disampaikan} kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

|

|
(1) Berdasarkang Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 397

Pasal 396 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan

|
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Penilai untdk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang
akan dijual \ 4

(2) Hasil pemlalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

i
|
i

| Pasal 398

(1) Pengelola BEarang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
“barang rnililé daerah kepada Bupati.

(2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
, mengajukaq permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan iaermohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dllakukan terhadap: |
a. tanah dan /atau bangunan sebagalmana dimaksud dalam Pasal

377 ayat (1) huruf a;
b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 7 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila per§etujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau perseéujuan, DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melebihi baitas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan
penjualan te?rlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(S) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
lebih tinggi,g atau sama, atau lébih rendah dengan hasil penilaian
- sebelumnya § vang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru
persetujuan &)enjualan barang milik daeréh kepada DPRD.

(6) Bupati melaiporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (5); kepada DPRD.

: Pasal 399
|

(1) Bupati mer&etapkan barang milik daerah yang akan dijual
berdasarkan;é hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara
Penelitian sei:bagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (3) dan
persetujuan isebagaimana dimaksud dalam 398 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Keputusan fi)enjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memﬁat:
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a. data barang milik daerah yang akan dijual;
|
b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan

c. nilai limi;t penjualan dari barang milik daerah.

I
| Pasal 400 -

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 399 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah
yang dllakpkan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan
permintaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(2) Apablla keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 399 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah
yang dllakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan
barang rmhk daerah secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dllakukan serah terima barang berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan
secara lellang, dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan

tanpa lelang.
\'
b Pasal 401

(1) Serah terimaz barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3)
dituangkan (Zialam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkana[ Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud p;.ada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan

penghapusan barang milik daerah kepada Bupati.
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| Paragraf Keempat
, ;

Tata Cara Pe:)njualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
) Pasal 402

(1) Penjualan bgarang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan
menyiapkar{ permohonan penjualan, antara lain:
a. data barz};ng milik daerah;
b. pertimbaﬁgan penjualan; dan’
c. pertimba%lgan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh
Penggunﬁl Barang.

(2) Pengguna I%arang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan
permohonaq penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati. ’

(3) Tata cara éenjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang
sebagaiman:{i dimaksud dalam Pasal 395 sampai dengan Pasal 400
berlaku mutiatis dan mutandis pada tata cara penjualan barang milik
daerah padai Pengguna Barang.

\ Pasal 403

(1) Serah terimell barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna

Barang ditualngkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkanf; Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Penl‘gguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik déerahkkepada Pengelola Barang.

| ‘
-
Bagian Keempat

Tukar Menukar

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
| Pasal 404
(1) Tukarmenukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangar:n ‘
a. Untuk nilemenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerinta}han;
|
\

|
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b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedla dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditempuh
apabila pemermtah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau
bangunan pfenggantl.

(3) Selain pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar
menukar dajtpat dilakukan:

 a. apabila iaarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sudah tiflak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. guna me’nyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;

c. dalam %rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah
pusat/pemerintah daerah;

d. guha méndapatkan/ memberikan akses jalan, apabila objek tukar
menukalf‘ adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau
banguna{n; dan/atau

e. telah kéatinggalan teknologi sesuai' kebutuhan, kondisi, atau
ketentuejm peraturan perundang- undangan, apabila objek tukar
menuka{r adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau
banguna}n.

(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerin{tah Pusat; |
b. Pemerin?cah Daerah lainnya;

c. Badan b’saha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik
pemenntah lainnya yang dimiliki negara,

d. Pemermtah Desa; atau

e. Swasta,;

(5) Swasta seb;agaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak

swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 405

(1) Tukar menljlkar barang milik daerah dapat berupa:
a. tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
b. tanah dan /atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dar} /atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang

sebagaimar;la dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah
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dan/atau | bangunan  yang  masih  dipergunakan  untuk
penyelenggalraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pengelola Barang.
i Pasal 406

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a. aspek tei{nis, antara lain:
1. kebut:uhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2. spesiﬁkasi barang yang dibutuhkan;
b. aspek el;mnomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik
daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;
c. aspek yu;ridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan. |

Pasal 407

Berdasarkan kaj:ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 terhadap
barang milik daferah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat
memberikan alte}‘naﬁf bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas
permohonan per;setujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola

Barang/ Penggunr%l Barang.

Pasal 408

b
|

(1) Barang peﬂgganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang §ejenis;; dan/atau ‘
b. barang t’idak sejenis.
(2) Barang perj;gganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa
tanah, harlils berupa:
a. tanah; atau
b. tanah d%m bangunan.
(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa

bangunan, dapat berupa:
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a. tanah;
b. tanah da?n bangunan;
c. bangunén; dan/atau
v d. selain tarnah dan/atau bangunan.
(4) Barang pedgganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3)
" harus ber%da dalam kondisi siap digunakan pada tanggal
penandatan“ganan perjanjian = tukar menukar atau Berita Acara

Serah Terima (BAST).
|

Pasal 409

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang
dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.

(2) Apabila nilai barang penggahti lebih kecil daripada nilai wajar barang
milik daera:h yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai
wajar barafmg milik daerah yang dilepas dengan nilai barang
pengganti. ‘ |

(3) Penyetoran\L selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanak?n paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara
Serah Terima (BAST) ditandatangani.

(4) Selisih nilejxi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 410

(1) Apabila pélaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar
menukar }‘nembangun bangunan barang pengganti, mitra tukar
menukar rﬁenunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati
berdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait.

(2) Konsultang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakarjl badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan
konstruksii

(3) Biaya kongultw pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi ta#lggung jawab mitra tukar menukar.
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Pasal 411

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengeiola barang setelah mendapat

persetujuan Bupa‘;d sesuai dengan kewenangannya.

i

I
I

'
|
t

Paragraf Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pada Pengelola

Barang
Pasal 412

Pelaksanaan tuk%ar menukar barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang Edilakukan berdasarkan:
a. kebutuhjam dari Pengelola Baranguntuk melakukan tukar
menuka{*' atau
b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 404 ayat (4).

t :
Pasal 413

i;
(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan

pada kebu?tuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 385 ;huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati
untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan
tukar menukar yang d1dasarkan pada pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 404 ayat (1) dan ayat (3).
(2) Penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitiain kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis,
ekonomls, maupun yuridis;
b. penehtlan data admm1strat1f dan
c. penehtlan fisik.
(3) Penelitian gdrmmstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan untuk meneliti: ;
a. status j!penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasﬁk lokasi tanéh luas, peruntukan, kode barang, kode
reglster nama barang, dan nilai perolehan, untuk data barang

milik daerah berupa tanah;
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b. tahun pémbuatan, kode barang, ‘kode register, nama barang,
konstruk31 bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai
perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan, dan

- ¢. tahun 'p;erolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jumlah, :nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti
kepemilil;éan kendaraan untuk data barang milik daerah berupa
selain tar'lah dan/atau bangunan.

(4) Penelitian il"lsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang

- akan dituk:farkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3)

(5) Hasil peneh‘aan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)

‘ dituangkan| dalam berita acara penehtlan

(6) Tim menyampalkan berita acara hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan barang milik

daerah menJadl objek tukar menukar.
|
| Pasal 414

(1) Berdasarkajn penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat
(6), Pengelcj)la Barang menyusun rincian rencana barang pengganti
sebagai ber;ikut: |
a. tanah n’feliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
tata ruang wilayah; |

b. bangune;;m meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta
sarana dan prasarana penunjang; dan

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi
barang (jian spesifikasi barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah
yang akan dltukarkan dan barang pengganti.

(3) Hasil Penllalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

Pengelola Barang kepada Bupau.

Pasal 415

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 414

ayat (3), Bupat1 melakukan penetapan mitra tukar menukar.
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(2) Bupati merylerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit
memuat:

a. mitra tuk:'ar menukar;

b. barang mfilik daerah yang akan dilepas; -

c. nilai wajér barang milik daerah yang akan dilepas yang masih
berlaku pjada tanggal keputusan diterbitkan; dan

d. rincian réncma barang pengganti. '

(3) Pengelola }i3arang mengajukan permohonan persetujuan tukar
menukar kepada Bupati.

(4) Dalam hal :ttukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahjulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada DPR?D.

(5) Berdasarkap surat persetujuan tukar menukar sebagaimana

: dimaksud ﬂada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar
menandatali'xgani perjanjian tukar menukar.

(6) Setelah ménandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a. 'Pekerjaain pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai
dengan ;perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas
barang rjnilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan

b. pekeljann melaksanakan pekerjaan péngadaan barang pengganti
sesuai d:engan peljanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan
pengurujsan dokumen administratif yang diperlukan, tukar
menuka:r atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau

bangunan.

| Pasal 416

(1) Bupati me1j'nbentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan
pengadaanj:/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

(2) Sebelum d:ilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas,
Pengelola Ej’:arang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang
pengganti isesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar

- menukar.

(3) Dalam hai hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2)

menunjukl%an bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau

|
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| |
jumlah baraimg pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra
tukar menui{ar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai
tersebut. ,

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat diperfluhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk
menyetorkain selisih nilai barang milik daerah dengan barang

~ pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati membentuk Tim untukk melakukan penelitian kelengkapan
dokumen ﬂarang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta
menyiapkaﬁ Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani

oleh Pengelbla Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 417

(1) Berdasarka;n perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 415 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima
barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkafn Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana

dimaksud |pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan
penghapusfan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang
Pengelola fkepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan
mengajuka;'n permohonan penetapan status penggunaan terhadap

barang perfgganti sebagai bararig milik daerah.

Pasal 418

(1) Pelaksanaain tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan
| pada permiohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
415 huruf P, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bubati.
(2) Permohona;.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data
pendukung berupa:
a. rincian lperuntukan;
b. jenis/spfesiﬁkasi;
c. lokasi/ (;iata teknis;

d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
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hal lain yang diperlukan.

(3) Pelaksanaanl tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan

pada kebutlflhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 416 sémpai dengan Pasal 420 berlaku mutatis mutandis pada

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan

pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
404 ayat (4).;

Paragraf Ketiga

i
|

Tata Cara Pélaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang
|

Pasal 419

(1) Pengguna lj—?’,arang mengajukan permohonan persetujuan tukar

menukar keﬁada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:

a.
b.

d.

€.

penjelasa{n /pertimbangan tukar menukar;

surat perhyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang
ditandataingani oleh Pengguna Barang;

Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan
kota;

data admi;nistratif barang milik daerah yang dilepas; dan

rincian re\ncana kebutuhan barang pengganti.

(2) Data admin%stratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
t

a.

status pénggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk@ lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama
barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa
tanah; |
tahun pe‘;mbuatan, kode barang, kode register, nama barang,
konsﬁukéi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan,
dan nilai l;)uku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan
tahun pe\‘rolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jumlah, rldlai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti
kepemilik%m kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain
tanah dani;/ atau bangunan.

\

|

|
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dimaksud paéda ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan, lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang
wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. jenis, luai’s, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan
prasaran;;L penunjang, untuk barang milik daerah berupa
bangunaliil; dan/atau ,

c. jumlah, jéenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk
barang rnfilik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Pelaksanaarsl tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal

- 417 ayat (i) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar
menukar ba:rang milik daerah pada Pengguna Barang.
()] Berdasarkaril Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang
' mengajukauqI usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas
dari Daftalf‘ Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta
- Pengguna B;arang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan
status peng;gunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik
daerah. |

Paragraf Keempat
| | ~
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

11

i Pasal 420

(1) Tukar memilkar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian s{ekurang—kurangnya memuat:
a. idenﬁtaﬁ pihak; |
b. jenis dar!i nilai barang milik daerah;
c. spesiﬁkaisi barang pengganti;
d. klausal ébahwa dokumen kepemilikan ‘barang pengganti
diafasnafmakan pemerintah daerah;
jangka v{/a.ktu penyerahan objek tukar menukar;

hak dan;kewajiban para pihak;

ketentuén dalam hal terjadi kahar (force majeure);

2 S T e N ¢

. sanksi; dan

i. penyelesaian perselisihan.
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~ (3] Perjanjian tl?km menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar

dengan Bup%.ti.

| Pasal 421

|

(1) Penyerahani barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan

dalam Beritj:a Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
- dalam Pasali 417 ayat (1) .

(2) Berita Acarél Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandaténgani oleh mitra tukér menukar dan Pengelola Barang.

3) Penandatan:ganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan ) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal
penandatanjganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti
yang telah $iap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar
ditandatanéani.

(4) Penandata1f1ganan Berita Acara Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal
penaridatm?ganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti
yang belun“l siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar

- ditandatangani.

(5) Penandataljiganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat
dilakukan ;dalarn hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh
ketentuan idan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian
tukar menlilkar.

|

| Pasal 422
Bupati benvena@g membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak
dalam hal Berita: Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai

~dengan batas w#ktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (3) dan
ayat (4). '

|
|
\
|
|
I
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Bagian Kelima

Hibah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 423

(1) Hlbahbarang milik daerah dilakukan dengan

per’umbangan untuk kepentingan:

a. sosial; '

b. budaya;

C. keagame;an;

d. kemanuéiaan;

e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan

f. penyelerélggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

(2) Penyelenggr;lraan pemerintahari pusat/daerah sebagaimana
dimaksud fada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar
negara, hubungan antara pemerlntah pusat dan pemerintah daerah,
hubungan fantara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga
1ntemas1onal, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang
penyelenggéaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah
daerah.

| Pasal 424

|

(1) Barang IIilﬂik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi

persyarataéfl:

a. bukan I’Enerupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hldup orang
banyak atau

c. tidak d;gunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
penyelehggaraan pemerintahan daerah. |

(2) Segala blaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah
d1tanggung sepenuhnya oleh plhak penerima hibah.

Pasal 425
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(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana
ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
(2) Hibah sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang
|
|

Pasai 426

(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lerhbaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemmugiam, atau lembaga pendidikan yang bersifat non
kofnersia%d berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah
tangga, f atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
kompetejn bahwa lembaga ‘yang bersangkutan adalah sebagai
lembagai dimaksud;
pemerin:tah pusat;
pemerin;tah daerah lainnya;

pemerin;tah desa;

® oo @

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
kriteria‘ masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai
ketentuian peraturan perundang—undangan; atau
f. pihak la{in sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pemberian; hibah kepada penierintah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat
dihibahi{an kepemilikannya kepada desa; dan

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah

daerah ‘kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang
sudah Qigunakan untuk fasilitas umum.

i
|
|
!
i

Pasal 427

(1) Hibah dap:at berupa:
a. tanah c}an /atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah Qan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
dan

c. selain t“anah dan/atau bangunan.
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(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah
dan/atau bfangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dih%bahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen
PelaksanaaI; Anggaran (DPA).

(3) Barang miliic daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. barang r?ilik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dari
awal penéadaannya untuk dihibahkan; dan

b. barang rriﬁlik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih
optimal é;pabila dihibahkan.

(4) Penetapan l')arang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 428

Pelaksanaan hibal‘:l barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang
dilakukan berdasaj’.rkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 426.

Pasal 429

(1) Pelaksanaaq hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang
didasarkan bada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
428 huruf é, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk

melakukan penelitian. "

(2) Penelitian se;bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitiar[l data administratif; dan

b. penelitian fisik.
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(3) penelitian diata administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufa dilaifukan untuk meneliﬁ:

a. status d;an bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanéh lﬁas kode barang, kode register, nama barang, nilai

erolehan dan peruntukan, untuk data barang milik daerah
berupa tanah
- b. tahun pembuatan konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk dafta barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun p%rolehan, spesiﬁkasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode bar;‘ang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain
tanah dan /atau bangunan; dan

| d. data calon penerima hibah.

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
sebagaimané dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan
Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten
mengenai kesesualan data calon penerima hibah.

(S) Penelitian f‘"131k sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b

dilakukan déngan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang
akan d1h1bahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) "

(6) Hasil peneh’gan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4} dan
ayat (5) ditur;lngkan dalam berita acara penelitian.

(7) Tim menyampajkall berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk
menetapkan% barang milik daerah menjadi objek hibah.

(8) Dalam hal! berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana
dimaksud péda ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui
Pengelola B%rmg meminta surat pernyataan kesediaan menerima
hibah kepada calon penerima hibah.

i
|

Pasal 430

(1) Pengelola Ba}ang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada
Bupati. ,

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih
dahuhi mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

|

|
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(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud E’ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan
hibah, yang paling sedikit memuat:

a. penerim.%l hibah; |

b. objek hibah;

c. nilai pe%olehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukaln penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dllakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan;
dan

e peruntulkan hibah.

; Pasal 431

(1) Berdasarkan keputusan pelaksénaan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pas;al 430 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah
menandatangani naskah hibah.

(2) Naskah hlbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling
Sedlklt
a. 1dent1tas para pihak;

b. Jems dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan[ kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
penerimé hibah;‘ dan '

f. penyelesiaian perselisihan.

(3) Berdasark@ naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Parang melakukan serah terima barang milik daerah
kepada penerimd hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST)

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan

penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.
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Pasal 432

(1) Pelaksa.naa;h hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang

didasarkanipada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah

sebagaimania dimaksud Pasal 426 huruf b, diawali dengan

penyampaién permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.

b
c.
d

data penlrlohon;

. alasan permohonan;

peruntukan hibah;

. jenis/ sp;esiﬁkasi/ nama barang milik daerah yang dimohonkan

untuk djihibahkan;

. jumlah/ }uas/ volume barang milik daerah yang di mohonkan

untuk dihibahkan;
lokasi/data teknis; dan

surat pejrnyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 433

(1) Berdasarkén permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432

ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada

pelaksanagn hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati

sebagainiarjla dimaksud dalam Pasal 429 sampai dengan Pasal 431

berlaku miutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai

dengan pejlaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang

didasarkan; pada permohonan pihak pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 432. ,
(3) Apabila pe1;°mohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola

Barang Ifnemberitahukan kepada pihak yang mengajukan

permohonén hibah, disertai dengan alasannya.
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Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 434

(1) Pelaksanaafn hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang
diawaii deingan pembentukaﬁ Tim Internal pada SKPD oleh
Pengguna ;Barang untuk melakukan penelitian.

(2) Penelitian éebagaimma dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitia’lm data administratif;k'dan

b. penelitian fisik. ‘

(3) Penelitian idata administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilgkukan untuk meneliti:

a. status éian bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perolehaim, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah
befupa ‘lcanah

b. tahun p;embuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama blarang, nilai perolehah, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun p;erolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode baflrang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, (fan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain
tanah dan /atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

(4) Penelitian lﬁsxk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang
akan dihibghkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (b). |

(5) Hasil pene}iﬁan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dituangkan dalam Dberita acara penelitan dan selanjutnya
disampaika;n Tim kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkain berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah
kepada Pengelola Barang yang memuat
a. data ca]on penerima hibah;

|
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alasan untuk menghibahkan,;

data daq dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
peruntulL(an hibah;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai per(;lehan;

. jenis/ spésiﬁkasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihibahkan; dan

lokasi. ;

(7) Penyampaiain surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

| Pasal 435

Tata cara penelitiian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang

berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429

berlaku mutatis nﬁutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan

vang diajukan Loleh Pengguna B‘arang kepada Pengelola Barang

sebagaimana dima}<sud dalam Pasal 434.

Pasal 436

(1) Pengelola Ba"rang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada

‘Bupati. |
(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih

“dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana

dimaksud pa}}da ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud

l

pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-

kurangnya rﬁemuat:

a.
b.

C.

penerima hibah;

objek hibah; ‘

nilai perélehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukan; penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat
dilakukaﬁ penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan;

dan
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e. peruntukan hibah.

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola
Barang meqerbltkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang
mengajukari permohonan disertai dengan alasannya.

(5) Berdasarkaril penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat% (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah
menandatangani naskah hibah.

(6) Naskah hili)ah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat
sekurang—klirangnya'

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hlbah

c. tujuan da,n peruntukan hibah;

d. hak dan l%ewajiban para pihak;

e. klausul Eeralihnya tanggung jawabdan kewajiban kepada
pihak penerima hibah; dan

f. penyelesallan perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (5),
Pengelola Barang melakukan serah ‘terima barang milik daerah

|
kepada penenma hibah yang d1tuangkan dalam Berita Acara Serah

Terima (BAST)
(8) Berdasarkan, Berita Acara Serah Tenma (BAST) sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan

|
penghapusar\} barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 437

relaksanaan hlbah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
~an selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya
.lirencanakan untuik dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427
ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-

ndangan.
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Bagian Keenam
Penyertaan Modal | Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 438

(1) Penyertaan %modal pemerintah daerah atas barang milik daerah

dilakukan dglam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan
'kinelja Bacian Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum

lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dllakukan dengan perUmbangan sebagai berikut:

a. Barang ;mhk daerah yang dari awal pengadaannya sesuai
dokumed penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik
Negara/ D?aerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara
dalam raxilgka penugasan pemerintah; atau

b. Barang rnlhk daerah lebih optirrial apabila dikelola oleh Badan
Usaha 1\)[i1ik Negara/Daerah: atau badan hukum lainnya yang
dimiliki N[egara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan %modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. | '

(4) Barang milil;< daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
disertakan ﬁalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada
Badan Usah{a Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki Ne%gara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti

ketentuan pjeraturan perundang-undangan.
' :

Pasal 439

(1) Penyertaan r?nodal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat
berupa:
a. tanah da{l /atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah daxi'l /atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penyertaan imodal pemerintah daerah atas barang milik daerah
sebagaimanr;t dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan oleh Pengelola
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Barang se;telah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas

kewenangar;mya.

)

Pasal 440
(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
~ yang akan éisertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana
- dimaksud cialam Pasal 439 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati,
sesuai bataé kewenangannya.

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) huruf b antara lain
tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya
direncanakain untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah
sesuai ya@g tercantum dalaivrn‘ dokumen penganggaran, yaitu
Dokumen Pélaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang rmh)k daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat
(1) huruf ¢ antara lain meliputi: -

a. barang n%lilik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari
awal perfgadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah
daerah; k

" b. barang nflilik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih

optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 441

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa
kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundeimg— undangan.

|
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Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 442

(1) Pengelpla Bz%rang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan
objek perllyertaan modal;

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai,
untuk sei}ain tanah dan/atau lbangunan yang akan dijadikan objek
penyertae?n modal.

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

a. hasil anaiisis kelayakan investasi yaﬁg dilakukan sesuai ketentuan
peraturaﬁ perundang-undangan;

b. data {administratif, diantaranya: tahun  perolehan,
spesiﬁkasii/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;

c. kesesuaie%n tujuan penyertaan “modal pemerintah daerah,
sebagaiména dimaksud dalam Pasal 438.

(4) Tim melakulgan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan
“modal pemeﬁntah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan
dalam dokur%len hasil kajian. | '

(5) Apabilg berd}asarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penyertaian modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka
calon peneriﬁna penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan
surat pernyaltaan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah
‘daerah yang ?aerasal dari barang milik daerah.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan
modal pemeirintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepadaiBupa[ti. ’
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Pasal 443

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan

modal peme;rintah daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan

persetujuan; DPRD, Bupati terlebih dahuhi mengajukan permohonan

persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila pexymohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana
dimaksud ?‘pada ayat (2}, Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahlilkan pada calon penerima penyertaan modal disertai
dengan alasaém.

(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas
barang milil% daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), B@paﬁ menetapkan keputusan atas barang milik daerah
yang akan ,dl'fsertakan sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelola Bailrang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
penyertaan ‘imodal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD
terkait. { |

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah
- daerah seba;gaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada
DPRD untuik dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya

ditetapkan sébagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 444

(1) Berdasarkan| Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 ayat (6), Pengelola
Barang meiaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah
berpedoman iipada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 443 ayri1t (4).

(2) Berdasarkané peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud paida ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima
dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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Pasal 445

Berdasarkan Beri:ta Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 444 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan
barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah
daerah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penyerjtaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah
| Pada Pengguna Barang

Pasal 446

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya
: direncanakefm untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah
daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
mengeijuka:? usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan
kelengkapan data berupa:
a. dafa adn;xinistratif, antara lain:
1. dokuxjnen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
2. nilai 1i~ealisasi pelaksanaah anggaran; dan
3. kepu‘?usan penetapan status penggunaan.
b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan
; modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan! modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk
optimalisasii barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh
Pengguna ‘éarang melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai
pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. data ;administratif, antara lain tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode
register,i nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;

b. dokumefn hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal s%:suai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian

N
sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai
penyertaan! modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola

Barang seb:agaimana dimaksud dalam Pasal 442 sampai dengan Pasal

»

i
|
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444 berlaku %mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah

terima bara;hg yang akan disertakan sebagai penyertaan modal

pemerintah c;laerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 447
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang
mengajukan usulafn penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan
ggenyertaan modal ipemerintah daerah.
BAB XI

PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 448
: |
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak
. | ;
dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapatL alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundaflg-undangan.

Pasal 449
| ‘

D Pemusnahafn dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuar{ Bupati, untuk béirang milik daerah pada Pengguna
~ Barang. ¢ |

2) Pemusnaha:n dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuani Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang.

(3) Pelaksanaalii pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dituangkfan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
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| Pasal 450

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

dibakar; :
dihancur?kan ;
ditimbuni;

ditenggeljamkan; atau

o o TP

cara lain sesuai dengan - ketentuan peraturan perundang-
undangz%n.

|

|
‘ Bagian Kedua

Taﬁa Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang

: Pasal 451
|

( 1) Pengajuan :permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan

oleh Penggl'ina Barang kepada Bupati.

(2) Permohonap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: | ! ‘
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
b. data balf‘ang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

(3) Data barar,ig milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b antara la’in meliputi: “
a. kode barang;

. kode reéister;

nama bfarang;

tahun pjerolehan;

spesiﬁk;asi barang;

kondisi "barang;

jumlah Paran g;

R oMo a0 o

. bukti kepemilikan untuk. barang milik daerah yang harus
dilengk?pi dengan bukti kepemilikan;

. oy o |
i. nilai perolehan; dan
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j. milai bukiu untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusut%m. |
(4) Pengajuan i)ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi d(f)kumen pendukung berupa:
a. Surat perhyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
k yang pahng sedikit memuat:
. 1dent1t’als Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan,
tidak = dapat dlmanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindiahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan
peratuiran perundang- undangan.
b. fotokopi b;ukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkap;i dengan bukti kepemilikan;
¢. kartu idefntitas barang, untuk barang milik daerah yang harus
dilengkap;i dengan kartu identitas barang; dan

d. foto ,bararilg milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

|
|
|
|

Pasal 452

(1) Pengelola Bairang melakukan penélitian terhadap permohonan usulan
Pemusnahani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451.
(2) Penelitian se?aagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitianj kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
pemusnal;lan barang milik daerah;
b. penelitian: data administratif; dan

c. penelitian fisik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dllakukan untuk rnenehtl antara 1a1n

‘a. kode barang,

=

kode reglster,

nama barang;

o o

tahun perblehwl;
spesifikasi barang;
kondisi beirang;

jumlah barang,

bukti kepemlhkan untuk barang rmhk daerah yang harus
dllengkapl dengan bukti kepemilikan,;
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i. nilai peroiehan; dan/atau
j. milai bukljl, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutjan.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan déngan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang
akan dimus£1ahka11 dengan data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (Bi). |

(5) Pengelola }3arang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dea ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan

persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
|

Pasal 453

(1) Apabila pémohonan pemusnahan barang milik daerah tidak

disetujui, |Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang

melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai

- dengan alasan.

(2) Apabila peirmohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui,
Bupati meherbit’kan surat persetujuan pemusnahan barang milik
daerah. }

(3) Surat pers(;etujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud p:ada avat (2) paling sedikit memuat:

a. data barfang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekuran;g—kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, , tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang,
jumlah ‘t{mrang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik
daerah 3;rang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajibén Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan

Pemusn.fahan kepada Bupati.

|
|

Pasal 454

)] Berdasarka;n surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah
sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 453 ayat (2), Pengguna Barang
melakukarﬂ pemusnahan barang milik daerah.

(2) Pelaksanaafn pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkar% dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling
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lama 1 (sa‘%cu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan
pemusnahaﬁ barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 453 ayat (2).

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang

milik daeraﬁ.

Bagian Ketiga |

Ta‘éa Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 455

i
|

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan baré.ng milik daerah dilakukan
oleh Pengelé)la Barang kepada Bupati. ;

(2) Muatan miateri surat permohonan pemusnahan pada Pengguna
Barang sérta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud llalam Pasal 451 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku

~ mutatis m'utanchs terhadap muatan materi surat permohonan
pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola

Barang.

Pasal 456

(1) Bupati m;;elakukan penelitian tefhadap permohonan usulan
pemusnahe}n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455.

|

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik
daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
452 ayat (2i), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap
tata cara p;enelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik
daerah pada Pengelola Barang.

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak
disetujui, Bupa’u memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai
dengan alasan

(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui,
Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik
daerah.
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(5) Surat persetfujuan pemusnahan barang ‘milik daerah sebagaimana
dimaksud paﬁa ayat (4) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekurang—kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spe31ﬁka31 barang, kondisi barang,
jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik
daerah y:}mg dapat dilakukan penyusutan; dan

b kewajiba:n Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan

pemusnajhan kepada Bupati.
|

| Pasal 457

1)) Berdasarkah persetujuan pemusnahaﬁ barang milik daerah
sebagaiman;a dimaksud dalam Pasal 426 ayat (4), Pengelola Barang
melakukanjpemu snahan barang milik daerah.

) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling
lama 1 (sa{tu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang
milik daerah dari Bupati. |

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagalmana dimaksud pada

ayat (2), Pengelola Barang mengajukan ‘usulan penghapusan barang
milik daerah '

f

| BAB XII
|

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN

. PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

!

‘ Pasal 458
(1) Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b. semua ibaramg yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,

mehpuu

1. barang yang d1peroleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenisnya;
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|
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan,
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
penye_’rtaan modal Pemerlntah Daerah.
(2) Objek Pem‘r;ukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana
dimaksud pjada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a. Aset Lancar berupa persediaan;
b. Aset Tetap, meliputi:
1. tanaﬂ,
2. peral:—iltan dan mesin;
3. geduﬁg dan bangunan;
4. jalanﬂ irigasi, dan jaringan,
5. Aset Tetap lainnya; dan
6. konsflruksi dalam pengerjaan.
c. Aset Lailf'mya, meliputi:
1. kemiti.raan dengan pihak ketiga;
2. Aset tidak berwujud; dan
3. Aset iain-lain.

i Pasal 459

(1) Pembukuar}, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:
a. Kuasa Pf:ngguna Barang;
b. Pengguna Barang; dan
c. Pengelolia Barang.

(2) Pelaksana ;Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dllakukan oleh Pengurus Barang Pembantu

(3) Pelaksana jPembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada
Pengguna ;Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan é)leh Pengurus Barang Pengguna.

(4) Pelaksana FPembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

|
|



S
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“dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat
Penatausahaan Barang.

(5) Pelaksana xPembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat

dibantu olehi pembantu pengurus barang.

! Bagian kesatu

Umum
| Pasal 460
(1) Daftar Barar}g disajikan dalam bentuk:
a. Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang;
b. Daftar BMD pada Pengguna Barang;
c. Daftar BI\(ID pada Pengelola Barang; dan
d. Daftar BMD provinsi, kabupaten/kota.
)] Daftar‘Baranlg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Daftar Bl\i/ID Intrakomptabel,; ‘
b. Daftar Bl\;/ID Ekstrakomptabel;
c. Daftar BMD gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
d. Daftar Bl\‘(ID Aset bersejarah; dan
e. Daftar BMD persediaan rusak berat atau usang.
3) Dikecualikap dari ayat (2) huruf e untuk Daftar BMD pada Pengelola

Barang.

\

|

Pasal 461

(1) Daftar BMD; pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal‘ir4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang
yang memuqt data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Daftar BMD! pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 460 éyat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang
memuat datr%t BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(3) Daftar BMD, pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merbpakan himpunan Daftar Barang pada Kuasa Pengguna

Barang dan Daftar Barang pada Pengguna Barang.
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(4) Daftar BMD}I pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 460 e}yat (1) huruf c disusun oleh Pengelola Barang yang
memuat data BMD yang berada pada Pengelola Barang.

(5) Daftar BMD provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 460 agrat (1) huruf d merupakan himpunan Daftar BMD pada
Pengguna B?rang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar
BMD pada P'engelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

|
Pasal 462

(1) Pembukuan|BMD terdiri dari:
a. perolehar'1 /penerimaan;

penggunaan;

penerimeian internal Pengguna Barang;

g o T

pengeluaran internal Pengguna Barang;
pemanfaétan;
reklasifikasi;

koreksi; 1

5@ oo

. penambéhan masa manfaat atau kapasitas manfaat;

Pt o
.

penyusu’tan atau amortisasi;

persediaan;

.

k. pemeliharaan;

L KIR; |
m. pengm%nm;
n. penghapusan; dan
o. KIBAR. |

(2) Pembukuan BMD dilaksanakan pada tanggal, bulan, tahun sesuai
dokumen s1;1mber. |

(3) Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lam’plran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatl ini.
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Bagian Kedua
Perolehan/Penerimaan

Pasal 463

(1) Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan  sebagaimana
dimaksud d%alam Pasal 462 ayat (1) huruf a berasal dari:
a. pengadaé.n barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
b. hibah/ suflmbangan atau yang'sejenis;
C. pelaksanfaan dari perjanjian/kontrak;
d. ketentuafn peraturan perundang-undangan;
e. putusan!} pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
divestasf;

\
. | . .
hasil Inv}entansasx;

5 @ o

. hasil tuli{ar-menukar;
i peinbata{lan penghapusan; atau
j- perolehan/penerimaan lainnya.
2) Pembukuaxfl BMD atas perolehan/ pénerimaan sebagaimana

dimaksud [pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sumber
perolehan/ benerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
€) Pembukualiq BMD dilakukan setiap terjadi transaksi

perolehan/ ipenerimalam.

Pasal 464

(1) Pengurus |Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu

melakukanI Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang
berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf a, wajib
mendapatkjan dokumen sumbef.

(2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dari:
a. pejabatipelaksana teknis kegiatan;

b. pejabat| penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan
keuang"cm unit SKPD; dan/atau
c. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

(3) Dokumen Fumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
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a. fotokopi bentuk kontrak, yaitu bukti pembelian/pembayaran,

kuitansi, : surat perintah kerja, surat perjanjian atau surat

pesanan;
b. fotokopi idokumen serah terima pekerjaan pertama atau yang
dikenal dengan istilah provisional hand over untuk pekerjaan
konstrukj}si;
c. gambar Tterlaksana atau yang dikenal dengan istilah as built
drajndngs% untuk pekerjaan konstruksi;
d. fotokopi berita acara serah terima;
| e. fotokopi I:aporan realisasi anggaran; dan

dokumeﬂ sumber lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 465

(1) Pembukuaﬂ BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari
- pengadaan | barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
4 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf a disajikan

atas seluruh biaya yang dapat dlatnbu81kan sampai barang tersebut
siap dlgunakan

2) Pembukuar‘l BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari

pengadaang barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh:

a. Pejabat ’Penatausahaan Pengguna Barang untuk Daftar Barang
pada Pe?gguna Barang; atau

b. pejabat atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kuasa
Pengguﬂa Barang untuk Daftar Barang pada Kuasa Pengguna
Barang. | ‘

(3) Penelitian sebagdunana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap

kesesualan:ldalam pencatatan, paling sedikit meliputi:

a. kode suB kegiatan dan uraian sub kegiatan;

kode belanJa dan uraian belanja,
penggolongan dan kodeﬁka31 BMD;
spe31ﬁka31 nama barang;

tanggal,hbulan, tahun perolehan;

|
jumlah Pmang;

harga sé.tuan barang; dan

R

. biaya atribusi.



|
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|

(4) Penelitian sfebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
melalui siste;m aplikasi. |

(5) Dikecualikan dari ayat (4) apabila sistem aplikasi belum tersedia
penelitian dgpat dilakukan melalui lembar verifikasi.

(6) Berdasarkaﬁ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu
membuat surat pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai BMD.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan
dalam pengétjuan pembayaran.

(8) Pembukuan; BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari
pengadaan jbarang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
sebagéiman’a dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan

pengadaan.

| Pasal 466

(1) Pengurus I}Barang Pengelola dapat melakukan penelitian kembali
terhadap penehtlan yang telah dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna iBaurang dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang
ditunjuk 01<;eh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 465 ayat (2). |

(2) Penelitian sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui 81stem aplikasi.

(3) leecuahkz)m dari ayat (2) apabila sistem aplikasi belum tersedia
penelitian qapat dilakukan pada saat pelaksanaan Rekonsiliasi.

(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian kembali
Sebagaimarzla dimaksud pada ayat (1), maka perbaikan Pembukuan
BMD atasi perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilakukan oleh
Pengurus Baran;, Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Rekonsiliasi.

Pasal 467

(1) Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan dari hibah/sumbangan
atau yang 'sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1)
huruf b, dﬂ akukan apabila:
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a. jumlah (jian spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan
dokumen( berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya,;
b. dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
pemenntahan daerah; dan/atau
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— undangan.
) Pemermtahl Daerah dapat menolak perolehan/ penerimaan dari
hibah /sumﬁangan atau yang sejenis apabila:
a. jumlah gian spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan
dokumerrl berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya;
b. tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
pemerint;ahan daerah; dan/atau
c. tidak seéuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Hibah/ sumbwgztn atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ber‘ésal dari:
a. pemerintah pusat;
b. Pemerinftah Daerah lainnya;
c. pemerinftah desa; dan/atau
d. Pihak Lain.

Bagian Ketiga
Penggunaah

Pasal 468

) Pembukua%x BMD atas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 éyat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
a. pengahhan atau penyerahan BMD;
b. penggunaan sementara BMD; dan
c. penggupaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.
() Pembukua;n atas penggunaan BMD didasarkan dokumen sumber

sesuai den"gan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai
pengelolaah BMD.

Pasal 469

Pembukuan BMD atas pengalihan atau penyerahan BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) huruf a dilakukan apabila terdapat:
|
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a. pengaliha;n BMD dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
lainnya; | |
b. penyerah%an BMD dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
atau | :
C. penyerahén BMD dari Pengguna Barang kepada gubernur,
’ bupati/wiali kota yang dicatat dalam Daftar BMD pada Pengelola

Barang. |

Pasal 470

(D) Pembukuan;}' BMD atas penggunaan sementara BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) huruf b dilakukan apabila
terdapat peﬁggunaan barang pada Pengguna Barang yang digunakan
oleh Pengglina Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa
harus mengﬁbah status penggunaan BMD.

(2) Dalam hal jpenggunaan sementara BMD telah berakhir dilakukan
Pembukuan BMD.

(3) Pembukuan{ BMD atas penggunaan sementara BMD telah berakhir
sebagaiman%a. dimaksud pada’ ayat (2) dilakukan berdasarkan
dokumen sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
|

Pasal 471

(1) Pembukuan; BMD atas penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh -
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) huruf ¢
dilakukan épabila terdapat penggunaan BMD untuk dioperasikan
oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fufngsi SKPD yang bersangkutan.

(2) Dalam hal 1penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain
telah berakhjir dilakukan Pembukuan BMD.

(3) Pembukuani BMD atas penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh
Pihak Lain ‘ telah berakhir sebagaimana dimaksud ’pada ayat (2)
dilakukan Qerdasarkan dokumen sumber sesuai dengan ketentuan

peraturan p(;:rundang- undangan.
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Bagian Keempat
Penerimaan Internal Pengguna Barang

Pasal 472

(1) Pembukuan, BMD atas peneﬁmaan internal Pengguna Barang
sebagaimania dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf c dilakukan
terhadap penenmaan BMD dalam satu Pengguna Barang.

(2) Pembukuan BMD atas penenmaan internal Pengguna DBarang
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penenmﬁtan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna
Barang;
b. peneﬁméan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna
Barang; ;dan
c. penenméan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa
Pengguna Barang lainnya.
€) Pembukuar} BMD atas penerimaan internal Pengguna Barang

dilakukan 1t?)erdasa:rkan berita acara serah terima.

Bagian Kelima
- Pengeluaran Internal Pengguna Barang

Pasal 473

(D) Pembukuar} BMD atas pengeluaran internal Pengguna Barang
sebagaimar;a dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf d dilakukan
terhadap pe;engeluaran BMD dalam satu Pengguna Barang.

) Pembukua;i BMD atas pengeluaran internal BMD sebagaimana
dimaksud Ijaada ayat (1) terdiri dari:

a. penyerapan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna
Barang;é‘

b. penyerailan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna
Barang; %dan

C. penyera'han BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa
Pengguna Barang lainnya.
(3) Pembukualzl BMD atas pengeluaran internal Pengguna Barang

dilakukan f)erdasarkan berita acara sérah terima.
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{ Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 474

(1) Pembukuan ‘ BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 a%yat (1) huruf e dilakukan apabila terdapat pemanfaatan
BMD dalam i)entuk: -

a. sewa;,
b. pinjam pailkai;
c. bangun gima serah/bangun serah guna;

-d. kerja samia pemanfaatan; dan

e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(2) Pembukuan gBMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
| ayat (1) disajikan dalam Aset Lainnya pada kemitraan dengan pihak
ketiga.

(3 Dikecualikanl} dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pembukuan BMD atas pemanfaatan disajikan pada Aset Tetap jika:

a. pemanfaaitan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan;

b, pemanfaaian dalam bentuk pinjam pakai; dan/atau
c. jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi periode Pelaporan pada

semester II tahun berkenaan.

'~ (4) Pembukuan [BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaékukan berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan

ketentuan peiraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
> Reklasifikasi
Pasal 475

(1) Pembukuan iBMD atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 462 ay}at (1) huruf f, dilakukan apabila terdapat pemindahan
suatu akuni dari suatu pos ke pos yang lain sesuai dengan

penggolongan dan kodefikasi BMD.
| :

|
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2) PembukuanBMD atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapét dilakukan sewaktu-waktu.

3) Pembukuan!BMD atas reklasifikasi sébagaimana dimaksud pada
ayat (1) dlsebabkan karena:

a. kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi;

=

perubaha~n fungsi;

rusak berat atau usang;
hilang; ‘
aset bersc’ajarah;

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

N T

sebab lair?mya.

: Pasal 476

Pembukuan BMD! atas Reklasifikasi karena kesalahan pencatatan dalam
penggolongan dan\kodeﬁkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat
3) huruf a dilalfukan apabila terdapat kesalahan pencatatan dalam
penggolongan dan kodefikasi BMD.

| Pasal 477

(1) Pembukuan§ BMD atas reklasifikasi karena perubahan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf b dilakukan
apabila: ‘ |
a. terjadi perubahan fung81 penggunaan BMD; atau
'b. BMD berupa Aset Tetap yang tidak dlgunakan dalam operasional

Pemenntahan Daerah.

) Pembukuan ‘BMD atas reklasifikasi karena terjadi perubahan fungsi
penggunaan, BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
d1rek1as1ﬁkas]1 ke pos yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya.

(3) Pembukuan BMD atas reklasifikasi terhadap BMD berupa Aset Tetap
yang tidak ]digunakan dalam i,operasional pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direklasifikasi ke Aset

t
‘Lainnya. |



- 248 -

Pasal 478

(1) Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena rusak berat atau usang
sebagaiman."a dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf ¢ dilakukan

~ apabila terdapat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
Pemeﬁntah%n Daerah karena rusak berat atau usang.

(2) Aset Tetap iﬁyang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan

Daerah karéna rusak berat atau usang sebagaimana dimaksud ayat

(1) direklasiii”ikasi ke Aset Lainnya.

|
Pasal 479

) Pembukuaﬁ BMD atas reklasifikasi karena hilang sebagaimana
dimaksud dfa.lam Pasal 475 ayat (3) huruf d dilakukan apabila BMD
berupa Ase1§: Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
yang sah dan direklasifikasi ke Aset Lainnya.

(2) Dalam hal?; BMD berupa Aset Tetap yang hilang sebagaimana
dimaksud ipada ayat (1) telah ditemukan kembali, dilakukan
reklasiﬁkasi kembali dari Aset Léinnya ke Aset Tetap.

(3) Pembukuaq BMD atas reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
sebagaimanfa dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal BMD
dapat digfunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
Pemerintah%cm Daerah. |

|
i

Pasal 480

)] Pembukuar% BMD atas reklasifikasi karena Aset bersejarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf e dilakukan
apabila Asét Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan
budaya, linékungan, dan sejarah.

(2) Aset berseji[arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
karakteristik, meliputi:

a. nilai kuiltural, lingkungan,k pendidikan, dan sejarahnya tidak
mungkiri secara penuh dilémbangkan dengan nilai keuangan
berdasaékan harga pasar;

b. peratur%n dan hukum melarang atau membatasi secara ketat

pelepasainnya untuk dijual;
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i
|
I

c. tidak mu‘;dah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat
selama iwaktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun; dan

d. sulit untllllk mengestimasikan masa manfaatnya terhadap beberapa
kasus dapat mencapai ratusan tahun.

(3) BMD berupzii Aset bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan re\}ldasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah.
- (4) Daftar Barax‘}g bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
“disajikan da¥am neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan
dan dicatat d)alam kuantitas tanpa nilai.
(5) Dalam hal BMD berupa Aset bersejarah dapat memberikan potensi
manfaat lain%tlya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya,

diterapkan pﬁnsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

|
1
|

Pasal 481
Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena ketentuan peraturan
g.verx.lndang—undang"an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3)
suruf f dilakukaﬁ apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-

| :
_ndangan atas BMD untuk dilakukan reklasifikasi.

|

Bagian Kedelapan

Koreksi

Pasal 482

(1) Pembukuan BMD atas koreksi sebagainiana dimaksud dalam Pasal

462 ayat (1) huruf g dilakukan apabila terdapat pembetulan terhadap
\

data BMD.

(2) Pembukuan BMD atas koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. koreksi niiéai;
b. koreksi pépcatatan ganda;
c. koreksi data spe sifikasi barang; dan/atau

d. koreksi lainnya.
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‘ Pasal 483

(1) Pembukuan[ BMD atas koreksi nilai sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 482 ayat (2) huruf a dilakukan karena:
a. terdapat kesalahan pencatatan nilai BMD;
b. terdapat 1[111a1 perolehan awal tidak wajar; atau
c. penilaiani kembali yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturaﬁ perundang-undangan.

(2) Pembukuan BMD atas koreksi nilai karena terdapat kesalahan
pencatatan rflilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan Qalam hal ditemukan dokumen sumber perolehan atau

dokumen sumber lainnya.

Pasal 484

)] Pembukuan; BMD atas koreksi penéatatan ganda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 482 ayat (2) huruf b dilakukan apabila
terdapat 1 (sfatu) BMD yang dicatat lebih dari 1 (satu) kali,

) Pembukuan BMD atas koreks1 pencatatan ganda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan pada pencatatan ganda dalam
Daftar BMD [Pememntah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 485

Pembukuan BMD atas koreksi data spesifikasi barang sebagaimana
dlimaksud dalam Pasal 482 ayat (2) huruf c dilakukan apabila terjadi
;)erubahan data sée31f$a31 barang dan tidak terjadi perubahan nilai.

|
|

|
| Pasal 486
'\
Yembukuan BMD atas koreksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
482 ayat (2) huruf d diakibatkan karena:
a. perubahan fnasa manfaat;
b. terdapat k%:salahan dalam perhitungan nilai penyusutan atau

amortisasi; |
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c. terdapat ke$a1ahan pencatatan kuantitas BMD; dan/atau
d. terdapat keisalahan pencatatan tanggal, bulan, tahun perolehan.

Bagian Kesembilan

|

Penambe;than Masa Manfaat dan/atau Kapasitas Manfaat

| Pasal 487

) Pembukuan); BMD atas penambahan masa manfaat atau kapasitas
manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf h
dilakukan alpabila terdapat biaya perbaikan atau biaya pengeluaran
setelah peroilehan yang dapat menambah masa manfaat dan/atau
kapasitas ménfaat. |

) Pembukuani BMD atas penambahan masa manfaat dan/atau
kapasiﬁas Irlla.nfaat BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan §etiap terjadi transaksi penambahan masa manfaat

dan/atau kapasitas manfaat BMD.

Bagian Kesepuluh

Penyusutan atau Amortisasi

; Pasal 488

(1) Pembukuan EBMD atas penyusutan atau amortisasi sebagaimana
vdimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf i merupakan Pembukuan
atas hasil p«?rhitungan penyusutan atau amortisasi yang dilakukan
terhadap BI}/ID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Hasil perhit{}mgan penyusutan atau amortisasi BMD dilaporkan

\ : . .
dalam laporan penyusutan atau amortisasi.
| |
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Bagian Kesebelas

Persediaan

Pasal 489

¢)) Pembukuan? BMD atas persediaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 ?ayat (1) huruf j dicatat dengan menggunakan metode
perpetual. |

(2) Metode perbetuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi

perolehan /¥ penenmaan dan pengeluaran persedlaan

| Pasal 490

(1) Penilaian p{:rsediaan dilakukan dengan metode:

a. masuk ﬁertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah
first in ﬁrst out;

b. rata—rata atau yang dikenal dengan istilah average; dan/atau

c. harga perolehan terakhir.

(2) Metode masuk pertama keluar pertama sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan metode penilaian persediaan barang
yang d1h1tung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang
dlkeluarkan pertama.

(3) Metode rata—rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan:; metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan

- harga bararilg secara rata-rata selama periode Pelaporan.

(4) Metode haljga perolehan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf cT, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung

berdasarkap harga perolehan terakhir.

| Pasal 491
|

(1) Pembukuaifl BMD atas persediaan terdiri dari:
a. buku peinerimaan persediaan;
b. buku pe;ngeluaran persediaan;

c. buku penyaluran persediaan;
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d. kartu balliang persediaan; dan
e. Daftar BMD persediaan rusak atau usang.

(2) Buku penerimaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan
persedlaan

(3) Buku penge}uaran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufb merwiupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran
persediaan. ,

(4) Buku penjraiuran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c mex;upakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan
apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau
dipakai dalafrl rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.

(5) Kartu bara.ng persediaan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf
d merupakan rekapitulasi pencatatan persedlaan penerimaan dan
pengeluaran? persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi
persediaan. }

(6) Daftar BMQ persediaan rusak berat atau usang sebagaimana
dimaksud pa%da ayat (1) huruf e merupakan rekapitulasi pencatatan

persediaan rusak berat atau usang.

|
Pasal 492

(1) Permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat
(4) didasarkah atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan.

(2) Nota permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu
sesuai batas ;kewenangannya.

(3) Pengurus Bérmg Pengguna mengajukan surat permintaan barang
kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berdasarkan nota
permintaan s{ebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengurus Ba{rang Pembantu mengajukan surat permintaan barang
kepada Kua?sa Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 493

)] Berdasarkaﬁ perigajuan surat permintaan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 492 ayat (3) dan ayat (4), Pejabat
Penataﬁsahz%an Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
memberikan persetujuan. :

(2) Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat atau pegawai negeri
sipil dalam rinemberikan persetujuan.

3) Persetujuantsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam
bentuk surait perintah penyaluran barang.

(4) Pengurus ];Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu
mengeluarkén dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan
surat perin’fcah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita

acara serah terima.

Pasal 494

(1) Persediaan jrusak atau usang direklasifikasi ke dalam Daftar BMD
persediaan }usak atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
491 ayat (1) hurufe.

(2) Daftar BMD persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

(3) Mekanisme | pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan pérundang— undangan.

|

| Pasa1‘495
(1) Pengurus Bérmg Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai
: kewenangariinya melakukan Inventarisasi fisik persediaan atau yang

dikenal denéan istilah stock opname yang dilakukan setiap semester.

2) Inventarisas:i fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum
dipakai yar%g berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang
berada di unit pengguna/pemakai.

(3) Hasil Inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.

(4) Pada akhir, periode Pelaporan pencatatan persediaan dilakukan

|
penyesuaian dengan hasil Inventarisasi fisik persediaan.
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Bagian Keduabelas

Pemeliharaan

1
|
\
i

|
) Pembukuan BMD atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 aﬁ(at (1) huruf k dilakukan pada kartu pemeliharaan.

Pasal 496

2) Pembukuani BMD atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) untlllk pemeliharaan yang bersifat rutin dan tidak menambah

masa manfa;at atau kapasitas manfaat.

Bagian Ketigabelas

Kartu Inventaris Ruangain

i
|
i
‘

Pasal 497

(1) Pernbukuanl BMD atas KIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462
~ayat (1) huruf 1 merupakan Daftar BMD yang digunakan untuk
mencatat ba;ang vang berada dalam ruangan.
(2) KIR sebagai;mana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pengurus
Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu dalam rangkap 2
| (dua) untuk:?
~a. ditempel ' dalam ruangan yang bersangkutan dan dilakukan
pembaharuan setiap semester; dan
b. disimpanisebagaj arsip.

, Pasal 498

(1) Selain pembéaharuan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 497 ayat (2) huruf a, pembaharuan KIR dilakukan dalam hal
~terdapat: L 7
a. pemindaﬂan barang dalam ruangan;

b. penambal%lan barang dalam ruangan; dan/atau
c. perubahan penanggungjawab ruangan.
| (2) Perpindahan barang dalam ruahgan ’sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hur;*uf a dilakukan dengan melibatkan Pengurus Barang

|
i
|
|

|
|
[
|
|
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Pengguna ;atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas

- kewenangannya.

Bagian Keempatbelas
Pengamanan
Pasal 499

(I) Pembukuan; BMD atas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 462 anat (1) huruf m, dilakukan terhadap pengamanan

admmlstras1 atas penggunaan atau pemakaian BMD.

(2) Pembu_kuan[ BMD atas pengamanan administrasi sebagaimana
dimaksud példa ayat (1) berupa: |

a. gedung dan /atau bangunan berupa rumah negara; dan

b. peralatan dan mesin.

3) PernbukuanE BMD atas pengémanan administrasi sebagaimana
- dimaksud p;ada avat (2) dilakukan apabila terdapat:

a. penggunélan atau pemakaian BMD yang menjadi tanggung jawab
mutlak ipejabat atau pegawai pemerintahan daerah yang
menggunakan untuk menunjang tugas dan fungsi; dan

b pengembahan BMD setelah digunakan oleh pejabat atau pegawai
pemenn‘qahan daerah yang bersangkutan.

4) Pembukuaﬁ BMD atas pengamanan administrasi sebagaimana
dimaksud pfada ayat (3) berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan

ketentuan geraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Penghapusan

PasaI 500

(1) Pembukuarll BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 462 ‘layat (1) huruf n idilakukant apabila telah ditetapkan
keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.

(2) Keputusan jpenghapusan sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa
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Pengguna Bjarang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang? berada dalam penguasaannya.

Pasal 501

)] PembukuanﬁBMD atas penghapusari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal; 500 ayat (1) disebabkan oleh:
a. penyerah"an atau Pengalihan status penggunaan BMD;
b. pemindahtanganan BMD;
c. putusan| pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

tidak adajt upaya hukum lainnya; ‘
- d. ketentua;n peraturan perundang-undangan;

e. pemusnahan; atau
f. sebab lai!n.

2) Pembukuar; BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) '?berdasarkan dokumen sumber berupa keputusan
penghapusa;m oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

. peraturan ;derundang— undangan.
Bagian Keenambelas
Kartu Identitas Barang

Pasal 502

(1) Pembukual? BMD atas KIBAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
462 ayat (1) huruf o merupakan Pembukuan dari kegiatan transaksi
yang terjadji pada setiap BMD.

2 KIBAR seb;agaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
persediaan: ‘

(3) Setiap BM[T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki NIBAR
pada saat lperolehan/ penerimaan awal barang diterima dan diakui
sebagai BMD.

(4) NIBAR seb[agairnana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan
perubahan atau dihapus.

(5) Pengecuali%n terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukjan apabila: | |
a. dihapus dari Daftar BMD; atau

b. terjadi kloreksi.




; -258 -

Pasal 503
KIBAR sebagaimaﬂa dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) terdiri dari:

|
KIBAR tal:'lah;

KIBAR pe;:alatan dan mesin; |

o P

KIBAR geaung dan bangunan;

oo

KIBAR jal’an, jaringan dan irigasi,
KIBAR Aset tetap lainnya;

KIBAR kolnstruksi dalam pengerjaan;
KIBAR kepaitraan dengan pihak ketiga;
. KIBAR AsFt tak berwujud; dan

KIBAR Aset lain-lain.

=

ok o
.

BAB IV
INVENTARISASI

1 Bagian Kesatu
| ‘

[ Pelaksana dan Objek Inventarisasi
|
| Pasal 504
hventarisasi BMD }dilaksanakan oleh:

-a. Penggunai Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang;

dan ‘ ‘

b. Pengelola?Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang.
~ N

Pasal 505

(1) Objek Invent%a.ﬁsasi BMD meliputi:
a. persediaaril;
b. tanah; \
C. peralatan:dan mesin;
d. gedung da}n bangunan;

jalan, jaringan dan irigasi;

o

aset Tetaﬁ lainnya;

8. aset tidak berwujud; dan

s

|
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h. konsUukéi dalam pengerjaan.

(2) Objek Inven'éaﬁsasi BMD sebagaﬁmana‘ dimaksud pada ayat (1) huruf
b sampai d:engan huruf g dapat dilakukan Inventarisasi secara
serentak atail bertahap. |

3) Inventarisasii secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan otleh Bupati dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. tanggal, bulan, tahun perolehan;
b. lokasi; |
c. jumlah b?rang; dan/atau

d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 506

(1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan
Inventarisasfi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa:
a. persediaa;.n dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling
sedikit sékali dalam 1 (satu) tahun; dan
b. selain pejrsediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan
paling sejdikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
2 Dikecualika'n dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa persediaan yang akan diserahkan kepada

masyarakatff
Pasal 507

(1) Pengelola B:arang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaarinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

() Inventarisasji BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
tanah dan/ iatau bangunan. v ‘

Bagian Kedua
Tahapan Inventarisasi
Pasal 508

(1) Tahapan |Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (2).
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(2) Tahapan In\Efentan'sasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari: |
-a. persiapani;
b. pelaksane;\an;
c. Pelaporanf hasil Inventarisasi; dan
“d. tindak lax?jut hasil Inventarisasi.

(3) Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
‘tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 509

Tahap persiapan s@abagaimana dimakst dalam Pasal 508 ayat (2) huruf a,
rneliputi: ‘ |

a. pembentukan tim Inventarisasi; dan

b. penyiapaljl data awal.

|

‘ Pasal 510

(1) Pembentukalil tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
509 huruf a dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang dan Pengelola Barang;

(2) Tim Inventansam sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh bupati. '

' (3) Tim Inventar?lisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas: :
| . : —
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;

o

menyiapkian data Daftar BMD;
menyiapk?n dokumen sumber;

! . .
melaksanakan Inventarisasi;

a o

melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;

meneliti dbkumen kepemilikan;

menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
|

. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil

5@ om0

Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanganj.

ii
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4) Tim Inventaﬁisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu

“oleh Penggurgla Barang lainnya.

Pasal 511

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana
|

dimaksud dalam Pjasal 510 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a. objek yaﬂg akan dilakukan Inventarisasi;
b. rencana j’adwa] pelaksanaan Inventarisasi; dan
c. pelaksana/ petugas Inventarisasi sesuai target lokasi dan jadwal

peléksanfaan.
Pasal 512

Penyiapan data aiwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b,
merupakan penyiiapan data sebelum pelaksanaan Inventarisasi, yang

meliputi:

a. penyiapa:n dokumen sumber; dan

b. penyiapaﬁn dokumen pelaksanaan Inventarisasi.

Pasal 513

(1) Tahap pelali{sanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (2)
huruf b, rinerupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan
identiﬁkasi.{ 7

(2) Tahap pela;ksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh tim Injventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayat
(2).

| Pasal 514

|

(1) Dalam tahéxp pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513
ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Inventaﬁsagi.

(2) Monitoring \dan evaluasi atas pelaksahaan Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Pengguna Barang dilakukan oleh

Pengelola B@rang.
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(3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh
Pengguna Barang

Pasal 515

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514
dilakukan melalm

a. kesesualan rencana Kkerja pelaksanaan Inventarisasi dengan

pelaksanaan Inventarisasi; dan
b. kesesua1an lembar kerja Inventansa31 dengan laporan hasil
Inventarlsas1
(2) Dalam hal[ hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasél 514 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Pengelola
Barang r:{nenyampajkan keiaada Pengguna Barang untuk
ditindaklanjuti.
(3) Dalam halg hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
| Pasal 514 ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, Pengguna Barang
menyampalkan kepada Kuasa  Pengguna  Barang untuk
dltmdaklan_]utl.

Bagian Ketiga
Pelaporan Inventarisasi

Pasal 516

Tahap Pelaporaq hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

508 ayat (2) hl.jlruf ¢, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil

Inve,ntarisasi yapg dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna

Barang dan Pengjelola Barang.

Pasal 517

(1) Kuasa Pen;gguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang

melalui T1m Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi.
(2) Laporan h;asil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tainggung jawab penuh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna

Barang dan Pengelola Barang atas kebenaran hasil Inventarisasi.

f
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(3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebaga_imanai. dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang paling
lama 2 (dua) bulan setelah Inventarisasi. |

(4) Pengguna iBarang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimanaj dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang paling

lama 3 (tiga)ibulan setelah Inventarisasi. ;

(5) Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi

' sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
(6) Laporan sebfagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada

Bupati.

Pasal 518

| ‘
Tanggung jawab penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (2)
didukung melalui fsurat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna

Barang dan Penge;lola Barang sesuai kewenangannya.
|
| Pasal 519

(1) Laporan hfasil Inventarisasi memuat objek Inventarisasi BMD
sebagaimanja dimaksud dalam Pasal 505 ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g. ;

(2) Laporan ha?il Inventarisasi terhadap objek Inventarisasi BMD berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pas%l 505 ayat (1) huruf a dan huruf h disampaikan

berdaSarkar? hasil Inventarisasi sesuai periode Pelaporan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Pasal 520

Tindak lanjut has;il Inventarisasi BMD sebagaiména dimaksud dalam Pasal

508 ayat (2) hurutT d dilakukan paling sedikit:

a. pemberia}n label pada BMD;
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b. reklasiﬁkasi;

c. koreksi; |

d. pencatatz;ln;

e. pengalihain status penggunaan atau penggunaan
sementa;a;

f. pengeluai"an internal Pengguna Barang atau penarikan;

o

penghapl;lsan; dan/atau
h. menindal%:lanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 521

(1) Pemberian lélbel pada BMD sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 520
huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
a. BMD yang belum diberikan label; atau
b. penggant{an label akibat reklasifikasi, koreksi atau terjadi
perubahain kode lokasi barang.
(2) Pemberian le}:ibel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai denga;}n ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai

penggolongaﬁ dan kodefikasi BMD.

|
i
|

| Pasal 522

Reklasifikasi sebaéaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf b merupakan

rindakan perbaikan pada penggolongan dan kodefikasi BMD sesuai dengan
| .

Pembukuan BMD }atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

+75. |

Pasal 523

noreksi sebagaiména dimaksud dalam Pasal 520 huruf ¢ merupakan
rindakan pembetulan terhadap data BMD sesuai dengan Pembukuan BMD
. |

«tas koreksi sebagaflimana dimaksud dalam Pasal 482.
, | |



-265-

Pasal 524

(1) Pencatatan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf d
dilakukan dalam hal BMD belum tercatat dalam Daftar BMD.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 525

(1) Pengalihan | status penggunaan atau penggunaan sementara
sebagaimanfa dimaksud dalam Pasal 520 huruf e dilakukan apabila:

a. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi masih tercatat
dalam D%ftar BMD pada Pengguna Barang Lainnya; atau

b. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi masih tercatat
dalam Daftar BMD pada Pengelola Barang.

(2) Pengalihanf status penggunaan atau penggunaan sementara
sebagaiman:a dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan Ijaeratu ran perundang- undangan.

(3) Dalam halg tidak dilakukan pengalihan status penggunaan atau
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- Pengguna ]éarang atau Pengelola Barang dapat melakukan penarikan
atas BMD yfang telah digunakan.
| :
|
’ Pasal 526

(1) Pengeluaraiq internal Pengguna Barang atau penarikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 520 huruf f dilakukan apabila BMD telah
digunakan l'oleh:

a. Kuasa P;engguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD
pada Kujasa Pengguna Barang lainnya;

b. Kuasa’ Pfengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD
pada Peﬁgguna Barang; dan/atau

|
c. Pengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD pada

Kuasa Pengguna Barang.
2 Pengeluarafn internal Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (iilaksanakan penyerahan BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasél 473 ayat (2).
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(3) Penarikan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal
Kuasa Pengguna Barang atau Pengguna Barang yang mencatat masih

membutuhk?n.
\ Pasal 527

(1) Penghapusain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf g
, dikategoﬁkén dalam penghapusan karena sebab lain.
) Penghapusajn karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. banguna;a yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau
Pernerintfah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan
pemindai'ltanganan atau pemusnahan;

b. Aset Tet%xp renovasi yang berada di atas Aset milik pemerintah
pusat, P?merintah Daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat
dilakukain pemindahtanganan atau pemusnahan;

c. BMD yang hilang karena kecurlan dan telah dilaporkan pada
pihak yang berwenang; atau

d. BMD yang hilang tidak dltemukan

(3) Penghapusan BMD yang tidak dapat dilakukan pemindahtanganan
atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
- hurufb apaitbila:
a. Pemerin;tah pusat atau Pemerintah Daerah lainnya tidak
| menyetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk
hibah atflu tukar menukar; dan/ atau

b. bangunén yang telah menyatu dengan bangunan milik pemerintah
pusat, P;emerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain.

(4) Tata cara penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
pada ayat§ (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—’:undangan.

Pasal 528

) Penghapusjam terhadap BMD hilang tidak ditemukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 527 ayat (2) huruf d dilakukan dengan
membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim peneli1’i sebagaimana dimakSud pada ayat (1) berjumlah gasal

paling sedil‘{it terdiri dari unsur:

i
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Pengelolaf Barang;
Pejabat Penatausahaan Barang,

Pengurus Barang Pengelola;

o o op

Bagian Hpkum, dan
e. Inspektofat kabupaten.

(3) Tim peneliti‘isebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas,

~ paling sedilc%t:

a. meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi;

b. melakukan pengecekan ke 1apangan untuk menyatakan
kebenarain atas laporan hasil Inventarisasi;

c. meneliti cilokumen kepemilikah sesuai ketersediaan data dokumen;

d. meneliti ciokumen administrasi; dan

€. menyusuP laporan hasil penélitian yang dituangkan dalam berita
acara hasil penelitian.

(4) Laporan berfita acara hasil penelitianr‘ sebagaimana dimaksud pada

“ayat (3) huru}f e disampaikan kepada Bupati dan Pengguna Barang.
Pasal 529
| ‘.

(1) Laporan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 528 ayat (4) disusun oleh tim terhadap BMD yang hilang tidak
ditemukan mehpuu
a. BMD ma31h dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan;
| dan/ atau
b. BMD Sud’ah tidak dimungkiﬁkan dilakukan penelusuran atau

tidak murllgkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk
diusulkani penghapusan.

(2) Dalam hal g;BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau
ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kuasa
Pengguna ]éarang,, Pengguna Barahg atau Pengelola Barang
melakukan penelusuran kembali.

(3) Dalam hal BMD sudah tidak dlmungkmkan dilakukan penelusuran
atau tidak m’ungkm ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan paling sedikit dengan pertimbangan:

a. sudah tid%k memiliki sisa masa manfaat;

b. pernah terjadi keadaan kahar;
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- ¢. tanggal, iibulem, tahun perolehan secara fisik sudah tidak
dimungkiinkan keberadaannya atau tidak dapat dipertahankan
secara telrznis keberadaannya; dan/atau

d. terdapat  dokumen pendukung lainnya yang  dapat
dipertang};ungjawabkan. '
(4) Dalam hal éMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran

- atau tidak rrl‘lungkin ditemukan éebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, Pen:’gguna Barang atau Pengelola Barang mengajukan usulan

’, penghapusautl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. \

BAB XII PELAPORAN
'; Bagian Kesatu

Penyusunan Pelaporan

Pasal 530

(1) Pelaporan BMD terdiri dari :

: i .
a. perolehan/penerimaan;

o

penggunaian;

penerlmaan internal Pengguna Barang;

a0

pengeluaran internal Pengguna Barang;
pemanfaa_tan,

reklasiﬁka}lsi;

koreksi; }

. penyusutan atau amortisasi;

o
.

persediaalz*l;
3 pengamaﬁan; dan
k. penghapuLan

(2) Pelaporan BMD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tercantum
‘dalam Lamp}1ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

| e
-Peraturan Bupati ini.

|
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Pasal 531
|
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang kuasa pengguna

untuk disan";paikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Bérang menyusun laporan barang pengguna.

(3) Laporan barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan lapo;‘ran barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun setiap bulan dan semester.

(4) Laporan barEang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang

disusun seﬁ.iap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dihimpun oleh Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan laporan
~barang pengfg,una. |

(5) Laporan ba}ang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan %sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk

: disampaikan; kepada Pengelola Barang.

} Pasal 532
i f

(1) Laporan setiiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat
(3) diserahk%n paling lambat 10 (Sepuluh) hari bulan berikutnya.

(2) Laporan seﬁap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531
ayat (3) diserahkan paling lambat:
a. semester 1 yaitu minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan; dan

“b. semester II yaitu minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
i

Pasal 533

(1) Pengelola Ba{rang menyusun laporan barang pengelola.

(2) Laporan bagang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun setiap bulan dan semester.

(3) Laporan bari‘ang pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 531 ayat (5)
dan laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang disusﬁjn setiap semester dihimpun oleh Pengelola Barang
sebagai baha?n penyusunan Laporan BMD.

(4) Dalam menghimpun laporan barang pengguna dan laporan barang
pengelola seibagaimana dimaksud pada ayat (3} Pengelola Barang

‘dibantu oleh ;iPejabat Penatausahaan Barang.
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(5) Laporan BMD sebagaimané dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai bahan penyusunan neraca bagi Pemerintah Daerah.

[ ,

|

t
|

‘ ‘ Pasal 534

(1) Pemerintah baerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (5)
menyampajk;an Laporan BMD semester I dan semester II kepada
Menteri. «

(2) Laporan sémester I sebagaimana' dimaksud pada ayat (1)
disamﬁaikari} paling lambat minggu ke empat bulan Agustus tahun
berkenaan. \ ‘

(3) Laporan seitmester Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
, disampaikaﬁ! paling lambat 1 (satu) buian sejak diterima laporan hasil

pemeriksaani oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi
Pasal 535

(1) Dalam menyPsun Laporan BMD perlu dilaksanakan Rekonsiliasi.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
-sedikit terhadap:

. perolehani/ penerimaan;

pengguna[an;

penerimaan internal Pengguna Barang;

pengeluarian internal Pengguna Barang;

reklasifikasi;

koreksi; |

penghapu:'san;

PR o0 gop

. saldo awa;l tahun berjalan; dan
saldo akh’lr tahun berjalan.

i o
.

|
\ Pasal 536

(1) Rekonsiliasi E}lata BMD dilakukan oleh:

a. Pengurus EBarang Pengguna dengan Pengurus Barang Pembantu,;
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b. Pengurus Barang Pengguna dengan'P‘engurus Barang Pengelola;

c. Penguru§ Barang Pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi
pada Pengguna Barang; dan

d. Pengurus Barang Pengelola dengan pelaksana fungsi akuntansi
yang menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.

) Rekons111asL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b dllaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam periode
tahun ber_]alan

(3) Rekon3111as1 sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf
d dllaksangkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau setiap
semester dalam periode tahun berjalan.

(4) Hasil Rekoﬁsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam ber1ta acara hasil Rekons111a51 ,

(5) Format berlta acara hasil Rekons1has1 sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) tegcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkax% dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 537

Pegawasan dan p;engen dalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan

oleh: '
|

il

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi; dan/atau
c. Pengurt%s Barang Pengelola dalam hal ini Bidang Aset Daerah

melalui i)emantauan, penertiban dan investigasi

Pasal 538

i
i

!
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
| .
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemelihara:an, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di

dalam penguasaannya.
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(2) Pelaksanaan: pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa
-~ Pengguna Baitrang .

(3) Pengguna Bérang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan:i intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasil peman;tauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat"(Q). , ‘

(4) Pengguna Bgrang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sebagéimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan

peraturan pferundang— undangan.

i
|
i

Pasal 539

(1) Pengelola ]:3arang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaalzii penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
barang millik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaata;n, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

) Pemantaualja dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barahg dengan meminta aparat
pengawasarfl intern pemer'infah untuk melakukan audit atas
pelaksanaalf'l Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
barang mi1i1:< daerah.

(3) Hasil audit fsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan pferundang—undangan;

Pasal 540»

(1) Pengurus E%arang Pengelola dalam hal ini Bidang Aset melakukan
pemantauar; dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaataflq, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam
rangka ; penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahta’nganem barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauarj1 dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diﬁﬁdaldanjuﬁ oleh Pengurus Barang Pengelola dengan

i
i
i
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meminta aﬁarat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan
audit atazs pelaksanaan  Penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtafnganan barang milik daerah.

(3) Hasil audit fsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengurus }j3arang Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan I;eraturan perundang-undangan.

|

(4) Kendaraan 1 Dinas Jabatan hanya dapat digunakan dalam rangka

melaksanaléan tugas kedinasan.

(5) Tugas kedinasan yang dimaksud dalam rangka pergi kerja,

melaksanaljcan perintah tugas di luar kantor

(6) Penggunaaﬁ Kendaraan Dinas Jabatan diluar wilayah Kabupaten
Bombana |wajib memiliki izin tertulis Pengelola Barang dan
ditatausahakan oleh Bidang Aset. |

(7) Bidang Aset diberikan kewenangan penuh untuk melakukan
penertiban: atas Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan yang

digunakan tidak sesuai ketentuan.

BAB XIV
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 541

Penghapusan balr‘ang milik daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang ;Kuasa Pengguna;
b. penghaﬁ)usan dari Daftar Barang Pengelola; dan

C. pengha;}usan dari Daftar Barang Milik Daerah.
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Pasal 542

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a,

dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaar{ Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

|

) PenghapuseTn dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud
dalam Pasa‘l 541 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah
sudah tldak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapus@ dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 541 huruf ¢ dilakukan dalam hal terjadi
penghapus!m sebagaimana dirﬁaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disebabkan karena:

a. peminda;htanganan atas barang milik daerah;

b. putusanE pengadilan yang télah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tildak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnjahan; atau

e. sebab lain.
; Pasal 543

(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola
Barang, P;engguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
disebabkan{ karena:

a. penyera:han barang milik daerah;

b. pengalitjlan status penggunaan barang milik daerah,;

c. pemindahtanganan atas barang milik;

d. putusar[x pengadilan yang felah berkekuatan hukum tetap dan
sudah ti‘dak ada upaya hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan;

f. pemusnfihan; atau

g. sebab léin.

(2) Sebab lain| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
sebab-seba;b yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar,
susut, meﬁguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari

keadaan kahar (force majeure).
|
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Pasal 544

) Penghapusa}n sebagaimana dimgksud dalam Pasal 543 ayat (1) untuk
barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan
menerbitkari1 keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah

- mendapat piersetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) untuk
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan
menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.

(3) Dikecualikajn dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan
Bupati seb’agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang
milik daerah yang dihapuskan karena:

a. pengahhan status penggunaan;
b. permndahtanganan atau
C. pemusnahan

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk
Daftar Barai’mg Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

%) Pelaksanaain atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud ﬁada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

} Bagian Kedua'
Pel%aksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Petllgguna' Barang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang

i
\

|
(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf a dilakukan

Pasal 545

oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

2 Penghapus;am sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola }?»arang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. l

(3) Keputusan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan dlterbltkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara
Serah T erlr’na (BAST) penyerahan kepada Bupati.
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(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah
‘ sebagaiman? dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan
: melampirkap:
a. keputusa{tn penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
%) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pquelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang

- milik daeraﬂ pada daftar barangkmilik daerah.

o
‘
|

Pasal 546

(I) Perubahan ,{Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna f;sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah
: kepada Bufoati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan
Laporan T%thunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang. |

(2) Perubahan; Daftar Barang M1hk Daerah sebagai akibat dari
penyerahaﬁ barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada
Bupati harps dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

 tahunan. |
| Pasal 547

(D) Penghapusajin karena pengalihan status penggunaan barang milik
daerah keplida Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 543 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Bjarang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. '

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang sejék tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan
status peng;gunaem barang milik daerah.

(4) Pengguna ;Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan:

©oa. keputusén penghapusan; dan



f .
3
|

-277-

t
i

" b. Berita Aqiara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan
barang rrixilik daerah.

%) Berdasarkarjl keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Peri;gelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang

milik daeralf;l pada daftar barang milik daerah.

Pasal 548

(1) Perubahan %Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sfebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang
milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan ta:hunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang. \

(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan
status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam

laporan baﬂang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 549

Q) Penghapusén karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf ¢ dilakukan
oleh Pengg@na Barang/Kuasa Pengguna Barang

(2) Penghapusém sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Qmang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

(3) Keputusanésebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu)
bulan diteribitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara
Serah Terima (BAST).

4) Keputusani penghapusan  barang milik daerah karena
pemlndahtanganan atas barang milik daerah dlsampalkan kepada
Pengguna Barangr disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal
pemmdahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang; { : |

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan
dilakukeian dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar,

dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
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|

| |
c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal

peminda}jltanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
(5) Pengguna B,;arang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana
dimaksud p;ada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
a. Keputusé;m Penghapusan; dan
b. Berita chara Serah Terima, Risalah Lelang; dan
c. Naskah Hibah.
(6) Berdasarkar;l keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), P%:ngelola Barang menghapus barang milik daerah dari

Daftar Barahg Milik Daerah.
|

|

Pasal 550

(1) Perubahan f’Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna \ sebagai akibat = dari penghapusan karena
pemiridahte{nganan harus dicantumkan dalam laporan barang
Pengguna/ I;aporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

2) Perubahan$ Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam

laporan senl'lesteran dan laporan tahunan.

|
Pasal 551

)] Penghapus%tn karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperolelza kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum 1ai£1nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
hurufd dilékukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang
milik daerah kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:

a. pertimb?ngan dan alasan penghapusan; dan

b. data bal‘*ang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantarainya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,
nama b%rang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perTolehan. |

3) Permohonain penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud ;:)ada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:
|
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a salinan/ fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilegalisa%si /disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Pengelola {Barang melakukan‘ penelitian terhadap permohonan
penghapusa@n barang milik | daerah dari Pengguna Barang
sebagaiman%at dimaksud pada ayat (2)

(5) Penelitian s?bagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitiaxi'l terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
daerah siebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuataﬁ hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya, dan ‘

C. penelitiar} lapangan (on site visit), jika diperlukan.

(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf c
dilakukan uEntuk memastikan késesuaian antara barang milik daerah

- yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah

yang menjac}i objek permohonan penghapusan.

(7 Berdasarkar?l hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pengelola Biarang mengajukan permohonan persetujuan kepada

- Bupati.
Pasal 552

(1) Apabila perr?ohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 551 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai
dengan alaszian.

(2) Apabila perrinohonan penghapusan barang milik daerah disetujui,
Bupati menjerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik

daerah.

(3) Surat perse‘éujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud piada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang
disetujui unﬁjuk dihapuskan, diantaranya meliputi:

a. kode bm%ng;

b. kode regisiter;
'C. nama bm?ng;
d

. tahun periolehan;

o

spesifikasi/identitas teknis;
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kondisi barang;
jumlah; '

nilai perc:ﬂehan ;

5 @

ot o
.

nilai buicu untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
)} :

penyusutan; dan

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan

Penghaphsan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 553

M Berdasarkain persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
449 ayat (i), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan
barang. [

2 Keputusan}f penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi daj_sar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
penghapusém barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna
dan/atau f)aftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Keputusanjpenghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat j(l) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang sejék tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah
dari Bupati;.

(4) Pengguna Parang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirke:m keputusan penghapusan barang milik daerah.

%) Berdasarka}n keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), P%:ngelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Bareimg Milik Daerah.

|

i Pasal 554
| ‘

Penghapusan seﬁagainlana dimaksud dalam Pasal 551, Pasal 552 dan Pasal
553 hanya dila}qukan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kek;uatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum

lainnya.
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| Pasal 555

(1) Perubahan baftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna §ebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan serr;1esteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan iDaftar Barang Milik Daefah sebagai akibat dari putusan
pengadilan | yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

; Pasal 556

|

4)) Penghapuszjan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Esebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf e
diawali deﬁgan pengajuan permohonan penghapusan barang milik
daerah ole!h Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang. y '

(2) Permohonain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: ; o
a. pertimbéngan dan alasan penghapusan; dan
b. data baI;'ang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,

yang sel{mrang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode reéister, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai
buku, dén /atau nilai perolehan.

(3) Pengelola | frBarang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapus?n barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Berdasarka%n penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola ;Barang mengajukan perrhohOnan persetujuan kepada

i

Bupati.
| Pasal 557
g ‘

(1) Apabila ngati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasél 556 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusén.

(2) Surat perszjetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud ﬁ'ada ayat (1) paling sedikit memuat:

i
|
|
|
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a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, ?nama barang, spesiﬁkasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai bulu, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajibah Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghaplilsan kepada Bupati.

(3) Berdasar@ persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah
dari Daftan Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna ciengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola
Barang. |

(4) Keputusan ﬁenghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (f;?») diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola
Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

i
i
i

Pasal 558

(1) Pengguna ﬁarang melaporkan penghapusan barang milik daerah
kepada Bup‘gti, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang
dikeluarkan ' oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 557 ayat (4). |

(2) Berdasarkanf keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 557 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari l?)aftar Barang Milik Daerah.

Pasal 559

(1)'Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sébagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan
perundang- ﬁndangan harus dicahtumkan dalam laporan semesteran
dan laporaniétahunan Pengguna Barang dan/ afau Kuasa Pengguna
Barang. |

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
melaksanakqn ketentuan peraturan perundang- undangan harus

dicantumkaﬁ dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
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Pasal 560

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada
Pengguna P;arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
huruf f dilalfukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

2 Penghapusén barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukgn setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan }penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (é) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu)
bulan sejak; tanggal berita acara pemusnahan.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan
kepada Bupatl dengan melamplrkan keputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan

| sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkaln keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada
Dafta; Bm%ng Milik Daerah. k

Pasal 561

(1) Perubahan |Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna s;:bagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam
laporan se;rnesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau
~ kuasa pengéuna barang.
2 Perubahani Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
pemusnahgn harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tah;unan.
&
Pasal 562

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

543 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya

memuat: '
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|
i
|

a. pertimbarégan dan alasan penghapusan; dan

b. data baréng milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantaraﬁya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,
narha bafang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan ‘

3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dlajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian,;

b. terbakar,.susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ ikan/ tanaman; atau

c. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 563

) Permohonah penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecurlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3)
hurufa harus dilengkapi: »

a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
b. surat keFerang,an dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:

1. ident{tas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. perny'ataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik ldaerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
diket?mukan; dan

3. perny:ataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa
peng}jlapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan
adan3jfa unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat
yangg menggunakan/penanggung jawab  barang  milik
daerah/ Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
kemungkman kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sank$1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonah penghapusan barang milik daerah dengan alasan
terbakar, %usut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat
(3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
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b. pernyata?n dari Pengguna{ Barang/Kuasa Pengguna Barang
mengenali kebenaran permohonan yang diajukan.

c. perﬁyata%m dari Pengguna Bafang/ Kuasa Pengguna Barang bahwa
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwz;rsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pe%nyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri
hasil lap$rm pemeriksaan/penelitian.

3) Permohonar% perighapusan barang miIik daerah dengan alasan
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
562 ayat (3) }éhuruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat ket“ierangan dari instansi yang bérwenang:

1. fnengeinai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
2. menge[inai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeuire); dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan
kahar (f(;?rce majeure) dari Penggu:na, Barang/Kuasa Pengguna
Barang. |

i

1
1 Pasal 564

(1) Pengelola éarang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusa@ barang milik daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pcz:nelitia:af kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghapu;san;

b. penelitiari data administratif sedikitnya terhadap kode barang,
kode regi#ter, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas
barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti
kepemilikian untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan buktl kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;
dan |

c. penelitian; fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3) huruf b dan
hurufc jiI;a diperlukan. | ; ~

(3) Berdasarkan! hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Bérang mengajukan permohonan persetujuan kepada

Bupati untul% penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.
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Pasal 565

(1) Apabila peri’nohonan penghapusan sebagaimana diinaksud dalam
Pasal 562 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada
Pengguna Bérang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila perxinohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 562 ay?at (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusaril barang milik daerah.

(3) Surat perseéujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud p;ada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang
disetujui untfuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:

a. kode barafng;
kode regisiter;

nama bar?ng;

2 0 o

tahun periolehan;
spesiﬁkasii /identitas teknis;
kondisi baz}_rang ;

jumlah;

. nilai perolehan;

5mot o

nilai bukiu untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan

e
.

penyusutén; dan
j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapuisan kepada Bupati.
€)) Berdasarkané persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menétapkan keputusan penghapusan paling
lama 1 (satu)} bulan sejak tanggal persetujuan.
(5) Pengguna Bairang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4).

Pasal 566

(1) Pengguna Barang menyampa_lkan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik

daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 565 ayat (4).
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2) Berdasarkaq keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 565 dyat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Perubahan baftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sé,bagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan seméstera.n dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang.

(4) Perubahan IZDaftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain

harus dicanﬁumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

|

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Peﬁghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
Pasal 567

(1 Penghapusaig karena penyerahan barang milik daerah kepada
Pengguna Bé.rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
huruf a dilal‘!:ukan oleh PengelolavBarang.

2) Penghapusar} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan pienghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

| ayat (2) pali%lg lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada
Pengguna Bérmg. ‘

(4) Pengelola Biarang menyampaikan laporan penghapusan Kkepada
Bupati dengm melampirkan keputusan penghapusan dan Berita
Acara Serah% Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang
sebagaimanaj dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan; keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang
milik daerah i!pada Daftar Barang Milik Daerah.

i
|
|

Pasal 568

(1) Perubahan ]?aftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan
barang milﬂ{ daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
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(2) Perubahan  Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari

penyerahan‘ barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 569

(1) Penghapuse{n karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
kepada Pihék Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
hurufc dila{kukan oleh Pengelolé Barang.’

2 Penghapusaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati merﬂerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan ;penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat i2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati
sejak tanggleﬂ Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusah penghapusan yang disertai
dengan: ‘

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila
peminda?htanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang; - | |

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar
dan pengzertaan modal pemeriritah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima. (BAST) dan naskah hibah, apabila
pemind%htmganm dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Berdasarkain keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pc%ngelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Bara{’ng Milik Daerah. ‘

‘ Pasal 570

(D Perubahan; Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
pemindaht::anganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan bafang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.

(2) Perubahan| Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
pemindahténganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam

} :
laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.
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Pasal 571

) Penghapusain karena adanya putusan pengadilan yang telah

| , memperoleh!E kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lair%nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada
Bupati pallng sedikit memuat:

a. pertlmbangan dan alasan penghapusan, dan

b. data bargang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
sekurané—kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, hama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan /atalg nilai perolehari. |

3) Permohonali'x penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud piada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan:

a. salinan/ %otokopi putusah pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi j;dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melfakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan
barang mlhk daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)

(5) Penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. penehtlan data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitiah terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
daerah s;ebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya; ﬂan

C. penelitia;n lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna
memastikan kesesuaian antara bafang milik daerah yang menjadi
objek phtusany pengadilan dengan barang milik daerah yang
menjadi objek permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal - permohonan penghapusan barang milik daerah tidak
disetujui, Qupah memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai

dengan alasan.
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- (7) Dalam hal Igermohonan penghapusan barang milik daerah disetujui
Bupati menferbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik
~daerah. f :' |
(8) Surat perseitujuan, penghapusan baraﬁg milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
ia. data bargang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, itahun perolehan, :spesiﬁkasi/ identitas teknis, jenis,
kondisi, jiumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- b. kewajibal';l Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan

penghapusan kepada Bupati.

| Pasal 572

)] Berdasarkarii persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
571 ayat (7),{ Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Berdasarkaﬂ keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengelola.

(3) Keputusan Benghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati

‘ sebagaimané dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan

(4) Pengelola Barang menyampalkan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. [ |

(5) Berdasarkan; keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Per;:gelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari

Daftar Baranig Milik Daerah.

Pasal 57 3

“enghapusan sebégaimana dimaksud dalam Pasal 571 dan Pasal 572

1anya dilakukan

karena adanya putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum

‘ainnya.
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Pasal 574

(1) Perubahan dafta1 barang Pengelola sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dlcantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola balrang |

(2) Perubahan Daftau Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus

dlcantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

: Pasal 575

(1) Penghapusz;n barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan
peraturan ﬁerundang—undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
543 ayat kl) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan
penghapuseim barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada
Bupati. ;

) Permohonafn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat: | |
a. pertlmbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data ba{ang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode reéister, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai
buku dafn/ atau nilai perolehan.

(3) Bupati mejlakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan
barang miljik daerah dari Pengélola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (jl).

(4) Penelitian siebagaimana dimaksqd pada ayat (3) meliputi:

a. peneliﬁén data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitién terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang
miiik daierah; dan ,

c. peneliti%n lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna
memas@km kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi
objek p:eraturan perundang- undangan dengan barang milik

daerah jzang menjadi objek permohonan penghapusan.
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Pasal 576

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dala Pasal 575 ayat (4), Bupati menerbitkan surat

persetujuan penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. data bar?ng milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang
sekurané—kurangnya melipuﬁ kode barang, kode register, nama
barang, jspesifikasi/ identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku,
dan/ atalli nilai perolehan;

b. kewajibajn Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghap\usan kepada Bupati.

(3) Berdasarkah persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelo§1a Barang melakukan penghapusan barang milik daerah
dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan
Bupati. l :

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1{3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal persetujuan.

; Pasal 577

| :

) Pengelola Barang menyampaikan 1aporan penghapusan kepada
Bupati denéan melampirkan keputusan penghapusan.

2 Berdasarkail keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 576 [ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

‘ Pasal 578

|

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanal?{an ketentuan peraturan perundang- undangan harus

dicantumkqn dalam laporan semesteran dan laporan tahunan

pengelola blarang.
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|
i

(2) Perubahan | Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
‘ melakéanakan ketentuan peraturan perundang- undangan harus
dicantumka;n dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

i
i

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada

Pasal 579

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1)
- huruff dilakukan dengan ketentuan.
(2) Penghapusan sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
’ Pengelola \ Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusén barang milik daerah.
3) Keputﬁsan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
~ pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tangglall berdasarkan berita acara pemusnahan.

(4) Pengelola [Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana

- dimaksud gada ayat (3).

) Berdasarkafn keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pé:ngelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Barahg Milik Daerah.

Pasal 580

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola bérang.

(2) Perubahan| Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari

” pemusnah%n barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan

semesteran dan laporan tahunan.

|
|

. Pasal 581
i S
M Penghapusén karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
543 ayat (lj huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:

i
|
\
i



a.
b,
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pertlmbangan dan alasan penghapusan; dan

data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
yang di ‘antaranya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, [nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas,

kondisi Harang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dapat dlajukan karena alasan:

Ca.
b.

. C.

hilang ka}rena kecurian;
terbakar,j} susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ 1kan /tanaman; dan/atau

keadaan kahar (force majeure).

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang

karena kecﬁrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus

dilengkapi: |

a.
b.

|
Surat Keterangan dari Kepohslan

Surat K’eterangan dari Pengelola Barang yang paling sedikit

memuat:

. identi}tas Pengelola Barang;

2. pemyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang
milik daerah tersebut hllang karena kecurian serta tidak dapat
dlketemukan, dan |

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa
penghapusan barang m111k daerah dimaksud diakibatkan
adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat
yang menggunakan/penanggung jawab  barang milik
daeraTh /Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
keml%ngldnan kepada yang bersangkutan akan dikenakan

sankéi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Permohonarjl penghapusan barang milik daerah dengan alasan

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk

|
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

- harus dilengkapi:
‘ i

a.
b.

identitas Pengelola Barang;
pefnyatéan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran

permohonan yang diajukan;
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C. pemyataén bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut,

menguap, mencalir, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ 1llan /tanaman; dan

~d. surat per;nyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri
hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang 'berwenang:

1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
2. mengrjénai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeuﬁlre) ; dan

b. pernyataan bahwa barang rhilik daerah telah terkena keadaan
kahar (fo"rce majeure). A

(7) Bupati melékukan penelitian terhadap permohonan penghapusan
barang m111k daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)

(8) Penelitian s§’bagaj mana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. peﬁelitiah kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghaphsan'

b. penehtlan data administratif sed1k1tnya terhadap tahun perolehan,
spesﬁikam/ identitas barang milik daerah, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang
harus dﬂengkdpl dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan dan

c. penehtlarll fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika

diperlukan.
l Pasal 582
(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 581 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada
Pengelola Barang disertai dengan alasan.
(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 581 aﬁ'fat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan

penghapusain barang milik daerah.
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(3) Surat persezztujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud 1:E)ada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang

- disetujui un:tuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
" a. kode barang; |

kode regi[ster;

nama barang;

tahun pqrolehan;

spesiﬁka{si /identitas teknis;

kondisi barang;

jumlah;

. nilai perolehan;

S O S S <)

[
.

nilai buku untuk barang inilik daerah yang dapat dilakukan
penyusuftan; dan
] kewajibein Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghagusan kepada Bupati. 7
4) Berdasarkah persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupatirinenetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu)
bulan sejak} tanggal persetujuan.
(5) Pengelola B}arang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Dalftar Baljfang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan

sebagaimar:;a dimaksud pada ayat (4).

|
Pasal 583

(1) Pengelola Parang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dedgan melampirkan keputusan penghapusan barang milik
- daerah. i
2 Berda_sarkain keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
, |
Pasal 582 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah daq Daftar Barang Milik Daerah.
(3) Perubahan éDaftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain

e |
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
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) BAB XV

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
| Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 584

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan
sebagai tempat ;tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta
menunjang pelal%sanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintah daeraljl yang bersangkutan.

|

|
i
|

| Pasal 585

(1) Bupati menéatapkan status penggunaan golongan rumah negara.

(2) Rumah neg?ara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam
3 (tiga) golongan, yaitu:
a. rumah négara golongan I,
b. rumah nlegara golongan II; dan
C. rumah nf:gma golongan III. 7

(3) Penetapan $tatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang

diajukan olt?h Pengguna Barang.

Pasal 586

(1) Rumah neg\éra golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585
ayat (2) huﬁuf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang
jabatan teﬂFntu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal
di rumah te;rsebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat
yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah neg?ara golongan Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585
ayat (2) hufuf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan
yang tidak Qapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan

| ~ «
untuk didia}mi oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan.
\
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} :

(3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara
- yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja,
rumah susun dan mess/asrama pememntah daerah.

(4) Rumah negara golongan Il sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 585
ayat (2) huruf ¢, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I

dan golongaF Il yang dapat dgual kepada penghuninya.

I
i

Pasal 587

(1) Barang milii< daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan
sebagai temgaat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang bersangkutan yang mem111k1 Surat Izin Penghunian (SIP).

(2) Pengguna Barang wajib mengoptlmalkan penggunaan barang milik
daerah berqpa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan
11 dalam me:nunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) Pengguna }:Barang rumah negara golongan | dan rumah negara
golongan IlI|wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah

negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

Pasal 588

(1) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587
ayat (1) unftuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola
Barang. ‘ :

(2) Surat ljin Henghunim (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587
ayat (1) 1}1ntuk rumah negara golongan II dan golongan il

ditandatangani Pengguna Barang.
1

Pasai 589

(1) Suami dan| istri yvang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu
rumah negara.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagéimana dimaksud pada ayat
(1) hanya c#apat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas

dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
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Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 590

(1) Barang miliLk daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih

status,penggunaan.

(2) Alih status ﬁenggu_naan:
: : |

a.

antar Pejngguna Barang untuk rumah negara golongan I dan
rumah négara golongan II;

dari Penéguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara
golc}nganj I, untuk rumah négara golongan II yang akan dialihkan
sta’;usnyial menjadi rumah negara golongan III; atau

dari Peingguna Barang rumah negara golongan III kepada
Pengguné Barang, untuk rumah negara golongan IIl yang telah
dikembalikan status golongannya merijadi rumah negara golongan
IL.

(3) Pengalihan status penggunaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

~ dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

~ Bupati.

(4) Alih status ;penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
, A | ,

hanya dapét dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah

| negara telah berusia paling smgkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki

oleh pemenntah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya

sebagai rumah negara.

) Usulan allh status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf ‘b, harus disertai sekurang-kurangnya dengan:

a.

per’setujlilan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status
|
golongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi

rumah negara golongan III;

: | :
. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna

Barang rumah negara golongan III;

salinan Iiceputusan penetapan status rumah negara golongan II;

|
d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan

gambar 1édger /gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
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(6) Pengguna B’ rang bertanggung 5 jawab penuh atas kebenaran dan
keabsahan }data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka
pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

(7) Proses penge’ljuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan
mengikuti ké;tentuan mengenai alih status penggunaan.

|

\ Pasal"591
1) Dalamb hal iiiperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang
- milik daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara
golongan II, menjadl bangunan kantor.
(2) Alih fung31 baran0 milik daerah berupa rumah negara golongan I dan
rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

| BAB XVI

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 592

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan
telah meng}ilasilkan Penerimaan Daerah dibayarkan Insentif.
(2) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Penatausahaan BMD
- berupa Pembukuan dan pelaporan BMD lingkup Kabupaten yaitu
Bidang Aset dibayarkan Tunjangan atau Honorarium.
(3) Pemberian iInsentlf atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ber}tujuan untuk : v
a. meningkjatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
b. mengoptjimalkan pemanfaatan BMD; dan
c. meningkgltkan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah; \ |
(4) Pemberian Tunjangan atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), beﬁujuan untuk : |
a. meningkjatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
b. Mengoptimalkan kehandalan Pembukuan dan Pelaporan BMD.
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(5) Penerimaan Daerah sebagaimané dimaksud pada ayat (1), merupakan

; penerimaank lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa
Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

(6) Hasil Pemar.glfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

bentuk : "

a. sewa;

" b. bangun guna serah/bangun serah guna;
c. kerja sfama pemanfaatan = atau Kerjasama penyediaan
infrastruktur; dan

d. penjualap BMD

|
|
|
|
|
|
i

Pasal 593

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, dihitung dari
penerimaani Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran bérkenaan.

(2) Penerimaan% Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana
penerimaan; tiap triwulan sebagai berikut :

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);

b. sampai rl;lengan‘tﬁwulan I : 40% (empat puluh persen);

c. sampai (?engan triwulan III : 7 0% (tujuh puluh persen); dan
d. sampai qengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(3) Honorariurr;l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, dihitung dari
jumlah uni}f dan nilai Barang Milik Daerah.

4) Penerimaar'i Honorarium BMD yang ditetapkan dalam APBD

sebagaimaqa dimaksud pada ayat (3), dijabarkan dalam rencana

penerimaan tiap bulannya.
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Bagian Kesatu
Besaran Insentif

Pasal 594

(1) Besaran In?enﬁf Pemanfaatan BMD ditetapkan paling banyak 4%
(empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah dari hasil
Pemanfaata#l BMD yang tidak dipisahkan.

(2) Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikargl dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

APBD tahur‘l anggaran berkenaan.

Pasal 595

(1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan untuk Pemanfaatan BMD
kepada : |
a. Pengelolajl Barang, dan
b. Penggun;a Barang.
(2) Pemberian insentif kepada Pengelola Barang sebagaimana pada ayat
(1) huruf a, dibayarkan kepada :
a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD;
b. Sekretar;is Daerah selaku Pengelola Barang;
c. Pejabat I?enatausahaan Barang;
d. Penguru:s Barang Pengelola; .
e. Pejabat thau pegawai pada ’pemerintah Daerah yang membantu
dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.
(3) Pemberian Insentif kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada :

a. Bupati s¢laku Pemegang Kekuasaan BMD;

b. Sekretarjis Daerah selaku Pengelola Barang;

c. Pejabat l?enatausahaan Barang;

d. Pejabat dan Pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang Eyang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawabnya,;

e. Pengurus Barang Pengelola; dan

f. Pejabat ?tau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu
dalam pfooses pelaksanaan Pemanfaatan BMD.

}
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(4) Pemberian I1'lr1sent1'f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
dibayarkan 'secara proposional sesuai dengan beban tugas dan
tanggungjavxifabnya |

(5) Penerima dén Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan dalam

Keputusan 1:3upati.

Pasal 596

(1) Insentif Penilanfaatan BMD dibayarkan pada awal triwulan berikutnya

apabila rea{isasi penerimaan Daerah telah mencapai target rencana
| Penerimaant Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2).

(2) Dalam hal! realisasi Peneﬁmgan Daerah tidak mencapai target
rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593
ayat (2), Epembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan
berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.

(3) Dalam hal érealisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran
tidak | men(i:apai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2), tidak membatalkan Insentif yang
sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran
telah menc’apai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah
sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2) dan pembayaran
insentif beium dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan,
Insentif d;ibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang
pelaksanaa;nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 597

(1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali
dari gaji po}{ok dan tunjangan yang melekat.

(2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

a. tunjangan suami/istri;

b. tunjangén anak;

|

c. tunjangan jabatan struktual / fungsional; dan/atau
d. tunjang%n beras.
|

|
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|
, (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentlf sebagalmana dimaksud pada

~ayat (1) terdapat sisa, harus dlsetor kembali kas daerah sebagai

f
Penerimaan ‘Daerah

(4) Ketentuan dan perhitungan insentif ditetapkan lebih lanjut dalam

Keputusan 1§upat1.

\ Bagian Kedua

1 Besaran Tunjangan/ Honorarium
’ Pasal 598
i ; :
(3) Besaran Tunjangan atau Honorarium BMD ditetapkan paling banyak
' | s

0.5% (nol koma lima persen) dari total nilai perolehan asset tetap
berdasarkaﬁ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran
sebelumnya

(4) Tunjangan atau Honorarium BMD sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dlaloka31kan dan d1tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD tahun anggaran berkenaan.

i
Pasal 599

(6) Tunjangan atau Honoranum BMD dibayarkan kepada :
a. Pengelola Barang, dan
b. Penguru$ Barang.
(7) Pemberian Funjangan atau Honorarium kepada Pengelola Barang
sebagaiman!a pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada :
a. Sekretans Daerah selaku Pengelola Barang;
b. Pejabat Penatausahaan Barang;
C. Pengurug. Barang Pengelola;
d. Pembantﬁ Pengurus Barang Pengelola
e. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu
dalam prbses pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan BMD.
(8) Pemberian ’It‘unjangan atau Honorarium BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (h) huruf b, dibayarkan kepada Pengurus Barang
(9) Pemberian ’IZ‘unjangan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) daﬁ ayat (3), dibayarkan secara proposional sesuai dengan
beban tugas dan tanggungjawabnya
|
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(10)Penerima dah Besaran Tunjangan atau Honorarium BMD ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.
(5) Tunjangan atau Honorarium BMD dibayarkan setiap bulannya

" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2).

Pasal 600

(5) Tunjangan atau Honorarium BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam)
kali dari gajl pokok dan tunjangan yang melekat.

(6) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
e. tunjangajn suami/istri;

£ tunjangein anak;

g. tunJangan jabatan struktual / fungsional; dan/atau
h. tunjangan beras.

(7) Ketentuan dan perhitungan - Tunjangan atau honorarium

ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XVII
BEBAN PENGELOLAAN (CAPITA/ CHARGE)

TERHADAP BARANG MILIK DAERAH

Pasal 601

(1) Bupati dapat mengenakan - beban pengelolaan (capita/charge)
terhadap bajlrang milik daerah pada pengguna barang.

(2) Ketentuan :lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capita/charge)
terhadap bai;rang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XVIII

STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
| | |

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 602

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk:

a. menga‘a%r perencanaan, @ penganggaran, pengadaan dan
pengeloliaan sarana dan prasarana kerja aparatur secara efisien
dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan

. mémberjkan kepastian dalam pengaturan dan keadilan bagi
aparatu% dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur

sesuai diengan tingkat jabatan dan fungsinya.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 603

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin:

a. tercapaijnya efisiensi dan efekﬁvitas dalam pemenuhan kebutuhan
sarana 'dan prasarana kerja aparatur Pemerintah Kabupaten
Bombana; ;

. terwujudnya penyediaan sarana kinerja aparatur Pemerintah
Kabupaten yang proporsional sesuai dengan tingkat jabatan dan
fungsinya; dan

|
. temujuélnya peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran

hu:bungﬁan kerja antar aparatur Pemerintah Kabupaten.




-307-

Pasal 604

(1) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mengatur jumlah maksimal

- dari barang? milik daerah jenis tertentu pada setiap perangkat daerah.

(2) Standar Ke;butuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (jl) disusun berdasarkan:
a. kebijakan akutansi aset tetap; dan

b. tingkat jabatan dan fungsinya.

Bagian Kedua

Ruéng Lingkup Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 605

Ruang lingkup b’arang milik daerah yang distandardisasi kebutuhannya
dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

;
|
o a. Kendaraian dinas; dan
b. Sarana ?istem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1

‘ Pasal 606

Barang milik dagerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 605 huruf a terdiri dari:
!

a. Kendaraian Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang
digunak%m bagi pemangku jabatan, yaitu:
1. Bupati;
2. Wakil Bupati; dan
3. Sekreitaris Daerah.
~ b. Kendara:an Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan
dipergur%akan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;

dan
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c Keridaraén Dinas Operasional, yaitu kendaraan yang disediakan
dan diﬁ)ergunakan untuk pelayanan operasional khusus,

lapangar}r, dan pelayanan umum.

|
|
!

Sarana Sistem éemeﬁntahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 605 huruf b terdiri dari:

Pasal 607

a. Personal Computer;
b Laptop; dan

~ ¢. Unit lainnya

Bagian Ketiga

Kebutuhan Barang Maksimum

Pasal 608

(1) Kebutuhan barang maksimum dari setiap jenis barang milik daerah

pada setiap perangkat daerah dapat ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

2 Kebut'uhani;»barang maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakani jumlah maksimal dari barang milik daerah yang
diperkenankan ditetapkan status penggunaannya pada perangkat

- daerah bers;angkutan.

Pasal 609

(1) Apabila julinlah barang milik daerah tertentu sebagaimana telah

| diatur dala"m Pasal 609 ayat (2) telah mencapai jumlah maksimal,
maka perbngkat daerah bersangkutan tidak diperbolehkan
melakukan gpengadaan barang milik daerah tersebut.

(2) Bagi p_eranékat daerah yang merencanakan pengadaan barang milik
daerah seb;agaimana dimaksud Pada ayat (1) sedangkan jumlah
barang milik daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah

|

|
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telah medcapai jumlah maksimal, maka perangkat daerah
bersangkutan harus terlebih dahulu melakukan penghapusan.
(3) Prosedur penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik
- Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dllaksanakqn sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

; Bagian Keempat
Dasar Penetapan
Pasal 610

(1) Pengguna iBarang dapat mengajukan usulan kebutuhan barang
untuk nantiinya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati .

(2) Usulan kebiutuhan barang maksimum disertai penilaian kepentingan
barang milik daerah.

(3) Usulan ke‘Putuhan barang maksimum dan penilaian kepetingan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampafdkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang bersamaan
dengan peinyampaian usulan . Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pen%guna Barang.

4 Penyampaia;m usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengguna Pi;arang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai pera;turan perundang- undangan yang berlaku.

|

; Pasal 611
(1) Pejabat Pénatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap
- usulan ke}butuhan barang maksimum yang disampaikan oleh
Pengguna Barang.
(2) Penelitian sébagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. kelengk%pm surat pengahtar usulan Kebutuhan Barang
Maksimlilm; |
b. kesesuaiian usulan Kebutuhan Barang dengan aturan yang
berlaku dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah; dan
- ¢. jumlah I%ebutuhan maksimum barang.
(3) Dalam melzjakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pejabat Penatausahaan Barang melibatkan Pengguna Barang untuk
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| | ,
mengkonfirfnasi usulan kebutuhan barang maksimum melalui rapat
koordinasi. ’
(4) Hasil peneljitian Pejabat Penatausahaan Barang dituangkan dalam
Berita Acara Penelitian.
(5) Berita Acar,‘a Penelitian menjadi dasar penetapan jumlah kebutuhan

barang maksimum.

BAB XIX

SANKSI KEPA]PA PENGGUNA BARANG YANG TIDAK MENYERAHKAN
5 BARANG

Pasal 612

|

(1) Pejabat atap pegawai yang tidak mengembalikan atau menyerahkan
BMD diberiigan sanksi. ,
(2) Sanksi sebe;gaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
d. Surat Peimberitahuan Pertama oleh Pengguna Barang;
. Surat Pe;nbeﬁtahuan Kedua oleh Pejabat Penatausahaan Barang;

7

e
f. Surat Pe}nberitahuan Ketiga oleh Pengelola Barang;
g. Penunddan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau

‘yang sejenisnya; |
h. Penund%an Kenaikan Gaji Berkala;
i. Penundeian Penerbitan SKPP bagi Pégawai yang Pensiun atau
Mutasi; r »
j. Penarikan Paksa BMD; dan |
k. Penyeles[aian melalui jalur hukum.
(3} Pemberian ;sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
apabila : ‘ |
- ¢. Status P:enggu naan BMD dicabut atau dialihkan;
d. Pejabat I!Jengguna BMD telah berakhir masa jabatannya;
e. Pegawai gPengguna BMD mutasi tugas di luar Satuan Kerja BMD
tersebut:tercatat; | »
f. Pegawai jPengguna BMD telah Pensiun; dan
Cog. Pertimbaingan lain oleh Bupati dalam rangka Optimalisasi

Pengguniaan BMD
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Pasal 613

(1) Surat Pemberitahuan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
612 ayat 2 huruf a, dibuat oleh Pengguna Barang paling lambat 1
minggu sejak pejabat atau pegawai tersebut tidak mengembalikan
BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 ayat (3).

(2) Surat Pemberitahuan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612
ayat (2) hu}uf b, dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Barang paling
lambat 1 minggu sejak surat pemberitahuan pertama diterbitkan.

{3) Surat Pemberitahuan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612
ayat (2) huruf c, dibuat oleh Pengelola Barang paling lambat 1 minggu
sejak surat pemberitahuan kedua diterbitkan.

(4) Penundaanj Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau yang
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) huruf d
dilksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum mengembalikan
atau menyérahkan BMD kepada Pengguna Barang. Penundaan ini
dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pejabat Penatausahaan
Barang. ‘

(5) Penundaan penerbitan SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612
ayat (2) huruf f dilksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum
mengembalikan atau menyerahkan BMD kepada Pengguna Barang.
Penundaan ini dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pejabat
Penatausahaan Barang.

(6) Penarikan paksa sebagaimana d1maksud dalam Pasal 612 ayat (2)
huruf g d11ksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum
mengembahkan atau menyerahkan BMD kepada Pengguna Barang.
Penarikan paksa dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

(7) Penyelesaian melalui jalur hukum d11akukan bagi :

a. Pegawai atau Pejabat, setelah dilakukan upaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) huruf a sampai f tetap BMD
tersebut belum dikembalikan atau diserahkan;

b. Pensiunan Pegawai atau Pejabat yang telah berakhir masa
jabatanhya; dan

c. Pihak Lain selain yang di maksud pada huruf a dan huruf b

(8) Penyelesaiah melalui jalur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 616

Pada saat Peratufan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah dicabut dén dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 617

Peraturan Bupati jini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengarf penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Rumbia
NO |UNIT/SATUAN KERJA| PARAF pada tanggal, 4 TA™VAH\ 2024
1 W |1
2 M‘k 4,
3 O koM | K
4| la. IP:QD 14
5 | b M ¢

Diundangkan di Rumbia /
pada tanggal, 4 gbf\u A 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR.. 4



A.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR ) TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Gubeynur/Bupati/Walikotra

Pemegang Rekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

A4

Sckretaris Daerah

Kepala SKPD Kepala SKPD Kepala SKPD Kepala SKPD
Peogguna Batang Pengguna Basang Peagguna Barang Progyana Berang
_ 1 %
* Pejavat -.-abn-—.-bvn!u _ Pejabat Penatavsahaan i a Pejabat Penatsusahaan Pengguna m n-&-v: Pesatausshean Penggrana _ “
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e meen e n « ...........
” ;._ml_,:;:‘. 4 » .............. _,w .................. T B - o
M‘ T Ty T T _ “Pembantu Pengurus Barang— * — &» w..--m wh”nuzuh m.. T "1\: T ;\. —uon-vannrxvﬂnn-.‘..ﬂwnnll”n. T B H
M 1 I - . PRSI ] §
H i ‘ ! g i
. : ' ! t : — Pembantu Pengurus Bsrang w :
Pongurus Banmng | o oo ow : Pengurus Baraog a3 b e M.w
Pembantu #

i Pembantu
‘ -

.....................

Dibentuk berdasarkan pestimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.




B. FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADAKUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG
MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

1.

PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

KUASA PENGGUNA

BARANG........... (2)

Halaman : ................ {1}

UVaulan BMD Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan Kebutuhan Riil BMD
No. Program/ Kegiatan/Qutput Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan. Jumlah Satuan
1 2 3 4 E) 6 7 8 9 10 11 12 13=7-11 14 15
A PrOGIrafml «oocveainrassosasessasssesnnse
1.
a OCutput
K. XK, X X XK X
2.
a Qutput
Ko X K K K XXX
3. DSt seeneieciiinonnns
B PrOgramm ...ccesceescissassavenacsacanse
1.
a Qutput
XX, X KX XK K
2.
@ Qutput
KX K KK XXX
3 DSt convnnrriiaaiinass
_ C ISt oo i
(7) (8) 9) (10) (11 (12) (13) (14) 15 (16} (17) (18) (19) (20) (21)
Kuasa Pengguna Barang
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman. :
-(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor urut. '

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodeﬁkas1 barang milik daerah yang berlaku.

(10} Diisi narna barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

' penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantltas barang yang diusulkan.

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi stahdart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(17) Diisi Jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

; dloptlmallsa31kan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (mg) unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(21) Diisi keteranoran dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
dlungkap

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

(24)

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




2.

FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ........» {2)
TAHUN ..... (3)
; Halaman ........ (1)
PEMERINTAH PROVINSI D veseercessacasearisentiacrans (4)
KABUPATEN/KOTA D ereesresenressteeareossosians (S)
PENGGUNA BARANG I erecsrscanaesesstnsisesnsernes (6)
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pereliharaan
No. Program/ Kegiatan/Output Kondisi B Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan [Status Barang ondis! Zarang Nama Jumtah Satuan
B RR RB Pemeliharaan
T 2 3 . 4 5 [E] 7 8 9 10 11 12 13 14
A, PrOgraim .ecssessserases
1. Keglatan .ocoeeen.
a  output s,
PEEERRTE T3
2. Kegiatan .....eeeee
a  Output ........
KX KKK KK KKK
3. DSt ceciiiinesarsansss
B. Prograimm ....eeeessseenes
1. Kegiatan .cccveeeeaes
a.  Output ........
KoK H XK XK KKK
2. Kegiatan ..c...ee....
a.  Qutput
KoK KKK KK KKK
3. DSt iiiiisennoiaanns
e T
) €3] (®) (10} (11} (12) (13) (1) {15] (16) 17y {13) (19) (20)

................ s sesesesstsieresasssnnnneene (21)
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Petunjuk Pengiéian :

(1) Diisi nombr halaman.

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7)  Diisi nomor urut.

(8)  Diisi nama program/ kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁka31 barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantltas barang yang dipelihara.

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- panjang (m) luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemellharaannya dapat dibiayai
APBD sepert1 digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(14) Diisi sesueu kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(15) Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(16) Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB}).

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

(18) Diisi kuahtltas barang yang dlusulkan untuk dilakukan pemehharaan

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagalnya

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang periu

: diungkap.

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(22) Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH

PENGGUNA BARANG.
‘ KOP SURAT .......(1)
| Tempat, Tanggal Bulan Tahun
: Kepada
NOMOT  © seveereeeereeinnn. (2) Y. e, (5)
Sifat . Sangat Segera : e
Lamplran . .; ................. (3) : Di -
Hal . Hasil Penelaahan RKBMD = e (6)
" Tahun ..(4) pada...(5)
| ,
i Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)
taﬁggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini. ~
Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan
' untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.
2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
' perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.
4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan
. Mei.

Demikian untuk menjadl perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Penglslan

(1)

(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan
Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi _]umlah lampiran surat yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
Diisi lokas1 kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).
Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit
Kerja/ Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan
RKBMD..
|
|

|
|




4.

(RENCANA PENGADAAN)

FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAEAH

KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2)
TAHUN ...........
Halaman........
PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
PENGGUNA BARANG
Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan Riil
Usulan RKBMD Maksimum Dioptimalkan Barang Milik Daemh | Rencana Kebutuhan
Pengadaan BMD Yang
: s Cara
No Nama 3 Kode Nama Disetujui Pemenuhan Ket.
Program/ Kegitan/Qutput Kode Barang Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan B e B ng Jumlah Satuan Jumlah Satuan
aral arar Jumiah Satuan
1 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
XXX XXLXXK XXX
a. output ........
2K KKK XK XX
ER
B. Program ....eesvesseses.
1. Kegiatan... e
a. output ........
KoK XXX XXX
2, Kegiatarl..eeereee
a. output ...
XK XXX KX KXXX
. DSt wevveenrrreaassen
C. D8 weorivssinrrmrannnnean
(7) (8) Q) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 23) 24)
Disetu,
Pengguna Barang ..... (26)
Telah diperiksa: _
No Nama Jabatan Ttd./Paraf| Tanggal
) [ Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
T I Pengurus Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisiian:

(1)
(2)
- (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut. ’

Diisi nama program/kegiatan / output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang m111k daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi kuant1ta°, barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dlmungkmka_n untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagalnya

Diisi kuantltas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi Jumlah barang pengadaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembehan

Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




5. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
{RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG {2)

TAHUN ... (3)
Halaman .....{1)
PEMERINTAH PROVINSI
KABUFPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
Rencana Kebutuhan
Barang Yang dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan BMD Yang
Disetujui
ne Status Kondisi Barang Nama Ket.
Program/ Kegiatan/Qutput Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Barang Pemeriharaan Jumlah Satuan Jumlah Satuan
B RR RB
T 2 3 4 5 6 ki ] 9 10 11 12 13 14 15 16
A, Program ...
1. Kegiatan .
a. Qutput
X. XXX KKK KKK
2. Kegiatan ...
a. Qutput ...,
XX XX, X. XK, KXX
3. Dst ininnienn
B. Program .....
1. - Kegiatan .
a. Output ..
XXX KX KK KKK
2. Kegiatan ..,
a. OQutput
XXX X.X. XK XXX
3, DSt iiieiioneraiins
C. Dst i
4| 8 _ B G {16} Can [VETH BV T N SR TN N V] i) I I T N T R ST~
Disetujui,
Pengguna Barang ..
Telah dipariksa: NP o
Jabatan Ttd./ Paraf Tanggal

Pejabat Fenatausahaan Pengguna Barang
Pengurus Barang Pengguna
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- Petunjuk Penglsmn

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)
(8
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nam'a Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantltas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemehharaan

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantltas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yang dlsetu3u1 pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?}, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG

MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG
ererierenrenene (2) TAHUN ....... (3)

(16)

Halamarn : .....cccaooeeae. (1)
P EMERINTAH PROVINSI
................................ (1)
KABUPATEN/KOTA
................................ (3)
PENGGU NA BARANG
................................ (6)
No Program /Kegiatan/ Output Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (Yang Disetujui) Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Sa Pemenuhan
1 2 3 4 5 r=3 G4 5
AL PrOfraIYl cooveeesccsocssseasssosastssson
1), Kegiatar...c.ccooceveaoareeenaaesns
£, OULPUIE c.vovrversonsencnarocass
KK KKK KK KK
2) Kegiatar., oot meeioirsercseesanans
a OUtPUIL oo ooiiirreacieianceeas
- 3. K26, K KKK KKK
3) DSt caaimecnasaccaenss
3. ProgrooYrt icconsvsesss-ccasasssnsoeessans
1). Kegiatar....cooscieeireseasacenssse
a. OoOutpult ... ...oravevecssnrenens
3. K KKK KXX
2) Kegiaatrh,eeeauscaoasenssaesonsass
[=3 OtPUAL ceveanvcceraescenaesnnns
R K KKK IO KK
3) DSt covevieeairiiiiaes
. DS covvecinreriaosns
e I _ (8) (9) Qo) . . . (11) .. (12) (13 . (a4
................................. (15) Ku
asa Pengguna Barang........
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Petunjuk Pengisian:

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama, Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama! Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi namar Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi namal program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi uraién nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan | penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi sesua1 dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembehan

(14) Diisi keterangan dan/atau 1nforrnas1 penting lainnya yang perlu
diungkap..

(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(16) Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang  melakukan
penandatangandn

(17)

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN FEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ......... (2)
TAHUN ..... 3

Ha la mart ........ (1)
PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

B & Yang Dipelihara Re ncana Kebutuhan BMD Pemeliharaan
aran, Yang Disetujui
No. Program/ Kegiatan/Qutput Kondisi Barang Nama Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang N Jumlah Satuan
B RR RB Pe me liharaan
1 3 4 53 6 7 B 9 10 11 12 13 14

A,
XK. XK. XK. X X6 XK. KKK
3. K0 X KK KK KKK

B.
X360 K0 K K0 KK KKK

2. Kegiatan ...
a Qutput........
H Ko K Ko K XK KKK
3, D8t .iveciiriiicnan.
C. DSt ciiveiinecmsniianacs
(7) (8) {9) (10) {11) (12) (13) (14} (15) {16} (17} (18) (19} (20)
................ P RN SN 3 7}
Kuasa Pengguna Barang
............................................... (22)
(23)
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|
- Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4)  Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5)  Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(7)  Diisi nomdr urut.
(8)  Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9)  Diisi kode; \barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
: dan kodeﬁkaSI barang milik daerah yang berlaku.
- (10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
- daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantltas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panJang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi. Status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
~ APBD sepertl digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB]).
(17) Diisi uralan nama RKBMD yang disetujui.
(18) Diisi kuantltas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(19) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan \yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
- dan sebagamya
(20) Diisi keterangan dan/atau 1nforma31 penting lainnya yang perlu
diungkap. |
(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang  melakukan
penandatanganan. '
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



A

8.

PEMERINTAH PROVINS!

FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG

(4) KABUPATEN/KOTA
e ()

MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA
BARANG. .cocianneinee 2
TAHUN ..... 3)

Halaman : ...

........ Ity

Kuasa Usulan Barang Milik Daerah Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan Kebutuhan Riil Barang Milik K
) ran t
No. Pengguna Kode Barang Nama Ba: s Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Barang| Nama Barang] Jumlah Satuan Jumlah Satuan ©
e P .
} 5 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13= 7-11 14 15
1. Kuasa Pengguna Baran
A. Program .....cecesesieaas
1},
a,  Qutput
Ko K KoK K XK XXX
2).
a, Output
XK, KoK K XK XXK
3. DBt ercreresrereans
1., PrOgram seccesessisvressrrnsatazseress
1).
a., Output
X, X, X X X0 XX XXX
2).
a. Output
K. 3. 3 X Ko KK XXK
3). DSt .ceeerarerieenees:
2. Kuasa Pengguna Bamug....
A. Program «..oeecicissisimisioniens
.
a. Output
336 X K. XKL XXX
2.
a. Qutput
XX, XK Ko X0 XX XXX
3.
=) (7) (8) (9) {10) (11) (12) (13} (19) (15) {16) (17) {18} {19) (20) ,f‘
................ 3 e (21)
Pengguna Bamng
............................................. (22)
........... (23)
NIP, i, (23}
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b

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun .anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Prov1r151 yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nornon urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nama|barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

, panjang (m) luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi kode b'arang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(16) Diisi jumlaH barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(17) Diisi satuan barang yang masih d1mungk1nkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaltu panjang (m}, luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagaunya

(18) Diisi kuan’utas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap. l

(21) Diisi tempat dan tanggal dlsahkan

(22) Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

- Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



0.

FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .......... (2}
TAHUN ..... (3)

PEMERINTAH PROVINSI L4 Halaman........ (1)
KABUPATEN/KOTA . (5)
Barang Yang Dipelihara <
No Kuasa Pengguna Usulan Kebutuhan Pemeliharaan
Barang/Program/ Kegiatan/Qutput Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang Kondisi Barang Nama Jumlah s fet
B RR RB Pemeliharaan atuan
T 3 3 T =3 © 7 8 9 I0 11 T2 13 T4
1. Kuasa Pengguna Barang.
A. Program .
1.
XX KKK EKKKK
27
XX Ko K K XK KAK
37.
B. Program ......
1}. Kegiatan..
a. Covreenitin
KK XK XX XXX
2). Kegiatan..
a, Output
s X% KK K KK XXX
3). Dst.......
2. huasa Pengguna Barang,
A. Program .. N
1). Kegiatan
a. Cutput sersovier
X, X0 X, K XK XXX
2}, Kegiatali..o oo,
a. Qutput
R KKK KKK RKK
3), Dat it
B, Dst 1 _
3. LISL .. S -
S - SSNY S SO — . O
6) 7 (8) 9} (19 (1) (12) (13) (14} (15) (16} (a7} (18) {19)
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0
|
|

Petunjuk Pengisian

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(19)
(20)
(21)
(22)

Diisi nomor halaman. '

Diisi namaf Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi namaﬂ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi narna Kuasa Pengguna  Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode ‘barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁka81 barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku

Diisi kuantltas barang yang dlpehhara

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi statds barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepert1 digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR].

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi ura1an nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemehharaan

Diisi kuantltas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?},unit, buah,
set, dan sebagamya

Diisi keterangan dan/atau 1nformas1 penting lainnya yang perlu
diungkap. [

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

i
‘
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10. FORMAT; PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.
B |

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

t
1

KOP SURAT .......(1)

! Kepada
3 PO (2) ...... | ‘ Yth. cveiinnne. (5) eeenen
:Sangat Segera 00000 e
....... (3) berkas | di -
. ‘Hasil Penelaahan RKBMD  .........cc.ccu..... 6) «euenenne
Tahun .... (4) pada .... (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)

tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya
kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada

lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi

berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD

Pemeliharaan dengan memperhatikan Lketersediaan
anggaran.

- 3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4. Batas waktu ‘penyampaian perubahan sebagaimana

dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Minggu
ketiga bulan Juni.
Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

(8)

Petunjuk Pengl‘man

Kop surat resml yang berlaku.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi Jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama SKPD.

Diisi 10kas1 kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh
SKPD yang bersangkutan.

Diisi - nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil
Penelaahan RKBMD.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)




11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PEN GADAAN)
PENGGUNA BARANG ,uoeen.. @
TAHUN ..... &)

Halaman ........(1)
PEMERINTAH PROVINSI
(4} KABUPATEN/KOTA
)
Kebutuhan s : Kebutuhan Riil Rencana Kebutuhan
Usulan RKBMD Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalkan Barang Milik Daerat Pengad Ba o
Milik Daereh Yang Cara
Ne Nama Nama Disetujui P T Ket.
Program/ Kegiatan/ Output Kode Barang B ng Jumlah Satuan Jumilah Satuan Kode Barang Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan emenuhan
ara Jumlah Satuan
1 2 3 <4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 1< 15 16 17 18
1. Ruasa Pengguna BDamng.,.. 0
A Prograni ..o,
1], Regiatan...
a. Ouiput.’
] K. KK, X%, X KKK KX
<}. Regilalan...
&  oufput’
X 3. X, K, XK. KX XIO0E
FT DSt cererer
B, Program ...,
I). TGWEMEE
a  Outpuf
X XK. XKL KK KKK
2], Regralan,.. ...
a.  Ouiput
202K K XX KKK
). Dst
2. Ruasa Pengguna Bamng....
A PTORTBIN ceretreieiries
IJ. Kegiatan..|
KX, X K XK XKK
.0 %, X X, XX XK
5 SR - e — —
©) ) 8) 2] (10) an (12) ad) (a4 (15) (16) a7 (8) (19) (20} 21 (22) (23)
........... 2 seererssvreeisriencenieananerires
(24) Disetujui,
Pengelola Barang ....coovveiirnnnnn (25)
Telah diperiksa:
No Nama Jabatan Td. /Parat| Thnggal
1. Pejubat Penatausaohaan Barang
2.

Pengurus Barang Pengelola
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Petunjuk Peng131an
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan
(3) Diisi tahun! [anggaran RKBMD yang diusulkan.
' (4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang, s milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

' penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi kode barang yang masih  dimungkinkan  untuk
d10pt1rnahsasﬂ<an '

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk
dloptlmallsa31ka11

(16) Diisi Jumlah barang masih dlmungklnkan untuk dioptimalisasikan.

(17) Diisi  satuan barang yang masih dimungkinkan untuk
dloptlmallsa31ka11 sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),

; luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantltas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(20) Diisi kuantltas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.

(21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagaiinya

(22) Diisi ' sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.!

(23) Diisi keterangan dan/atau 1nforrna81 penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24) Diisi tempat dan tanggal dlsahkan

(25) Diisi _]abatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCARNA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG ...... (2)
TAHUN ..., 3)

Halaman ........ (1)
PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
e Rencansa Kabutuhan
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan BMD Yang
Disetujui
No. Ket.
Status Kondiei Barang
Kuasa Pengguna Bareng/Program/Kegiatan/Output Kode Barang Nema Barang Jumlah satuan Besang Nama Pemeliharean| Jumleh satuan Jumlah satuan
B RR RB
T ) 3 K3 El & 7 8 E [ 11 2 i3 14 15 16
1. Kuasa Pengguna Bareng. ...
A. Progrem ...
1). Kegiatan
a. Output ..
28,38, 30.3¢. K. 0. SOER.
2). Kegiatan......
A Quiput ..
KKK KK
3). Dat
3. I3 K K
3303, 308 XK.
2 KA KK
X33, AKX
—{8) e A7) - — e —t — ——{B) e (b1 1y AT A8y LAy T s e ey (A (e —— 1 {19y 30— &1
Disstujui,
PengelolaBarang. .c...ovoiininn (23}
Telah diperiksa:
No | Nama Jabatan [ Trd./Paraf Tanggal
e Pojabat Penetausshaan Barang 1 e e s (24)
N Pengurus Barang Pengeloia I e (24)
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) ~Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nomor/urut.

(7) Diisi narha Kuasa Pengguna  Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode parang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi Anamé barang yang dipelihara  sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkafn ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi statu$ barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

- (15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

(17) Diisi kuant:itas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

- berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

(20) Diisi = satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya. .

(21) Diisi ketera}ngan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

f
|



13. FORMAT RKBMDPENGADAANPADA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG

MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG

............ (2) TAHUN ..... (3)
- Halamar. .z caeeeeeceneacnnnn (1)
PEMERINTAH PROVINSI H
................................ (1) KABUPATEN/KOTA
P (5)
No. Kuasa Pengguna Barang/Program /Kegiatan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Cara Pemenuhan Kot
/ Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan ’
1 2 3 K3 5 oy = 5
1. Kuasa Pengguna Barang....
A, PrOgraafm  ...cececneencecosssssceaarisses
1). Kegiatarn
. OUEPUITL Looeuvveovaraaosioassses
2. LI KL KK, KX
2)., Kegiatamn......cceceovernerorecsanss
a . OUEPIEL ceveearoroacsvonvrorvees
XK. K LK KKK, KK
©B). DSt ..iececiasireesins
B. Prograsm cooiceeivessserassrenceccecares
1). Kegiatary..ocooovevavavereceaonerste
. OUEPUT ceeievviorcanassisoosese
e . ‘ XK. KK KKK KKK
2) Kepifltarn coveeesocesvossesascocarnss
a OUEPDLEL cceorirsvnracacescaoonss
KKK KL I KK, XXX
3). DBt ..oeacescscecnnens
2. Kuasa Penggpuna Barang. ...
A PrOSreITl sovsecsesoecetssorasssacssnsess
1). Kegiatan.........c....c.-
a. . OQutput
€., KKK KKK
2)., KepgialbfIl.i.iciaversesooseacraceanss
a. OUEPUL cirerentsssscssrsssnasns
_— MMM KK AN KKK
3) ISt . evesceacrransoias - — -
B. DSt ..ooocveevvernarss
3 TOEEE vecancnnnaseroveoanoosronsavasassoniey
(6) 7) (8) (2) (10) (11) (12) (13)
................ N
........................... (14)
Pengguna Baran
Eevareserananes (15)
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Petunjuk Penglsfan

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

Diisi nomor halaman.
Diisi namal Pengguna Barang yang bersangkutan
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.
Diisi 'nama{ Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang mlhk daerah yang berlaku.
Diisi uralan nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dlusulkan
Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m) luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesueu dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
dlungkap
Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

|



14. FORMAT RKBMDPEMELIHARAANPADA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .......... {2)
TAHUN ..... (3}

Halaman........ f)
PEMERINTAH PROVINSI e (4) ataman ey
KABUPATEN/KOTA AL
Barang Yang Dipelihara Rencana Kebutuban Pemeliharaan BMD
N Kuase Pengguna Yang Disetujui
[N cent T
Barang/Program/ Kegiatan /Cutput Kondisi Barang N Ket,
Kode Baran Nama Beran Jumlah Satuan Status Baran ama
g e g B R RE Pemeliharaan Jumleh Satuan
5 3 ) ] 5 5 4 8 o 10 11 12 13 14
1. Kuasa Pengguna Barang....
A, Program
1}. Kegiatan
a.
XK XK K XK KKK
2}, Kegiatan.,..
a,
KN XK XXX XXX
3), DSt i,
B. Program .
17.
X.X.X.X. X XX. XXX
2).
XXX X XXX KKK
3. DSt e
2. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program ........
1), Kegiatan...
a. Qutput .. sart
X X.K K KX KKK
2). Kegiatan.........
a. Output
[EEREFTETTY
3). DSt v
_ - - S S S S USRS 1 S
(6) (4] (8] ) (10} (11} (12) (13) {14} (15) {16) (i7) {18} 19)

NIP. ..
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f

Petunjuk Peng1s1an

Diisi nomor halaman. :

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama| 'Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut. |

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkas1 barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8]
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku. :

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m) luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepertl digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uralan nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi kuantltas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas {m?, unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangdn dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabaﬁan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



15. FORMAT RKBMDPENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PENGADAAN)
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

................ (2)
TAHUN ....... (3) HAlG It & ceeeevvvrnnsennns 1)
Rencana Kebhutuhan BMD Pemenuhan Kebutuhan BMD
No. Pengguna Barang/ Cara Ket.
Program/ Kegiatan / Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Pemenuhan
1 2 3 4 5 [<] 7 8 < 10
1. Pengguna Barang....
A, Prograrm .....esee..
1). Kegiatan.....
a. Qutput ..
XK K. XK. K XK K
2). Kegiatan.....
a. OULPUIEL . crrsiarcerrssacnacass
XK KKK KK
3) IDSt (eeieeasonsonansns
3. Programl cueese-soueesrosssnssarsosessos
1). Kegiatan.....
&a. Output
26X XK KK KKK
2). Kemiatan...iecieeiviiocasasiareees
a. Output ..
XK. KKK KKK
3). Dst ..
2. Pengguna Barang...
A, - Program ..........
1). Kegiatan...
a. Output ..
30X KK KK X
). Kegiatari..covessreeorsersonsnaeses
a. OQOUEIP UL _iicrevaneoncnaoroansen
XX K XK XK. K
3) DSt o ioivisossacasens
(4) (5) 6) (7) (8) (2) (10} (11) (12) {13)
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Petunjuk Pengls1an

(1) Diisi nomor halaman.

(2)- Diisi nama' Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nomor urut.

(5) Diisi namg Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

- (6) Diisi kode }barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang mlhk daerah yang berlaku.

(7) Diisi ureuan nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan
ketentuan[ penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,dsb.

(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,dsb.

(12) Diisi sesua1 dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

- diungkap.| |

(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(15) Diisi Jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



16. FORMAT RKBMDPEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH

{RENCANA PEMELIHARAAN)

PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA (.cineviennns (2)
..... @
Halaman ........ (1)
Barang Yang Dipelihara Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
Pengguna Yang Disetujui
No. >, U Output % - Ket
Barang/Program/ Keglatan/ P Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang cndisi Barang Nama, Jumlah Satuan
B RR RB | Pemeliharaan
T 7] 3 4 S [5 7 8 £l 10 11 12 13 14
1. Pengguna Barang....
KKK Ko Ko XK KKK
2). Kegiatan....coeneeeeass
a. Qutput .
30X, K Ko Ko KK XXX
3)e DSt cereees vieeeneans
13, Program ....ieesess seseretevasnasensann
7)., Kegiatan.......
a. Qutput .
30, X, X X0 Ko KK KKK
2). Kegintan.ciiiinsrrmsaaensiss
a. Qutput
38K XK Ko XK XK
3). Dst ... wsavess weane
2. Pengguna Baran
A, Prograiml .ceecessssceioscasacensrassonss
1). Kegiatan,.ioceeonees
a. QUIPUL cvvcrascsaarereratansne
X6, Ko Ko Ka XK KKK
2). Kegiatan......ccooe.s
a. Qutput...
KKK Ko XK KKK
3). DSt cicicrvsorssanares
3.
@) [65)] (0) (7) (8) (2) (10} {(11) (12) a3 (14) {15) {(15) {17)
................. T RPN § £ )
PENGELOLA BARANG..civeveas (19)
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/ program/kegiatan/output berdasarkan
rencana ker_]a SKPD.

Diisi kode[barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkam barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku. ~

Diisi kuantltas barang yang d1pe11hara

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status BMD yang pemehharaannya dapat dibiayai APBD seperti
dlgunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuau kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uralan nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan
Pemehharaan BMD yang disetujui.

Diisi kuantltas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagamya

Diisi keterangan dan/atau 1nforma31 penting lainnya yang perlu
dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAY RE NCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG
MILIK DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

KUASA PE NGGUNA

BARANG - (2)
TAHUN ... Halaman:..........{l)
PE ME RINTAH PROVINSI
: (4) KABUPATEN/KOTA
(5)
.. (6)
Semula Menjadi Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dap at Diop tima lisasikan Kebutuhan Riil BMD
Kuasa Alasan
No. Pengguna Kod e Barang Nama Baran Peru Ket.
Barang/ Program/Kegiatan/Ou Jumiah Sam an Jumlah Satuan bahan Jumiah Satuan Kod ¢ Barang w::.:ﬁ Baran Jumiah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Program ...
1). Kegiatan,
a. Output
XX XXX XX XXX
2). Kegiatan...
a. Output
XXX KX XXX
3], DSt verrerirene
B. Program ...
1). Kegiatan.
a.__ Output
XK XXX KXKXKX
2). Kegiatan...
a.  Cutput...
XX X. 3% XX XXX
3).  Dst
B. Program
1.
NK X HILXXKAK
3.
XX K XX KKXXK
ER
— - S S P - — R -
Co DSEaeeimnrrinienns
[ i8) £3) 1Y {1y (12 (13) 1057} s 1g) (17 nsg {19} (20 21) (22 (23) (249
sereer (25)
Kuasa Pengguna
Barang

s snsessnsssissnes (26)




’ 346
|

b

Petunjuk Pengisian:

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi namé Kuasa Pengguna Barang.

(3)  Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5)  Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6)  Diisi nama Pengguna Barang.

(7)  Diisi nomor urut.

(8)  Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rericana kerja SKPD.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang m111k daerah yang berlaku.

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

{12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukean
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya

(13) Diisiﬂ Kua:ntitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan

(14) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi. alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.

.~ yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(19) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(20) Diisi Jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagamya

(22) Diisi kuantltas kebutuhan riil yang dibutuhkan

(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan

(24) Diisi keterangan dan/atau mformam penting lainnya yang perlu
diungkap., |

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

- penandatanganan.

(27)

Diisi nama‘i dan NIP pejabat yang mengesahkan.




18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2}
TAHUN ... 3)

PEMERINTAII PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
PENGGUNA BARANG

. s ()
.. (6)

Barang Yang Dipelihara

No.

Programf Kegiatan/OQutput

Keode Barang

Nama Barang

Jumlah Satuan

Status Barang

Kondisi Barang

B RR RB

Nama
Pemeliharaan

Semula

Menjadi

Alasan

Jumlah

Satuan

Jumlah Satuan

Perubahan

Ket.

p)

5 6

7

8 9 10

11

13

14 15

16

17

AT Program .. .......

1. Kegiatan

a.  Outpul .00

KKK XXX XXX

2, Keglatam ....eeess

a.  OQutput

KX XXX KXY

B. Program .........

1. Kegiatan |

a. Output

KX XKXKLKL KX KX

XXX XKL KX XXX

{7)

8}

[

(1]

(11) {12)

(13)

{14) 15) {16}

{17)

(18)

19)

{20) (21)

{22)

(23}

. Kuasa Pengguna Barang

NIP. ..
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Petunjuk Peng1s1an

(1)
(2)

(11)
(12)

(13)
(14
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi namg Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan / output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkas1 barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku. :

Diisi kuantltas barang yang d1pe11hara

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panJang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepert1 digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagamya

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran |satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDpemehharaan

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantlkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dllakukannya perubahan pada RKBMD
pemehharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi pentlng lainnya yang perlu
diungkap. ,

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan  Kuasa  Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN
PERUBAHAN\RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

Kepada
Nomor  : ...... e (2) Yth. ... (5).....
Sifat : Sangat Segera 0 e,
Lampiran : .........(3) berkas di-
Hal : Penyampaian Hasil =~ ... (6)
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun .. (4) pada .. (5)
|
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasill Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami

menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

 Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilak;sanakan dengan  mempertimbangkan  Kketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannjra dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Peng1s1an

(1)

SEGECES

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan
Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi _]umlah lampiran surat yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi Unit Kelja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.
Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa
Pengguna Baran g yang bersangkutan.
Diisi- nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil
Penelaahan RKBMD.
|



20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2

"

TAHUN .vves (3)
PEMERINTAH PROVINS] Halamam.................{1}
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
Penelaahan Perubahan
) ’ - Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan Riil Rencana Kebutuhan
Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Meksimum Dioptimalkan B ¢ Milik Daerah Pengadaan BMD
No Yang Disetujui Cara Ket.
Pemenuhan
Semula Menjadi -
Program/Kegiatan/Output KodeBarang NamaBarang Alaan Jumlah | Satuan Kode Nama Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan Jumlah Satuan
Perubahan Barang | Barang
: Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan
1 K] 4 £} ] 7 &8 9 10 1 12 13 14 15 1o i7 18 19 2T 22
XEXKXKEKRK
X.R.K. XX XR XXX
XXX XX KK KXKX
XXX XXX XXX
< Det -
3] [C] © (10) (11) (12 (13 {14) (1) (16} (17) (18) (19) (20} (21) (22) (23) (24) (25 (206) 27}
. P v/
Disetujui,
Pengguna Barang ..o v (29)
Telah diperiksa:
No, Nama Jabatan ‘Tanggal {30)
1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (30)
2. Pengurus Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisian:

—— —
N
—

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

I

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nama%Pengguna Barang. '

Diisi nomor urut.

DllSl nama program/kegiatan / output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku. '

Diisi namaE barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
pe;pggolong?n dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuaqﬁtas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan:

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD

1

Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan [dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil| penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan %yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satua'\n kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode| barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk

- dioptimalisasikan. N

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisaisikan .

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), u1i’1it, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

~ Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap. | . '

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

i
!
|
|



21. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH FROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG

TAHUN...... (3)

...... @

No. Program/Kegiatan/ Qutput

BarangYang Dipelihara

Kode Barang

NamaBarang

Jumlah Satuan

Status Barang

Kondisi Barang

B RR RB

Nama
Pemeliharaan

Semula

Perubahan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan BMD

Menjadi

Jurnlah

Satuan

Alasan
Perubahan

Yang Disetujui

Jumleh Satuan

Jumlah Satuan

Ket.

@
N

e

8 9 10

48

12

14 15 16 17 18

A Frogram;, ..,

T. Regialan ...

KE XXX XXX

2. Regratan ......uer

a. outpul.....

XX KX X KLXXR

3. Det 00

B. Program ...

1. Kegiatan ...

a. Output......

XX XX XXX XK

a. Oufput’, 0

XAREX XXX

(2]

(19)

a3

4] | U9 [£12)

U7

(13]

{20) 21} 122} &3} 23

Telah diperiksa:

No Nama

Jabatan

Tid./ Paral

Tanggal

1,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi namg Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi namé program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkas1 barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dlpehhara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantltas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemehharaan

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemehharaan
Diisi satu'an barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: pa.njang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagamya

Diisi kuantltas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang ya_ng tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantjkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuant1tas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
d1ungkap‘

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ..........(2)
TAHUN ..... (3)

PEMERINTAH PROVINSI

Hala man :................ (1}
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
Semula Menjadi Alasen Perubahan Rencana _Aav.ﬁ...d—uwwuw
No. Program/Kegiatan/ Ouut Kode Barang Nama Barang Perubahan Pengadaan BMD (Yang Disetujui} |Cara Pemenuhan Ket.
Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 : 8 9 - 10 11 12 13
A, PrOgroaml wueieeiisesiseeveronsenian
1. Kegiatan......
a.  Output ....
KK XK XXK KKK
2, Kegiatan......cccecececmiaaraone
a,  Output ....
XXX XXX XXX
[ oL
1, Kegiatan......
a.  Output...
22X XXX XXX
2. Kegiatan
a.  Output ...
KKK X KKK XKK
3. Dst ..
C. Dst
@ ®) ©) (10) ayn (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18 _ | (19—
!

Kuasa Pengguna Bamng

NIP, coenscverinsvesenteeesermres sasvienine (22)
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i
I

Petunjuk Pengisian

(13)

(14)

(15)
(16)
17)
(18)
19)

120)
21)

22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun‘anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

. penelaahan\ RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan

- perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit,buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuan’utas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil \pene]aahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dﬂakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui. |

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesua1 ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mj, luas (m?,
unit, buah, set dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi ketera_ngan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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23. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAR BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ... 2)
TAHUN ..... (3)
Halaman ........{1}
PEMERINTAH PROVINSI D rrarm s {4)
KABUPATEN/KOTA : . (B
PENGGUNA BARANG cenererinnins (6)
iadi Perubahan Rencana
Lo Menjadi
Barang Yang Dipelihara Nama Semula i Alasan | Kebutuhan Pemeliharaan BMD
No. Program/ Kegiatan/ Output Kondisi Barang Pemelih Perubahan Yang Disetujui Ket.
Kode Barang Nama Barang | Jumlah | Satuan [Status Barang SMEUNAraan | jumlah Satuan Jumlah Satuan
B RR RB Jumlah Satuan
1 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Program .
1. Kegiatan
a Outp
XXX KK XK XXX
2. Kegiatan ... .
a. - Output ...
- X XXX K RXXXX
3. Dst..
B, Program .......
1. Kegiatan .
ca, - Qutput v
XXX KK KEHXX
2. Kegiatan ... .
a. Output ...
X XK R KKK XX
3, Dt
C, Dst...
4 _ - SR S R S SN S
(6] (8) 5 {10} [51) (12) (13} (14} (15) (16 (17} 118) {15) 120) 21) 22) {23} {24) 29

Kuasa Pengguna Barang

e (28)
(28}

NIP. ...
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Petunjuk Peng131an

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahunranggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Prov1n51 yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(7) Diisi nomor urut. |

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(9) = Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodeﬁkas1 barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diist nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik

, daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: pan_}ang( mj}, luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepert1 digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(14) Diisi sesuai rkondlsl barang yang dipelihara jika Baik (B).

(15) Diisi sesuai ‘kOndISI barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(16) Diisi sesuai kOl’ldlSl barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(17) Diisi uralan nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

, pemehharaan

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya | '

(20) Diisi kuantltas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemehharaan

{21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemehharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum lpada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: pan_]ang (m), luas (m?), unit, buah, set,

“ dan sebagaunya

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemehharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang
disetujui. |

(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemehharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah set, dan sebagainya.

(25) Diisi keterangan dan/atau 1nforma51 penting lainnya yang perlu
diungkap. }

(26) . Diisi tempat dan tanggal dlsahkan

(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

(28)

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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24. FORMAT PERUBAHANUSULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
{PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENQGUNA BARANG....cooenn f2)
TAHUN ......... (3)
Halaman : ... 1)
PEMERINTAH PROVINS! )
KABUPATEN/KOTA wee {5}
Semula Menjadi Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan Kebutuhan Riil BMD
Kuasa Pengguna .
No. Barang/ Program/Kegiaten/Output Kode Barang Nama Barang Alasan Ket.
& & i P ) Jumiah Satuan Jumlah Satuan Perubahan Jumlah Satuan Kode Darang | Nama Barang Jumlah Satuan Jumtah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Kuasa Pengguna Barang
A Program ......ecounnen
1}.
XXX X XXX IAK
2). Kegiatan..
a Output, .
XX XXX XAXKXX
3). Dst soorasssanes
B,
a OQutput. .
X, XXX XXX XXX
2). Kegiatan,.
a  Qutput, -
XXX XXX XXX
3} DSt crevvsrinieni
2. Kuesa Pengguna Barang
XXX XL XXX
XXX XX LXK
3. e e e -
B) 7 B &) {10) it ¢ il il v St g 3y = ——(a—  As T (1e) (17 | {18} sl 20 20 (23] 23]
ot sernseressans e (24)

Pengguna Barang
wan {25)
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Petunjuk Pengisiah'

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Diisi nomor halaman

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Rrovinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang m111k daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan) RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan. |

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set dan sebagainya.-

Dns1 kuantltas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil | penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yalt;u panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dloptlmahsamkan

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikar.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dlmungkmkan untuk
dloptlmahsa31kan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantltas kcbutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap. |

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG ....... {2)
TAHUN ... (3)
Halaman ........(1}
PEMERINTAH PROVINS] :
KABUPATEN/KOTA
Barang Yang Dipelihara Semula Menjadi
No Kuasa Pengguna Fondii B Nama Alasan Ket
. g lepi ondisi Barang g
Barang/Program/ Keglatan /Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang 5 o =D Pemeliharaan Jumilah Satuan Jumlah Satuan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Kuasa Pengguna Barang
A, Program ......occinoenninienn
1). Kegiatan,
a. Output
XX ERETEIT)
2} Keglatan.. ..o
a. Qutput ....ooeneen
- FEETEETRIT]
3). DL everrorrrrniceors
B. Program .....
1). Kegiatan
a. Qutput.
R XX KKK XK XXX
2). Kegiatan..
a, Qutput.
EEEE R FTRTT
3} Dst .oviinnnns
2. Kuasa Pengguna Barang..,.
EETR IR
a. Outpu
o X% XK KK, KKK
3). Dst ..
1. Dst
3. Dst ...
@) @ ] €l (10] (I8 2] (13)_[ () | (180 §03) (17] s o) [ES) (20 2]
............ g s (23)

Pengguna Barang

NIP. ..
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Petunjuk Penglslan'

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama|Pengguna Barang yang bersangkutan

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikas1 barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD sepert1 digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagamya

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemehharaan

Diisi satuan barang yang dlusulkan untuk dilakukan perubahan dan
mengganukan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemehharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi kete;angan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Perigguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nam% dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL‘PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH

- 26.
PENGELOLA BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Nomor e (2 Yth
Sifat : Slangat Segera e (5)
Lampiran R (3)berkas | di -
Hal : Pjenyampaian Hasil (6)
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun..(4) ... pada .. (5)

| Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD} Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetuJul dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagalmana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
qilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.
Pengelola Barang
................... (8)
Petunjuk Pengisian:
1)  Kop surat }"esmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
{(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD
yang bersangkutan
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RKBMD




27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
{PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG .......{2)
TAHUN ....covvee. (3)
PEMERINTAH PROVINSI ) Halama m..u.oeee (1}
KABUFATEN/KOTA S}
Penelaahan Perubahan
- Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan Riit Rencana Kebutuhan
Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Maksimum Dioptimalkan Barang Milik Daerah Pengadaan BMD Yang
Disetujui Cara
No s N Memiadi Pemenuhan Ket.
emula enjadi
mn::.m:”o nngw«Manmm”“_\O:_ ut Kode Barang Nama Barang 1m”nwuhhm= Jumlah Satuan m_MMMM wze:na Jumlah | Satuan Jumlalh Satuan Jumlah Satuan
8 € P Jumlah Satuan Jumlah Satuan & g
I 2 3 ¥ 5] [ 7 B 9 10 11 125 13 14 15 10 14 18 159=17-6 <U 2T
1. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program ,...
1). Kegiatan..
a. Output ..
XXX X000 XA
2),_Kegiatan.. g
a. Output ..
X XXX 003000
3} DSt vereerverieone
B, Program
1). Kegiatan..
&, Output .
XXX XXX
2). regalan......
& _ouaiput .
XXX XK XK KA
3). DSt o
2. Kuasa Pengguna Barang....
A, Program ...
1). Kegiatan.,
a, Output .
XXX X X0 HXK
2). Kegiatan..
a, Output .
XXX XXX 000
B et
B. Dst .
3.
©)_ T @) ) ; ©) s LA e 8l (4| (&) (16 |7 [iE:) %) | 20) 21] 27 23) 23] @8] 26)
Disetujui,
Pengelola Barang ......covvecnensiecinens {28)
Telah diperiksa:
No Nama Jabatan Tonggal (29}
1. Pejabat Penatausahaan Barang {29)
2, Pengurus Barang Pengelola
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)

(6)
(7)
(8):
(9)
- (10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama, Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang d1usu1kan

Diisi namaProvinsi yang bersangkutan.

Diisi nama:Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode [barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang m111k daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantltas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan

‘ perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah set, dan sebagainya.

Diisi kuantltas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yautu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD

. Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dloptlmallsa31kan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuanhtas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk
dllakukan perubahan.

Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuau dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
dlungkap

Diisi tempat dan tanggal dlsahkan

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

i
i



28. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG ....... 2}
TAHUN ..... (3)
PEMERINTAH PROVINS] () Halarman ........, aj
KABUPATEN/KOTA «(S)
Barang Yang Dipelihara Semula Menjadi Perubahan Rencana
X Nama Alasan Kebutuhan Pemeliharaan BMD
No. Program/Kegiatan/Output . P It N . Ket,
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan [Status Barang Kondisi Barang emelharasn | Jumlah Satuan Jumlah Satuan Perubahan Yang Disetujui
B RR RE Jumlah Satuan
1 2 3 4 E] © 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Kuasa Penggunae Barang....
XX KLKXK KKK
XK. XXX KK KKK
. X.X.X.X.X.XK.KXX
2}. Kegiatan.......
a, Qutput ...
XX X K.X KKK
3). DI cvrererenns
2. Kuasa Pengguna Barang....
KKK KK KK KKK
KK KX KK KRR
3.
B} 4] [€)) &) (10} an [£53] [£5)) [€53) 1883 (812 (t7) [883)) [¢32] {20} Zn [€iz)) 123] [£5)]
——— it —— — S e — S - +
! — —— p— oo nany —
A
(25) Disetuju
Telah diperiksa: PengelolaBarang. ....vvsmvonanneon. (26}

No Nama Jabuian Ttd./ Paraf Tanggal
1. o Pejabat Penatausahaan Barang
Pengurus Harang Pengelola

e, (27)

NIP. ..

e (27)
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Petunjuk Pengisian

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama ’Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama[Provmm yang bersangkutan.

(5)  Diisi nama[Kabu paten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna  Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode baran g yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nam'a barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
~ berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantltas barang yang dipelihara.

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- panjang (m ) luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD sepertl digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(13) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(14) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(15) Diisi sesua1 kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

(17) Diisi kuantltas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemehharaan

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagalnya

(19) Diisi kuantltas barang yang d1usulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantlkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), lunit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah dlusulkan sebelumnya.

(22) Diisi kuantltas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
d1ungkap

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(26) Diisi Jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG .....ccoen. (2)
TAHUN ..... (3)

PEMERINTAH PROVINSI

e (4) Halaman : ......ccoevuueees (1)
KABUPATEN/KOTA wee {S)
. sas Perubahan Rencana Kebutuhan
No. Barang/ LHMM.MMW Mww%ﬂ“p:\ Output Kode Barang Nama Barang Semuia Meniadt mdw__wﬁmmw&hmn Pengadaan BMD Yang Disetujui | cara Pemenuhan Ket
Jumlah Satuan Jumtah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 S (5 7 8 9 10 11 12 13
1. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program .......
1). Kegiatan,
a. Qutput .
XXX XK, Xl XX XXX
2), Kegiatal.......cc..reere
a. Output ..
KX X XK KX XXX
3). DSt . eceereanien
B. Program .......
1}). Kegiatan,
a. Output .7 orer
X. XK. K. X, XX XX
2). Kegialan.
a. L Ulpul caceieiceanr-svernirie
XK. XK. K. XXX, XXX
3). DSt eoerarviceinnes
2. Kuasa Pengguna Barang....
A, Program ..o,
1). Kegiatan....
a. Qutput .. e
XK. KK X, XX XXX
2).
XXX X, XX XXX
3). Dst
B. DSt .eciienrsaisnsane
I T
(6) {7) 8) 9) (19) (11) (12) (13} (14) 5y (16} a7 (18)

Srervenienay semsirensie

Pengguna Baran

ceereemerieares (19)
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

)

(9)
(10)

(1)
(12)

(13)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi : nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode ’barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang mlhk daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantltas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahaﬁ sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuahtltas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasﬂ penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui. |

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagamya

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG ........ (2}
TAHUN ..... (3)
Hataman .......{1)
PEMERINTAH PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA
Barang Yang Dipelihara Semula Menjadi Perubahan Rencana
No, Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Qutput Kondisi Nama Alasan Kebutuhan vm:wn:_am:,mw: Ket.
' Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang ordist Dareng Pemeliharaan Jumlah Satuan Jurmnlah Satuan Ferubahan BMD Yang Disetujui ’
B RR rB Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 [3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19
1. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program ..
1}. Kegiata:
a. OCutput.
X XK X KKK XRK
2). Kegiatan.,
a Output .
KR ICKK KK KKK
3). DSt veorveevearorsoren
B.-Program ....
1}. Kegiata:
a,
XXX K XXX XK
2). Kegiatan.
a.
XX KKK XK KKK
3). DB wurrererenrerens
KX K KKK KKK
XXX X X XX XXX
© @ ) © (10 (11 183} (13) (i49) (15 ey T i (15} T sy %% ) oh [

(25)
Pengguna Barang

e (26)

e (27)
e (27)
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- Petunjuk Pengisian

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

®

Diisi nomor halaman. ‘

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nam% barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuanptas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemehharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesueﬁ kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuafi kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.

Diisi uraie;m nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuanhtas barang yang dlusulkan untuk dilakukan pernehharaan
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagamya

Diisi kuanntas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantlkan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah d1usu1ka:n sebelumnya.

Diisi kuantltas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi- satuan perubahan RKBMD pemehharaan yang disetujui sesuai
ketentuan | .yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set,
dan sebagamya

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
dlungkap

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatém Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

{PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN) PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Halaman :

O / /]

Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/OQutput

Kode Barang

Nama Bauang

Semula

Menjadi

Jumlah

Satuan

Jumilah

Satuan

Alasan
Perubahan

Perubahan Rencana Kebutuhan
Pengadaan BMD Yang Disetujui

Jumlal

Satuan

Cara Pemenuhan

2

3

Py

E

6

7

9

10

11

13

Pengguna Barang...

A. Program ........

1). Kegiatan..

a. Output ..

XXX XKGK XX XXX

2). Kegiatan........

a. Output

2K, X. XK K XX XXK

3). Dst.,.

B. Program ..... .

1). Kegiatan..

a, Output ..

2. X.X. X- X XX XXX

2). Kegiatan........

a. Output ..

KoK XX XXX KKK

3}, DSt .oivrvinnnare

Pengguna Barang....

1). Kegiatan..

a. Output ..

XK XK KK KXK KKK

2}, Kegiatan,......

a. Output ..

K XKL XK XXKXK

3). Dst...

4

(©)

s M

e T R

o ——

o ——— -

) -

o (12) - -

T (13)

(43)

~(15)

o (16)




3M2

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4) .
(5)
(6)
(7)

(8)

()

(10)

(11)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program / kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode \barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang m111k daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantltas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan; sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan

Diisi satuan barang pengadaan yvang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada has11 penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaltu panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui. ;

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku ya1tu panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagamya

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap. |

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

340

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
{PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINS1/KABUPATEN/KOTA e (2)
TAHUN ... {3}
Halaman .......[1)
o adi Perubahan Rencana
Neo. Pengguna Barang/Program/Kegiatan /Cutput Ferens Yane Dlpeihara Nama Semula Meviadi Alasan Kebutuhan ?M,_navmwu.mb BMD Ket
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang Kondis! Barang Pemeliharaan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Perubahan Yang Dicetujul
B RR | RB Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 13 16 17 18 i9
1. Pengguna Barang....
A. Program ...
1} Kegiatan.
a, Qutput .
XXX X XK XXX
2}, Kegiatan........ .
a. Outpiit .. “
XXX XX, XX 200
S
B. Program ...
1). Kegiatan,
a. Qutput .
XXX X XK XXX
2}. Kegiatan
a. }
. KX XXX XK AXX
3] D8 viiniiinrnnen K
2. Fengguna Barang....
A, Program ...
1} Kegiatan..
a. Qutput ..
XX XX XK, XXK
XXX X X, XX, XXX
S - - - B — S . :
i
[C] (5 (] (] [ ()] 110) EEY I 20 I A ) IOy gy § 1 [11) DN POUDUY ¢ ¥} DUy poumy § -\ [ SRS § () - TR0 - e e @

T PENGELOLA BARANG .,
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njuk Pengisian: |
Diisi nomor halgman.
Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kotayang bersangkutan.

Diisi tahun angéaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut. :

Diisi nama Pengguna Barang/program/ kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode bara'}ng berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama balfang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas l?arang yang dipelihara.

- Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), lua;[S (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nhma pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan. |

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas [ barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan bérang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

. Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah

diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan p[erubahan RKBMD pomoliharaan gpang .alaseujul asaual
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan

sebagainya. } . . . .
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

|

Diisi tempat dan, tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
| B
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FORMAT PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAANBARANG MILIK DAERAH
OLEH BUPATI BERUPA:
1) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;
2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI
KEPEMILIKAN; DAN
3) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, | APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN

BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG.

KEPUTUSAN BUPATL.......(1) NOMOR  .....cecveveee 2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

‘znimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.............. (1), perlu ditetapkan Keputusan

Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pada SKPD.....(3) Tahun....(4).

“langingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); _

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ............ ;

5. ...dst.
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Lampiran : Keputusan Penetapan Status Penggunaan Ba
| rang Milik Daerah Pada SKPD....(3)Ta
hun....(4).

Nomor.....(2)Tahun... (4).

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD .... (3) TAHUN ... (4)

No. " Kode Nama Barang . Jumlah Nilai Ket.
| Barang | ' Perolehan
' (Rp)
(@) o (10) (1) (i2) _ [(13)
JUMLAH
Ditetapkan di ............ (5)
pada tanggal ............. (6) BUPATI,
................................... (7)

Petunjuk Pengisian: ,

(1) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Diisi nomor Surat Keputusan.

3) Diisi nama SKPD.

) Diisi tahun penetapan status penggunaan.

) Diisi sesuai tempat ditetapkan.

) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

) Diisi nam? Gubernur/Bupati/Walikota yang menetapkan status
penggunaan.

(8) Diisi nomor urut. |

(9) Diisi kodé barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
 kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10)Diisi -namfa barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan

- ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang

berlaku. ‘

(11)Diisi jumlah barang.

(12) Diisi nilai perolehan barang. ,

(13) Diisi keterangan sesuai kebutuhan.

| ,

(
(
(
(
(

o] ~ Oy b
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FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIAN DARI
BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN
KONDISI TERTENTU

' KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR  weoveeeenrnen, (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

ienimbang

“iengingat

vienetapkan

PADA SKPD........... 2)

PENGELOLA BARANG

beihwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
mehunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pefnerintah Daerah ............ (4), perlu ditetapkan Keputusan
teritang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada SKPD .... (2) Tahun ... (3).

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia = Nomor 5589) sebagaimana
‘telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
‘fUndzmg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
'Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
iPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ..
 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
4. | Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ........ ;
...dst.

o

| MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
SKPD ... (2) TAHUN ... (3).
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~=SATU

~+DUA

~BTIGA

~ EMPAT

-~ iiLIMA

- WENAM

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada
SKP‘iD ........ (2) untuk Tahun ... (3) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib
dila}mkan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang
sesuai ketentuan yang berlaku.

: SKPD....... (2) dapat melakukan pemanfaatan atau

. .
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan

perimdang—undangan.
Perfgguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi
ataé optimalisasi penggunan barang milik daerah.

Rir#cian terhadap status penggunaan barang milik daerah
dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ............. (5)
pada tanggal ............. (6)

PENGELOLA BARANG,
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Lampiran : Keputusan Penetapan Status
‘ f Penggunaan Barang Milik Daerah Pada
SKPD.......(2) Tahun....(3)
Nomor.....(1) Tahun....(3)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD ... (2) TAHUN ... (3)

No. | - Kode Nama - Jumlah Nilai Ket.
;Bara:ng Barang | | Perolehan
(Rp)
(8) ) (10) (1) (12) (13)
: } JUMLAH

Ditetapkan di ........... (5)
pada tanggal ............ (6)
PENGELOLA BARANG
............................... (7)

tunJuk Peng1s1an
Diisi nomor Surat Keputusan.
Diisi nama SKPD
Diisi tahun penetapan status penggunaan.
Diisi nama Pemermtah Daerah.
Diisi sesuai tempat ditetapkan.
Diisi tanggal, bulan, tahun d1tetapkan
Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.
Diisi nomor urut
Diisi kode | barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

10) Diisi nama| barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodef1ka31 barang milik daerah yang
berlaku.

1) Diisi _]umlah barang.

12) Diisi nilai perolehan barang

13) Diisi keteral}gan sesuai kebutuhan.
[ .

S o f ROV B S G R N
— Nt St Vot et S e St e

O
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FORMAT PENEJTAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAI-} OLEH BUPATI BERUPA:

1) TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;

2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI

: KEPEMILIKAN ;DAN
3) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU
- BANGUNAN, APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN

BUPATI KEL‘DADA PENGELOLA BARANG.

i

KEPUTUSAN BUPATI ........ (1) NOMOR  veovevereen..

(2)

TENTANG

“ENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
- PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG ...... (3)

“lenimbang

“lengingat

“ienetapkan

| :
| BUPATI ............. (1)

bapwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang ............. (3), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang
M1hk Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

1. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. |Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor ... Tahun ....
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);
4. | Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang.......... ;

S. ....dst.

| MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI ... (1)

TENTANG  PENETAPAN = STATUS  PENGGUNAAN
SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA
BARANG /KUASA PENGGUNA BARANG ... (3).

i
|
|
|
|
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- 1w SATU

~ =DUA

-~ OTIGA

~ W EMPAT

Meriletapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang .....
(3). |

Objek barang yang dlgunakan sementara oleh Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang ... (3) yang telah
dltetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (4) dengan rincian

: sebégaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum

Kesatu berkewajiban:

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yang digunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah yang digunakan sementara;

c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka
waktu penggunaan sementara berakhir;

d. ...dst.
Jangka waktu penggunaan sementara selama ...... (5)
Tahun
KELIMA : Keputusan BUPATI ini mulai berlaku
seJak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........... (6)
pada tanggal ............ (7) BUPATI,




Lampiran

Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota.....(1) Tentang
Penetapan Status Penggunaan Sementara
Barang Milik Daerah

Nomor...... (1) Tahun........(7)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH

No. Kode Kode Nama Spesifikasi Tahun Jumlah Kondisi Barang Ket.
Barang | Register Barang Perolehan Barang
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) | (16) (17
pada tanggal ............. (7) BUPATI,
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Petunjuk Pengi{sian:

(1)
(2)
(3)

(4)

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor Surat Keputusan.

Diisi nama Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan sementara.

Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat
terhadap  objek barang milik daerah (telah ditetapkan status
penggunaannya)

Diisi Jangka waktu penggunaan sementara.

Diisi sesuai tempat ditetapkan.

Diisi tanggal bulan, tahun ditetapkan.

Diisi nama BUPATI yang menetapkan status penggunaan.

Diisi nomor urut.

(10) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang mlhk daerah yang berlaku

(11) Diisi kode register barang.

|

(12) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

- (13) Diisi speS1ﬁkas1 barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll.
(14) Diisi tahun perolehan barang.

(15) Diisi Jumlah barang dalam bentuk umt luas, panjang, lebar, dll.
(16) Diisi kOl‘ldlSl barang seperti baik, rusak rmgan atau rusak berat.

(17)

Du31 keterangan sesuai kebutuhan.

\
|
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4. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG
MILIK DAERAH OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN
PENDELEGA$IAN DARI BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU.

|
\
|

\ KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
: NOMOR e (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PEN GGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG...... (2)

{ PENGELOLA BARANG

“lenimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemermtah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ....... (2), perlu ditetapkan Keputusan tentang
Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (2).

Mengingat : 1., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana
. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ........ ;

5. ..dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK
DAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
e (2). ‘

KESATU : Menetapkan status penggunaan sementara barang milik
daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .....
(2)
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~EDUA

nETIGA

VEEMPAT
“ELIMA

:' Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna

Barang/ Kuasa Pengguna Barang .......... (2) yang telah
dltetapkan status  penggunaannya  pada = Pengguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang ....... (3) dengan rincian

sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum
Kesatu berkewajiban:

a.| Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yang digunakan sementara;

b.| Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah yang digunakan sementara;

c.| Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka
i waktu penggunaan sementara berakhir;

d. ...dst.

J qngka waktu penggunaan sementara selama ...... (4) Tahun.

Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ........... (5)
pada tanggal ............ (6)
PENGELOLA BARANG




Lampiran : Keputusan Pengelola Barang Tentang
Penetapan Status Penggunaan Sementara

Barang Milik Daerah Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang....(2)
Nomor...............(1)Tahun.....(6)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH.

Kode Kode Register Nama - Spesifikasi Tahun Jumlah Kondisi Ket.
‘Barang ; Barang ; Perolehan | Barang Barang
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Ditetapkan di ........... (6)
e - ~ pada tanggal ...........(7)
PENGELOLA BARANG,
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Petunjuk Penglsmn

(1) Diisi nomor! 'Surat Keputusan.

(2) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan sementara :

(3) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat
terhadap objek barang milik daerah (telah ditetapkan status
penggunaannya)

4) Diisi Jangka waktu penggunaan sementara.

5) Diisi sesua1 tempat ditetapkan. ,

6) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

7) Diisi nama Pengelola Barang yang menetapkan status penggunaan.

8) Diisi nomor urut.

o — p— p—  p—

)

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang thk daerah yang berlaku

(10) Diisi kode reglster barang.
(11) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(12) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll.
(13) Diisi tahun perolehan barang.

(14) Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, lebar, dll.
(15) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.

(16)

Diiéi keterangan sesuai kebutuhan.
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S. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH EUNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN OLEH
BUPATI.

)
!

KEPUTUSAN BUPATI ........ (1) NOMOR  ooveveveeenn.
(2) |

| TENTANG

|
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
| UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ..... (3)

| BUPATI ............ (1)
| ‘

Menimbang }bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi SKPD ......(4), perlu ditetapkan Keputusan
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Untuk Dioperasikan oleh ..... (3).

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
.~ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
' Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ...
. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...);
4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..... tentang ........... ;

| MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ... (1) TENTANG PENETAPAN
STATIJ S PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH ... (3).

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk
Dioperasikan Oleh ..... (3).
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

ObJek barang yang digunakan oleh ......... (3) yang telah
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang

hovvesess (4) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kode Barang D ieerenees (5)
b. Kode Register =~ :......... (6)
~¢. NamaBarang ... (7)
d. Kondisi Barang :......... (8)
e. Jumlah Deereeenes (9)
f. Lokasi Deeeeenens (10)

Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang

.dioperasikan oleh ...... (3) selama ..... (.....) (11) tahun.

' Pihak sebaga1mana dlmaksud pada DIKTUM KESATU

berkewajiban:

‘a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah
yang dioperasikan;

| 'b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD ....... (4);

c. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya
pada DIKTUM KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh
SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian
barang milik daerah

e. ...dst.

s SKPD ...... (4) berkewajiban :
'a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk

dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU;

' b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

barang milik daerah yang dioperasikan sesuai DIKTUM
KESATU;

c. Membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU;

d. ...dst.
: | Keputusan BUPATI ini mulai berlaku
- sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi ............ (12)
pada tanggal ............ (13)

BUPATI,

(1)
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nama Brovinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Diisi nomor Surat Keputusan.

(3) Diisi oleh nama pihak lain.

(4)  Diisi nama SKPD selaku Pengguna Barang.

(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
- barang m1hk daerah yang berlaku.

(6) - Diisi kode reglster barang.

(7)  Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(8) = Diisi kOI'ldlSl barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat.

(9) - Diisi Jumlah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain

(10) Diisi lokasi barang yang diperasionalkan pihak lain.

(11) Diisi Jangka waktu dlopera31kan oleh pihak lain yaitu angka dan huruf.

(12) Diisi tempat ditetapkan.

(13) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan.

(14)

Diisi nama BUPATI yang menetapkan.
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I
I

6. FORMAT ESURAT 'PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG.

| KOP SURAT .......... (1)

. SURAT PERNYATAAN

NOIIOT © «evvvinereniiieennrennennnens (2)

Yang bcﬁmda tangan di bawah ini:

. } ' 3
Nama @ oveiiivrriiiiiieieiiiieencanns reereneneeieneeirestientsisareaarars (3)
- i
NIP : i 4
s eesensae 0 0608080 c0000eenetessereiosss tecssiesssrsetsasstttasonscscvecansssrscns
Jabat :. | ~ 5
ADAtAN it i

dengan ini ‘menyiatakan bahwa tanah dengan rincian data:

NO Nam;a Barang Luas Tanah (m?) Lokasi
6)-. ) ). -0)-

’;
|
adalah barangi milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ......... (10).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka perrnohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah. |

............. (11) ceerrrienennen(12)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... (10)

Petunjuk Pengmxan
(1) Diisi koptsurat sesuai peraturan perundang undangan.
(2)  Diisi nomor surat pernyataan.
(3)  Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4)  Diisi NIPpejabat yang menandatangani.
(5)  Diisi Jabatan pejabat yang menandatangani.
(6) Diisi nomor urut.
(7)  Diisi nama barang.
(8)  Diisi luas tanah.
(9) Diisi tempat/lokasi barang.
(10) Diisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(11) Diisi tempat penandatanganan.
(12) Diisi tanggal penandatanganan.
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7. FORMAT }SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DIGUNAKAN PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG.

| KOP SURAT .......... (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor : ...cccoevevenennen. (2)

Yan{g bertanda tangan di bawah ini:

| Nama L R N (3)
NIP LS T PO (4)
Jabatan ... (5)
dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

NO ' Nama Barang Luas bangunan (m?) Lokasi
..(6).. | -(7).. ..(8).. ..(9)..

adalah bar:ang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ...... (10)

' Demlklan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik

daerah.

........... (1) (12)
} Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang..(10)
............................................. (3)
NIP i, (4)

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4) Diisi NIPpejabat yang menandatangani.
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangam
(6) Diisi nomor urut. (7)
Diisi nama barang (8)
Diisi luas bangunan. ‘
(9) Diisi te[mpat /lokasi barang.
(10) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(11) Diisi tempat penandatanganan.
(12) Diisi. tanggal penandatanganan
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8. FORMAT §URA’[‘ PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA
PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT ......... (1)

i ;

| SURAT PERNYATAAN
NOmoOT :© .c.evvevinnennnns et (2)

Yang bertanda tangan di Bawah ini:

. ‘ ) Y 3
N2 o' - N O PP (3)
i
NIP .
S S U S O ON 4

Jabatan i (5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain
tanah dan/atau bangunan dengan rincian data:

NO Nama Jumlah Satuan Nilai
Barang ' (Unit/Bhj) Perolehan
..(6).. .f.(7).. ..(8).. (9).. ..(10)..

|
|
|

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungs1Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang ...... j...(l 1)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam ranglfa permohonan penetapan status penggunaan barang milik
daerah. !

..................... (12).ceiiiiiiiiiiiiiiinee ol (13)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...(11)

| NIP oo eeeeeee s, (4)

Petunjuk Pengisian
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani .
(4) Diisi NIP pejabat yang menandatangani.
- (5) Diisi Jabatan pejabat yang menandatangani.

- (6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama barang.

- (8) Diisi _]umlah barang.
(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah dll.
(10) Diisi ni1a1 perolehan barang.
(11) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(12) Diisi tempat penandatanganan.
(13) Diisi tanggal penandatanganan.
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9. FORMAT SURATPERNYATAANYANG MENYATAKAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN
KONDISI ~ TERTENTU  YANG  DIGUNAKAN  DAN  DIKUASAI
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA.

KOP SURAT .......... (1)
‘ SURAT PERNYATAAN
J\\[031010) o SO PP (2)

Nama e, et rteteeeraeaeaeteeaaaeaanraneans (3) NIP

.......... (12).

Derrluklan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang mi
daerah. |

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ....(12)

............ eereeeeeteeeeeeenereennenn(3) NIP

dengan 1n1‘ menyatakanbahwa barang milik daerah berupa selain tang:
dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengzs:

nilai perolehan diatas Rp. ............ (coerennees )(6) per unit/satuan dengan rincigr
data: |
{1 NO - Nama Jumlah Satuan Nilai Perolehan
Barang - (Unit/Bh) (Rp)
(7). ‘(8) ..{9).. ..(10).. .(11)..
|

| adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untp:
penyelenggaraan tugas dan fungs1Pengguna Barang/KuasaPengguna Barar:y,

[sRI )

[

il i

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Diisi dengan nomor surat pernyataan.

(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangam

(4) Diisi dengan NIP .

(5) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangam

(6) Disi dengan angka dan huruf sebesar nilai yang telah ditetapkan

da.lampendelega31andar1BUPATIkepada Pengelola Barang.

(7) Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama barang.

(9) Diisi Jumlah barang.

(10) Diisi satuan barang.

(11) Diisi mleu perolehan barang.

(12) Diisi nama Penggun Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(13) Disi tempat penandatanganan.
~ (14) Diisi dengan tanggal penandatanganan
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FORMATS SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG
DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN
PEMINDAEHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERIN%TAH DAERAH.
| KOP SURAT .......... (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor:.......coeveienennn. (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA ¢ it e (3)
NIP L SO O SRR PPPRt (4)
1dabatan . (5)

dengan ini rhenyatakan bahwa béngunan dengan rincian data:

No. l Nama Luas Tanah | Lokasi Luas Lokasi
 Barang (m?) - Tanah bangunan | Bangunan
| | (m?)

..(6).. (7). -(8).. .(9).. ..(10).. (11)..

‘% B
adalah barang milik daerah yang dikuasai PenggunaBarang/Kuasa Penggur:::

| Barang....... eeeeens (12) yang dari awalpengadaannya direncanakan untui

dlakukan pemmdahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerinte i
Daerah. |
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam

| rangka perrrilohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

Petunjuk Per‘égisian

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Diisi nomor surat pernyataan.
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.
(4) Diisi NIPpeJabat yang menandatangani.

(5) Diisi Jabatan pejabat yang menandatangam
(6) Diisi nomor urut.
{(7) Diisi nama barang.

(8) Diisi luas tanah.

9) Diisi tempat/ lokasi tanah

(10) Diisi luas bangunan.

(11) Diisi tempat /lokasi bangunan.

(12) Diisi nama Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang.
(13) Diisi tempat penandatanganan.

(14) Diisi tanggal penandatanganan.
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FORMAT S[jRAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG

MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG
DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN

.PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH.

, KOP SURAT .......... (1)
SURAT PERNYATAAN

! . :
Nama - : 3
D P

NIP : ' ......................................................................... 4)
Jabatan ... e (5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah dengan rincian data:

|
i

No. | Nama Barang Jumlah Satuan Nilai Perolehan |
| (Unit/Bh) (Rp) |
(6).. (7). .(8).. .(9).. ..(10)..

|

| adalah baxjang milik daerah yang dikuasai Pengguna Barang/Kuas.:

Pengguna Barang................ (11) yang dari awalpengadaannya direncanaka:
untuk dilakukan pemmdahtanganan dengan cara Penyertaan Modei

| Pemerintah Daerah

Dem1k1an pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarny::
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milii

| daerah.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang....(11)

Petunjuk Pennglan

(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Diisi nornor surat pernyataan.

(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani.

(4) Diisi NIPpeJabat yang menandatangani.

(5) Diisi Jabatan pejabat yang menandatangani.

(6) Diisi nomor urut. "

(7). Diisi nama barang.

(8) Diisi Jumlah barang.

(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah, dil.

(10) Diisi n11a1 perolehan.

(11) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(12) Diisi tempat penandatanganan.

(13) Diisi t'anggal penandatanganan.



D. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ..... (1)
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG :
Tingkat Re a.:.:.wxmn Tingkat
Realisasi A Efisiensi . . . . . "
Pagu Anggaran Anggaran Po alisasi Pelaksanaan Target Kinerja Realisasi Target Realisasi Efelktif/ Tidak Alasan Tidak
No Nama Pemeliharaan Pemeliharaan melihaaan Anggaran Belanja Efesien/tidak Pemeliharaan |Kinerja Pemeliharaan|Target Kinerja © n- Hio Efisien /Tidak
{Rp) (Rp) Pemeliharaan Pemeliharaan efesien {Tahhunan) (Tahunan} pemeliharaan ete. Efektif
%) %) i
1 2 3 4 S =( 4/3)%x100% 6=(4/9)/(3/8) 7 8 9 10 = (9/8)%100% 11 12
) ©] (4] 15 () 1o} (£%)) 1) 13) ) {15 1ie]

Keterangan:

*) diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan

ST ¢ & 41

heedes e arugereseraenanvan
Pengguna Barang......

erreeee e e e (18)

2 (19)

«+)) diiisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja pemeliharaan 2 100 % dan tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target Kinerja pemeliharaan < 100 %

= 100 % dan tidak efisien jika Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.
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Petunjuk Pengisian :

1) Diisi tahun. |

'2)  Diisi nama Provinsi.

'3)  Diisi nama Kabupaten/Kota.

'4)  Diisi nama Pengguna Barang.

'5)  Diisi nomor urut.

6)  Diisi nama belanja pemeliharaan.

'7)  Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.

:8)  Diisi jumlah ] Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.

'9)  Diisi ngkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau 5=
(4/3)x100%. | S

10) Diisi Tlngkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4/9)/
(3/8). | |

11) Diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja
Pemehharaan < 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

:12) Diisi Target Kll’lelja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

13) Diisi Reahsa31 Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

'14) Diisi ’I‘mgkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau
(9/8)x100%.]

'15) Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan 2
100 % dan> tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100 %.

:16) Diisi penJelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif.

:17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

18) Diisi Jabatan Pengguna Barang.

(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.




400

Z. FORMAT PENGHAPU SAN BARANG MILIK DAERAH;

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG

PENGELOLA BARANG OLEH BUPATI.

Menimbang

Mengingat

|

KEPIZJTUSAN BUPATL........(1) NOMOR .oveveen.n. 2)

TENTANG

' PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

BUPATL.............,(1)

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola
Barang dikarenakan alasan....... (3), perlu ditetapkan Keputusan
T?ntang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengelola Barang.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....);

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ........ ;

...dst.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATL.......(1) TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGELOLA BARANG.

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar
Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam
lamplran keputusan ini.

: ‘Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU  dilaksanakan karena alasan............ (3) dan
membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas- barang yang berada dalam
pengusaan Pengelola Barang.

I?engelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar
Barang Pengelola Barang.

Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.

i
i

Keputusan BUPATI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

‘ Ditetapkan di ..................... (4)
, pada tanggal .........c..couunnnenn. (5)
BUPATI,




DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

Lampiran

s seesen e

()

Tanggal :.............(5)

Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota...(1)
Nomor

| Nema | Tabun Hargh wsmw Hw_a Nilai Nilai buku | Spesifikasi/

i Jumlah croiehan Penyusutan Kondisi Barang | Ket.
No. |Kode Barang|Kode Register Barang | Perolehan Satuan (Rp) (Rp) VMME (Rp) Lokasi g
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 (18) (19)

BUPATI,

....................
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Petunjuk P:engisian:

|
D11s1 nama Provinsi/ Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

D11s1 nomor surat.
D11s1 alasan penghapusan

‘ Dns1 tempat ditetapkan. -

Diisi tanggal ditetapkan.
Dus; nama BUPATI. (7) @ Diisi nomor

Dnsi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

Dus1 nomor kode reglster barang Diisi jumlah barang.

D11s1 nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8).
D1131 tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan.

~ Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dii.

Dus1 nilai harga satuan perolehan.

D1131 total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per
unlt dan harga satuan per unit.

Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
dlsusutkdn

Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.
Diisi spesifikasi barang seperti merk, Type, ukuran, lokasi tempat
untuk tanah dan/atau bangunan..dll

DllSl kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.

DllSl keterangan lainnya yang dianggap perlu.
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i
f
|

i
2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG OLEH PENGELOLA

BARANG. |

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR .....ccceennneee (1) TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DAF’I AR BARANG PENGGUNA BARANG/
. KUASA PENGGUNA BARANG....(2)

PENGELOLA BARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna  Barang...... (2) dikarenakan
zilasan ....... (3), perlu ditetapkan Keputusan Tentang
Renghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
F?engguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Mengingat ;1 Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana
. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
. Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
| Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
| 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....
. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ....);

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun .... tentang ............ ;

5. ...dst.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

: KJEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA  BARANG/KUASA  PENGGUNA
B’ARAN ..... (2).

: Menetapkan Penghapusan Barang Milik Dari Daftar Barang

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

: Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (2)
éebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
dilaksanakan karena alasan............ (3) dan membebaskan
Pt’engguna Barang/Kuasa Pengguna Barang...... (2) dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
I?erada dalam penguasaan Penguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.....(2).

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang...... (2) untuk
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.....(2).

: ?engguna Barang/Kuasa Pengguna Barang....(2) melaporkan

hasil pelaksanaan penghapusan.

: Keputusm Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini

1Tr1ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..........ccoeeeevveeeinerrennnnnn. (4)
pada tanggal .....c.ccoeviiiiiiiiiiiiininiiniiiieanns (5)
PENGELOLA BARANG,




DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA......(2)

Lampiran

Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Pengelola Barang
Dol (1)
RPN £+3'

Total nilai - s N

o ; Nilai Nilai buku | Spesifikasi/
) Nama Tahun Harga Perolehan . .
No. |Kode Barang | Kode Register Barang | Perolehan Jumlah Satuan (Rp) R wmummwwﬂms Ro) Lokasi Kondisi Barang | Ket.
(1) @ 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
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Petunjuk Pengisian:

.Diisi nomor surat.

Diisi nalha Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Diisi alasan penghapusan.

Diisi tempat ditetapkan.

Diisi tanggal ditetapkan.

Diisi nama Pengelola Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang

Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang.

Diisi naf’ma barang sesuai penggolongan dan kodefikasi
barang (8).

Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan
penghapusan

Diisi Jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.
Diisi n11a1 harga satuan perolehan.

Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah
barang per unit dan harga satuan barang per unit.

Diisi n11a1 penyusutan untuk barang milik daerah yang
dapat disusutkan.

Diisi n11a1 buku merupakan total nilai perolehan dikurangi
nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
dlsusutkan

Diisi spe}s1f1ka31 barang sepert1 merk Type, ukuran atau
lokasi tempat untuk tanah dan/atau bangunan..dll.

Diisi kondls1 barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

|
|
|
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", FORMAT SURAT PERSETUJUAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATI.

KOP SURAT
................. y eeeeeenenee (1)
Kepada
lomor @ e (2) Yth. oo
ifat (B) e (9)
.ampiran O SO 4) di -
Hal 0 1 (6) s (7)

: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......
tanggal ...... hal....(8), dengan ini diberitahukan bahwa
permohonan ............... (6) sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

w Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengelolaan
Ba#‘ang Miik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

[o—y

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

BUPATI,

Petunjuk Pengisian:

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

(1)Diisi nama Kota dan tanggal surat persetujuan diterbitkan.

Diisi nomor surat.

Diisi sifat surat.

Diisi jumlah lampiran.

Diisi Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan usulan persetujuan.

Diisi jeni$ persetujuan :

Diisi tempat Pengelola Barang/Pengguna Barang yang
mengajukan usulan persetujuan

Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari
Pengelola{ Barang/Pengguna Barang.

Diisi hal-hal yang perlu dituangkan dalam surat persetujuan.
Diisi nama Gubernur/Bupati/Walikota.
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Lampiran Surat Persetujuan.
Nomor e, (1)
Tanggal fevrerreeenenees(2)
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN ......... . (3)
vama | Tabun b Total nilai Nilai Nilai buku | Spesifikasi/ |
No. |Kode Barang | Kode Register Jumlah g F,WS_@HS Penyusutan , Kondisi Barang | ... dst | Ket.
Barang | Perolehan Satuan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Lokasi
f (4) (5) (6) (7) (8) (9 (10) (11) (12 (13) (14) (15 (16) | (17)
BUPATI,

SR 0
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|

Petunjuk Pengisian:
|

(1)  Diisi nomor surat.

(2)  Diisi tanggal surat.

(3)  Diisi jenis persetujuan.

- (4)  Diisi nomor urut. '

(5)  Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

(6)  Diisi nomor kode reglster barang.

(7)  Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5).

(8)  Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.

(9): Diisi Jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.

(10) Diisi nilai harga satuan perolehan.

(11) Diisi total n11a1 perolehan merupakan perkalian jumlah barang per
unit dan harga satuan per unit.

(12) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
dlsusutkan

(13) Diisi nilai buku merupakan total mlal perolehan dikurangi nilai
penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

(14) Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau loka31

" tempat untuk tanah dan/atau bangunan

(15) Diisi kOIldlSl barang baik, rusak ringan atau rusak berat.

(16) Diisi hal- hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.

(17) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

(18) Diisi nama Jabatan BUPATI.

|

|
|

PARAF KOORDINASI Pj. BUPATI BOMBANA,

NO |UNIT/SATUAN_KERJA | PARAF
P L
23 T i

olrs,_toufom

Ve b4 ,é’{? . EDY SUHARMANTO
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